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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan
hidayahnya dapat disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Penyusunan SOP ini dilandasi suatu
pemikiran bahwa untuk mewujudkan good governance perlu diciptakan komitmen mengenai

apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah
satu unit satuan kerja perangkat daerah telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).
Diharapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun ini menjadi pedoman atau
acuan kerja bagi pejabat dan pelaksana pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar, efektif dan efisien, serta

dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari kesalahan dalam pelaksanaannya.

Semoga Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bermanfaat dalam rangka sumbangsih
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam percepatan
reformasi birokrasi guna mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah dibuat oleh Lembaga
Pemerintah dalam Aturan yang dituangkan didalam Surat Keputusan secara hukum yang sah.
Dengan kata lain suatu Standar Operasional (SOP) Administrasi Pemerintah Prosedur yang
hendak dipakai harus terlebih dulu dibuat Surat Keputusan. Hal ini penting, karena Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah merupakan suatu prosedur hukum, atau
paling tidak merupakan juknis dalam internal lembaga tersebut. Pengingkaran terhadap Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah dapat merupakan pelanggaran hukum
dan dapat dituntut secara hukum, Untuk menilai pengingkaran perlu menelusuri atau
mengidentifikasi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah

dan pembuktiannya.

Untuk itu, maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintah yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan.
1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nemor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);




3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
649);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process).

1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud :

Maksud penyusunan Standar Oprasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah
prosedur atau pedoman pada Badan Pengeiola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan sebagai penyelenggaraan pelayanan Pengelola Keuangan dan
Aset sebagai menunjang aktifitas untuk dapat bekerja sebagai penyelenggaraan pelayanan

kepada masyarakat di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
1.3.2. Tujuan :

Bertujuan untuk dapat meningkatkan kualitas pekerjaan dapat terlaksana secara dengan
baik, tepat waktu, lebih mudah, cepat, sederhana, efektif dan efisien, serta dipertanggung

jawabkan.

1.4. Manfaat

Manfaat Standar Operasional Prosedur (SOP) lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan meliputi antara

lain :

1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pejabat dan pelaksana dalam menyelesaikan
pekerjaan yang menjadi tugasnya;
2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh pejabat dan

pelaksana dalam menyelesaikan tugas;




10.

11.

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab individual
pejabat dan pelaksana dan organisasi secara keseluruhan;

Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;

Menciptakan ukuran standar kinerja pejabat dan pelaksana dalam memperbaiki Kinerja
serta membantu mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan;

Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berlangsung dalam berbagai situasi,
secara efektif, efisien dan akuntabel;

Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh pejabat
dan pelaksana dalam melaksanakan tugasnya;

Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi pejabat dan pelaksana;
Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pejabat dan
pelaksana dalam melaksanakan tugas;

Sebagai instrument yang dapat melindungi pejabat dan pelaksana dari kemungkinan
tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;

Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi.




BAB II
PENJELASAN FORM DAN PRINSIP PELAKSANAAN SOP

2.1. Makna Simbol-Simbol

Makna simbol-simbol Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintah adalah untuk mempermudah makna pembacaan Standar Oprasional Prosedur
(SOP) Administrasi Pemerintah hanya terdiri dari 5 (lima) symbol, yaitu: 4 (empat)
simbol dasar flowcharts (Basic Symbol of Flowcharts) dan 1 (satu) simbol penghubung
ganti halaman (Off-Page Conector). Kelima simbol yang dipergunakan tersebut adalah

sebagai berikut:

1) Simbol Kapsul/ Terminator ( (C_J ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan
berakhir;

2) Simbol Kotak/ Process ([__]) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;

3) Simbol Belah Ketupat/Decision (<>) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan
keputusan;

4) Simbol Anak Panah/Panah/Arrow ( ‘ ) untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah
proses kegiatan);

5) Simbol Segilima/ Off-Page Connector ( - ) untuk mendeskripsikan hubungan antar

simbol yang berbeda halaman.

2.2. PROSEDUR YANG AKAN DISTANDARKAN

1. Identitas SOP

Identitas Standar Oprasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah memuat data

yang menjadi label identitas dan ketentuan pokok mengenai Standar Oprasional Prosedur

(SOP) yaitu :




NOMOR SOP
TGL PEMBUATAN
LOGO TGL REVISI
SATUAN KERJA TGL EFEKTIF
NAMA UNIT KERJA DISAHKAN OLEH
NAMA SOP
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA :
1.
2.
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:
I L.
2. 2.
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Makna Identitas

1)

2)

4)

5)

6)

7

Bagian Identitas dari unsur prosedur dalam SOP AP dapat dijelaskan sebagai berikut :

Logo dan Nama Instansi/ Satuan Kerja/ Unit Kerja, nomenklatur satuan/unit
organisasi pembuat;

Nomor SOP AP, nomor proéedur yang di SOP-kan sesuai dengan tata naskah dinas
yang berlaku di Kementrian /Lembaga/Pemerintah Daerah;

Tanggal Pembuatan, tanggal pertama kali SOP AP dibuat berupa tanggal selesainya
SOP AP dibuat bukan tanggal dimulainya pembuatanya;

Tanggal Revisi, tanggal SOP AP direvisi atau tanggal rencana ditinjaunya SOP AP
yang bersangkutan

Tanggal Efektif, tanggal mulai diberlakukan SOP AP atau sama dengan tanggal
ditandatanganinya Dokumen SOP AP;

Pengesahan oleh pejabat yang berkompeten pada tingkat satuan kerja, item pengesahan
berisi nomenklatur jabatan, tanda tangan, nama pejabat yang disertai dengan NIP serta

stempel/cap instansi;

Judul SOP, judul prosedur yang di-SOP kan sesuai dengan kegiatan yang sesuai

dengan tugas dan fungsi yang dimiliki ;




8) Dasar Hukum, berupa pertauran perundang-undangan yang mendasari prosedur yang
di SOP-AP kan beserta aturan pelaksanaanya;

9) Keterkaitan, memberikan penjelasan mengenai keterkaitan prosedur yang distandarkan
dengan prosedur lain yang distandarkan (SOP AP lain yang terkait secara langsung
dalam proses pelaksanaan kegiatan dan menjadi bagian dari kegiatan tersebut).

10) Peringatan, memberikan penjelasan mengenai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi
ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

11) Kualifikasi Pelakasana, memberikan penjelasan mengenai kualifikasi pelaksanaan
yang dbutuhkan dalam melaksanakan peranya pada prosedur yang distandarkan.

12) Peralatan dan Perlengkapan, memberikan penjelasan mengenai daftar utama (pokok)
dan perlengkapan yang dibutuhkan yang terkait secara langsung dengan prosedur yang
di SOP-kan.

13) Pencatatan dan Pendataan, memuat berbagai hal yang perlu didata dan dicatat oleh

pejabat tertentu.

2. Bagian Flowchart

Bagian Flowchart merupakan penjelasan mengenai uraian-uraian dari langkah

prosedur beserta mutu baku dan keterangan yang diperlukan.

Bagian flowchart ini menjelaskan kegiatan dengan langkah-langkah kegiatan secara
berurutan dan sistematis dari prosedur yang distandarkan dan dari prosedur yang
distandarkan berisi :Nomor Kegiatan ,Uraian Kegiatan yang berisi langkah-langkah
(Prosedur), Pelaksana yang merupakan Pelaku (Aktor) Kegiatan, Mutu baku yang berisi,

Kelengkapan, Waktu,Output dan Keterangan.




BAB I
PENUTUP

Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah ini dibuat
untuk menjadi pegangan bagi seluruh Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan sehingga dapat menunjang kelancaran dalam proses pelaksanaan
tugas-tugas dan kemudahan dalam pengendalian, mempertegas tanggung jawab dalam
pelaksanaan tugas untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan untuk
pelaksanan dalam Kegiatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Semoga dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah
ini akan lebih meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pada Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 51 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telp. (0711) 5736539, Fax. (0711) 5736539, 7443621 Kode Pos 30127

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 900/ 22%- /KPTS/BPKAD/2021
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah
serangkaian instruksi tertulis yang dilakukan mengenai
berbagai proses penyelenggaraan administrasi

pemerintahan yang dilakukan oleh Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa untuk mewujudkan Kinerja Birokrasi yang efektif
dan efisien perlu didukung oleh Standar Operasional
Prosedur (SOP), yang akan menjadi pedoman/ acuan dan
standarisasi bagi seluruh pegawai dalam menyelesasikan
pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab
individual maupun organisasi keseluruhan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Selatan tentang Penetapan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1814);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process).




Menetapkan:

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

MEMUTUSKAN:

Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan pada
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2021.

Standar  Operasional  Prosedur (SOP) Penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan ini, digunakan sebagai Pedoman/
Acuan dan Standarisasi bagi seluruh pegawai pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan
tanggungjawabnya secara baik dan tepat sekaligus sebagai
akuntabilitas pelaksanaan tugasnya.

Standar Operasional Prosedur (SOP), sebagaimana tercantum
dalam lampiran ini, merupakan satu kesatuan yang tak
terpisahkan dari keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal Ol Agurtur 2ou
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NIP. 196406211993031004

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang (Sebagai Laporan)
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
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LAMPIRANI: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 900/ 222 /KPTS/BPKAD-1/2021
TANGGAL : Ol Agustus 20

DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021
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34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.

41.

42.

Penyusunan Renstra

Penyusunan Renja

Penyusunan RKA

Penyusunan DPA

Penyusunan DPPA

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)

Data dan Informasi

Pembuatan SPP UP/GU/TU/LS BPKAD

Prosedur Penerimaan Pendapatan

Surat Masuk

Surat Keluar

Penetapan Kenaikan Gaji Berkala ASN

Surat Pengantar Usul Kenaikan Pangkat ASN

Surat Pengantar Usul Cuti

Surat Pengantar Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian
dengan Hormat dengan Hak Pensiun PNS

Surat Pengantar Usul Penghargaan Satya Lancana Karya Satya PNS
Penatausahaan Barang Milik Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Pembelian/Pengadaan atau Pembangunan Aset Tetap Berwujud

Penyusunan Perda dan Pergub APBD dan APBD-P Prov. Sumsel

Penetapan PPAS APBD Prov. Sumsel

Evaluasi Rancangan APBD dan APBD-P Kabupaten/Kota

Penetapan KUA APBD Prov. Sumsel

Penerbitan SPD per Triwulan dan Anggaran Kas

DPA SKPD dan DPPA SKPKD

RKA SKPD dan RKA-P SKPKD

Pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah

Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan

Penyusunan Evaluasi Pertanggungjawaban Kabupaten/Kota

Penyusunan Laporan Realisasi Pengeluaran Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan

Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
(Pengesahan Laporan Keuangan DPRD)

Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLUD

Penerimaan BPKB Asli dari Perangkat Daerah

Peminjaman BPKB Asli oleh Perangkat Daerah

Peminjaman Sertipikat Asli oleh Perangkat Daerah

Penerimaan Sertipikat Asli dari Perangkat Daerah

Pengajuan draft Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pengelola Barang,
Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola Barang;
Pengajuan draft Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pengguna Barang
dan Kuasa Pengguna Barang

Pengajuan draft Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pejabat
Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus
Barang Pembantu

Penelaahan usulan RKBMD dan RKPBMD dari Perangkat Daerah




43.
44,

45.

46.

47.

48.

49,

50.

51.
92.
53.
4.
5S.
56.
S57.
S58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

65.
66.

67.
68.
69.

Penetapan RKBMD dan RKPBMD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Pengajuan draft Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengawasan
Pengendalian Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di
Pengguna Barang/OPD

Pengajuan draft Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengawasan
Pengendalian Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang
dilakukan Pemanfaatan

Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan di Pengguna Barang yang dilakukan Pemanfaatan

Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan di Pengguna Barang/OPD

Pengajuan Sertipikasi tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
kepada BPN (Kanwil/Kabupaten/Kota)

Pemberian/penolakan rekomendasi peningkatan sertipikat tanah di
Jakabaring sekitarnya

Pengajuan draft Keputusan Gubernur tentang Pelepasan Hak Milik Rumah
dan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Kerjasama Pemanfaatan

Pemusnahan Barang Milik Daerah

Penjualan Sisa Bongkaran Barang Milik Daerah

Penjualan Kendaraan Dinas

Sewa Barang Milik Daerah

Ruislag/Tukar Menukar/Tukar Guling

Pinjam Pakai

Penyertaan Modal Barang Milik Daerah

Penjualan Peralatan dan Mesin Nilai Taksir diatas 1 Juta

Penjualan Peralatan dan Mesin Nilai Taksir dibawah 1 Juta

Bangun Serah Guna

Bangun Guna Serah/ BOT

Kerjasama Penyediaan Infrastruktur

Hibah Barang Milik Daerah Selain Tanah dan Bangunan dengan Nilai diatas
5 Miliar

Hibah Barang Milik Daerah

Pengalihan Status Penggunaan/Mutasi Barang Milik Daerah Provinsi
Sumatera Selatan

Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera
Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal O Agurtus 2014

KEPALA BADAN PENGELOLA
_KEUANGAN DAN ASET DAERAH
/- PROVINSI SUMATERA SELATAN,

‘PEBNA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 196406211993031004




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN DATA INFORMASI

NOMOR SOP 900/ 02/ 30P / BOKAD-! /267!
TGL PEMBUATAN ol Mouslus 200
TGL REVISI -
TGL EFEKTIF ot Rgustuc 2001
DISAHKAN OLEH KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,
AKHKA \D MUKHLIS, SE., M.Si
s o
tama Muda
196406211993031004
NAMA SOP NYUSUNAN RENJA

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program
Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan

< R

Mengetahui aturan dan regulasi penyusunan Renja

Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan internet

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

SOP Penyusunan Renstra 1. Komputer
2. Internet
3. Alat Tulis
4. Printer
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila Penyusunan Renja terlambat dibuat maka pelaksanaan perencanaan
berikutnya akan tertunda

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN DATA INFORMASI

NOMOR SOP

000/03/50P/ BPRAD -1 /2021

TGL PEMBUATAN ot Pgustus 202 wll B!
TGL REVISI - .
TGL EFEKTIF ol Rguclus 202\
DISAHKAN OLEH KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DANASET DAERAH,
H. AKAMAD MUKHLIS, SE., M.Si
‘Pembira Utama Muda
NIP. 196406211993031004
NAMA SOP PENYUSUNAN RKA

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program
Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan

£ R

Mengetahui aturan dan regulasi penyusunan RKA

Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan internet

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Penyusunan Renstra
2. SOP Penyusunan Renja

1. Komputer
2. Internet
3. Alat Tulis
4, Printer

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila Penyusunan RKA terlambat dibuat maka pelaksanaan penyusunan DPA
akan tertunda

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
= Kepala Kasubbag Ket.
No. Kegiatan Badan Sekretaris e e nkais Staf Kelengkapan Waktu Output
1. [Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan DPPA Agenda 5 menit Disposisi
Kerja
v
2. |Memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk menyusun DPPA Disposisi 5 menit Disposisi
L
v
3. |Melaksanakan kegiatan penyusunan DPPA Disposisi 6 minggu | Konsep DPPA, Disposisi
A
L 4
4. |Mengoreksi konsep DPPA, jika setuju menyerahkan kepada Kaban jika tidak setuju /\ Konsep 1 minggu | Draft DPPA, Disposisi
menyerahkan kepada Kasubag Perencanaan untuk diperbaiki - DPPA
Ya \ / Tidak
A
3
5. [Memeriksa Draft DPPA jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika \ Draft DPPA 1 minggu | Dokumen DPPA, Disposisi
tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki
Tidak
Ya 1
6. |Menyerahkan Dokumen DPPA kepada Kasubbag Perencanaan untuk didokumentasikan Dokumen 10 menit | Disposisi
DPPA
I
7. |Menyerahkan dokumen DPPA kepada staf Perencanaan untuk didokumentasikan Dokumen 10 menit | Disposisi
DPPA
|
v
8. |Mendokumentasikan dokumen DPPA Dokumen 2 jam Dokumen DPPA, Bukti
DPPA dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN DATA INFORMASI

NOMOR SOP P00/ 06 /S0P / BPRAD -1 / 2021
TGL PEMBUATAN ol Pauslus 201\

TGL REVISI -

TGL EFEKTIF o\ Vgutlus 201

DISAHKAN OLEH

FKEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
" DAN'ASET DAERAH,

7 j:
_ 6 MUKHLIS, SE., M.Si

NAMA SOP

PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA (PK)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, dan Lembaga Teknis
Daerah Provinsi Sumatera Selatan

8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program
Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan

& wne

Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan internet
Mengetahui aturan dan regulasi Penyusunan Perjanjian Kinerja

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Penyusunan Renstra
2. SOP Penyusunan Renja
3. SOP Penyusunan RKA

4. SOP Penyusunan DPA

1. Komputer
2. Internet
3. Alat Tulis
4. Printer

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila Penyusunan Penetapan Kinerja terlambat dibuat maka pelaksanaan
kinerja BPKAD akan menemui kendala

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




NOMOR SOP Q60 /09 / S0P /BPKRAD- 1/ 2021
TGL PEMBUATAN Ol RAguslus 20N
| TGLREVISI N
TGL EFEKTIF 0t Rgousius 200
DISAHKAN OLEH | KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
“[/DAN/ASET DAERAH,
< / AN \
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN f‘{ ’ -
ADAN ELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH N\l CHMAR ;
BADAN PENGELO S E LN | H. AKHMAD MUKHLIS, SE., M.Si
\ti\ﬁ?* :ﬁg}m?ﬁ}.ﬁama Muda
So'NIP.196406211993031004
SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET NAMA SOP  Prosedur Penerimaan Pendapatan
DASARHUKUM KUALIFIKASIPELAKSANA:

1. Permendagri No. 13 Tahun 2006

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi,

2. Mengetahuiisi DPA

1. Mengetahui aturan dan regulasi pembuatan SPP UP/GU/TU/LS

3. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan internet

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Komputer
2. Internet
3. Alat Tulis
4. Printer
PERINGATAN: PENCATATANDANPENDATAAN:

Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai prosedur maka akan
mempengaruhi proses selanjutnya

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Bendahara PPK Kepala Bidang Ket
Kel
Kegiatan Rengeltaran SKPD Badan pattén elengkapan Waktu Output

1: Pengguna anggaran menyerahkan SPD kepada bendahara < SPD 5 menit Disposisi

pengeluaran dan PPK SKPD e
2, Berdasarkan SPD dan berkas yang sudah ditandatangani, L—J Berkas SPJ — 15 menit | SPP UP/GU/TU/LS

bendahara menyiapkan SPP-UP/GU/TU/LS beserta dokumen UP/GU/TU/LS

lainnya yang terdiri dari:
- Surat pengantar SPP-UP/GU/TU/LS
- Ringkasan SPP-UP/GU/TU/LS
- Salinan SPD
- Surat Pernyataan pengguna anggaran
- Lampiran lainnya (daftar rincian rencana penggunaan
dana s.d jenis
- Rincian SPP-GU/TU/LS
- Surat pengesahan SPJ atas penggunaan dana bagi SPP-
GU/TU sebelumnya
- surat keterangan penjelasan keperluan TU bagi
pengajuan SPP-TU
- lampiran untuk SPP-LS gaji berupa pembayaran gaji
induk, gaji susulan, kekurangan gaji, gaji terusan dll bagi
pengajuan SPP-LS gaji
- Surat Pertanggungjawaban mutlak
- SPTJB
Bendahara menyerahkan SPP-GU beserta dokumen lain
kepada PPK-OPD.

PPK-OPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU berdasar

SPP UP/GU/TU/LS

3. | SPD dan DPA-SKPD. SPP- UP/GU/TU/LS yang dinyatakan L verifikasi 10 menit | SPM UP/GU/TU/LS
lengkap akan dibuatkan SPM oleh PPK SKPD. SPM kemudian 4
diberikan PPK SKPD kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk "
ditandatangan .
Jika SPP-UP/GU/TU/LS dinyatakan tidak lengkap PPK SKPD
4. akan menerbitkan surat penolakan SPM paling lambat 1 hari Surat penolakan 5 Menit Dokumen Perbaikan
kerja sejak SPP-UP/GU/TU/LS diterima SPM
5! Surat penolakan penerbitan SPM diberikan kepada SPM UP/GU/TU/LS | 10 menit | Disposisi
bendahara agar bendahara melakukan penyempurnaan SPP- yang telah di
UP/GU/TU/LS. Kemudian di serahkan pada PPK SKPD untuk verifikasi
diteliti kembali. Kemudian di tandatangan KPA
Setelah SPM GU masuk di Bidang Perbendaharaan akan di
6. Verifikasi untuk diterbitkan menjadi SP2D. l < { I Dokumen SPP, SPM | 2 jam SP2D

UP/GU/TU/LS




NOMOR SOP 900/ 08 /S0P /BPKAD -1 /202!

TGL PEMBUATAN 0! Agushus 2%
TGL REVISI -
TGL EFEKTIF 0l Rgusius 2021

DISAHKAN OLEH ~~ 'KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
-~ | DAN'ASET DAERAH,

e
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN A
\ & Vi
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH \ké} H Ag{.ﬁﬁ\o MUKHLIS, SE., M.Si
\\é’&m ‘smbina Utama Muda
NIP. 196406211993031004
SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET NAMA SOP Pembuatan SPP UP/GU/TU/LS BPKAD
DASARHUKUM KUALIFIKASIPELAKSANA:
1. Permendagri No. 13 Tahun 2006 1. Mengetahui aturan dan regulasi pembuatan SPP UP/GU/TU/LS
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan | 2. Mengetahui isi DPA
Keuangan Daerah 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan internet

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Komputer
2. Internet
3. Alat Tulis
4. Printer

PERINGATAN: PENCATATANDANPENDATAAN:

Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai prosedur maka akan Disimpan sebagai data elektronik dan manual

mempengaruhi proses selanjutnya




Pelaksana Mutu Baku
Pihak ke 3 Bend Kepala
No. Kegiatan BAPPENDA | BANK :::gmmsn Penerimaan | Badan Kelengkapan Waktu Output ket
SKPD
i Pihak ke tiga menyetor ke bank D__> ' TBP, STS, Nota 1 Hari TBP, STS,
menggunakan STS kredit Nota kredit
Bank membuat nota kredit dan =
2. | menyampaikannya ke akuntansi BUD ‘ I Berkas SPJ - 15 menit SPP
UP/GU/ UP/GU/TU/LS
TU/LS
Fungsi Akuntansi di SKPKD bertugas TBP, STS, Nota TBP, STS, Nota
3. | melakukan identifikasi nota kredit < ¥ Kredit, Dokumen | 10 menit Kredit,
tersebut untuk menentukan setoran Identifikasi Penetapan Dokumen
yang merupakan pendapatan dan atau Nota kredit Penetapan
penerimaan pembiayaan dan
menyampaikannya ke PPK SKPD
Bend. Penerimaan meminta bukti
4, transaksi, pendapatan yang diterima X Bukti penerimaan| 1 Hari Register STS,
langsung dari RKUD yang berupa STS \ Dan penyetoran BKU
dan TBP untuk membukukan paling yang lengkap dan
lambat 1 hari, serta memverifikasi dan sah
membuat laporan fungsional pada
simda.
Bend. Penerimaan menyampaikan \ 4
5. | laporan pertanggung jawaban kepada Register STS, BKU | 10 menit Register STS,
PA melalui PPK SPKD paling lambat l I BKU
tanggal 10 bulan berikutnya. tandatangan
v
BAPPENDA memverifikasi LPJ Administratif L <
6. Bendahara penerimaan, & membukukan l | — Laporan Tgl 10 bin berikutnya Laporan
transaksi pendapatan dan penyetorannya penerimaan dan penerimaan dan
penyetoran penyetoran
Setiap bulan PPK SKPD dan bend
7. | penerimaan melakuka konsulidasi

keakuntansi BUD dan BAPPENDA




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NOMOR SOP

000/10/ S0P/ BPKRAD -1 /2621

TGL PEMBUATAN | : |0t fgusius 20m
TGL REVISI -
TGL EFEKTIF [0V Agudus 2084

DISAHKAN OLEH

7. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN

v ,‘f (‘4"’ , ‘
N5 :H-AKHMAD MUKHLIS, SE., M.Si

=pPembina Utama Muda
NIP. 196406211993031004

NAMA SOP

Surat Masuk di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2017
tentang Pedoman klasifikasi dan Pengelolaan Arsip

2. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Selatan.

1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan SLTA sederajat
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Menguasai Pengoperasian Komputer

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Surat Keluar 1. Agenda Surat Masuk

2. Lembar Disposisi

3. Komputer/Printer/Scanner/ATK
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan kegiatan berikutnya akan
terhambat

1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy

2. dll




Pelaksana Mutu Baku

Kasubbag
Kegiatan Kepala Badan | Sekretaris Peicieanana Staf | Kelengkapan | Waktu Output
Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan Renja Agenda 5 menit Disposisi
Kerja
=
Memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk menyusun Renja Disposisi 5 menit Disposisi
Melaksanakan kegiatan penyusunan Renja ¥ Disposisi 6 minggu | Konsep Renja,
Disposisi
A
Mengoreksi konsep Renja,jika setuju menyerahkan kepada Kaban jika tidak setuju menyerahkan /' Konsep 1 minggu | Draft Renja,
kepada Kasubag Perencanaan untuk diperbaiki \ Renja Disposisi

va | N\ | Tidak

Memeriksa Draft Renja jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak \ Tidak Draft Renja| 1minggu | Dokumen Renja,
setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki

Disposisi
Ya
s
Menyerahkan Dokumen Renja kepada Kasubbag Perencanaan untuk didokumentasikan Dokumen 10 menit | Disposisi
Renja
Menyerahkan dokumen Renja kepada staf Perencanaan untuk didokumentasikan * Dokumen 10 menit | Disposisi
Renja
!_—_i
Mendokumentasikan dokumen Renja

Dokumen | 2jam Dokumen
D Renja Renja, Bukti

dokumentasi




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Kasubbag Ket.
No.
Kegiatan Badan Sekretaris Petoncinann Staf Kelengkapan Waktu Output
1. |[Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan Penetapan Kinerja QD Agenda Kerja 5 menit Disposisi
2. |Memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk menyusun Penetapan Kinerja Disposisi 5 menit Disposisi
L
4
3. |Melaksanakan kegiatan penyusunan Penetapan Kinerja Disposisi 6 minggu Konsep Penetapan
Kinerja, Disposisi
A
v
4. |Mengoreksi konsep Penetapan Kinerja, jika setuju menyerahkan kepada Kaban jika tidak /\ Konsep 1 minggu | Draft Penetapan
setuju menyerahkan kepada Kasubag Perencanaan untuk diperbaiki : Penetapan Kinerja, Disposisi
Ya \/ Tidak Kinerja
A
v
5. |Memeriksa Draft Penetapan Kinerja jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Draft Penetapan| 1 minggu Dokumen Penetapan
Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki Taak Kinerja Kinerja, Disposisi
1da
Ya v
6. [Menyerahkan Dokumen Penetapan Kinerja kepada Kasubbag Perencanaan untuk Dokumen 10 menit Disposisi
didokumentasikan Penetapan
Kinerja
7. |Menyerahkan dokumen Penetapan Kinerja kepada staf Perencanaan untuk v Dokumen 10 menit | Disposisi
didokumentasikan Penetapan
I Kinerja
) 4
8. |Mendokumentasikan dokumen Penetapan Kinerja dan menyerahkan kepada instansi terkait Dokumen 2 jam Dokumen Penetapan
Penetapan Kinerja, Bukti

Kinerja

dokumentasi




Pelaksana Mutu Baku
Ket.
No. Kegiatan Kepala Badan | Sekretaris P::;::::in Staf | Kelengkapan Waktu Output
1. |Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan RKA C;] Agenda 5 menit Disposisi
Kerja
A4 : Sng ; : o
2. |Memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk menyusun RKA Disposisi 5 menit Disposisi
i SO
3. |Melaksanakan kegiatan penyusunan RKA —‘l_ Disposisi 6 minggu | Konsep RKA,
Disposisi
A
Y
4. [Mengoreksi konsep RKA, jika setuju menyerahkan kepada Kaban jika tidak setuju menyerahkan kepada /\ Tidak Konsep 1 minggu | Draft RKA,
Kasubag Perencanaan untuk diperbaiki RKA Disposisi
va | N\
{l
v
5. [Memeriksa Draft RKA jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju Tidhk Draft RKA | 1minggu | Dokumen RKA,
mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki a Disposisi
Ya ; ; of
6. |Menyerahkan Dokumen RKA kepada Kasubbag Perencanaan untuk didokumentasikan ‘ Dokumen | 10 menit | Disposisi
RKA
L
‘ . . 9. (¥
7. |Menyerahkan dokumen RKA kepada staf Perencanaan untuk didokumentasikan Dokumen 10 menit | Disposisi
RKA
L__t
8. [Mendokumentasikan dokumen RKA {j Dokumen | 2jam Dokumen
RKA RKA, Bukti
dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN DATA INFORMASI

NOMOR SOP 900 /61 / $0° /BPKRAD -1/ 2621
TGL PEMBUATAN 0\ Rgustus 200

TGL REVISI - .
TGL EFEKTIF 01 Pqustus 2091

DISAHKAN OLEH

~5;}DAN#§FTDAERAH,

-KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN

Pepbingdtama Muda
“NIP=196406211993031004

NAMA SOP PENYUSUNAN RENSTRA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA : '
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan | 1. Mengetahuitugas dan fungsi penyusun program
Pembangunan Nasional 2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan | 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan internet
Daerah 4. Mengetahui aturan dan regulasi penyusunan Renstra

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, dan Lembaga Teknis
Daerah Provinsi Sumatera Selatan

8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Komputer
2. Internet
3. Alat Tulis
4. Printer

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila Penyusunan Renstra terlambat dibuat maka pelaksanaan perencanaan
berikutnya akan tertunda

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Kasubbag Ket.
No. Kegiatan Bidan Sekretaris Perericatiann Staf Kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan Review Renstra | I Agenda Kerja 5 menit Disposisi
2. Memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk menyusun Review Renstra Disposisi 5 menit Disposisi
[
P
3. Melaksanakan kegiatan penyusunan Review Renstra Disposisi 6 minggu Konsep Review
Renstra, Disposisi
4, Mengoreksi konsep Review Renstra,jika setuju menyerahkan kepada Konsep Review| 1 minggu Draft Review
Kaban jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubag Perencanaan untuk \ - Renstra Renstra, Disposisi
diperbaiki Ya ‘ Tidak
v
5: Memeriksa Draft Review Renstra jika setuju menandatangani dan Draft Review 1 minggu Doktimen Review
menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada Renstra Renstra, Disposisi
Sekretaris untuk diperbaiki Tidak
Ya v ‘ _ .
6. Menyerahkan Dokumen Review Renstra kepada Kasubbag Perencanaan Dokumen 10 menit Disposisi
untuk didokumentasikan Review
Renstra
7 Menyerahkan dokumen Review Renstra kepada staf Perencanaan untuk Dokumen 10 menit Disposisi
didokumentasikan Review
Renstra
8. Mendokumentasikan Dokumen Review Renstra Dokumen 2 jam Bokdiman R
Review Renstra, Bukti
Renstra Dokumentasi




NOMOR SOP 900/04 / SOP / BPRAD -1/ 2021
TGL PEMBUATAN 0\ Pgutlus 202
TGL REVISI -
TGL EFEKTIF o\ Aguslus 2071
DISAHKAN OLEH 'KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
‘ “'DAN‘-ASET DAERAH,
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN -
:'::‘ il
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH _ | H. AKHIfAD MUKHLIS, SE., M.Si
-4 7 ;Rénibirra Utama Muda
“SINIP. 196406211993031004
SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN DATA INFORMASI NAMA SOP PENYUSUNAN DPA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan | 1. Mengetahuitugas dan fungsi penyusun program
Pembangunan Nasional 2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan | 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan internet
Daerah 4. Mengetahui aturan dan regulasi penyusunan DPA

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sumatera Selatan

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Penyusunan Renstra 1. Komputer

2. SOP Penyusunan Renja 2. Internet

3. SOP Penyusunan RKA 3. Alat Tulis
4. Printer

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila Penyusunan DPA terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan akan
tertunda

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kepala Kasubbag Ket.
giata Badan Sekretaris e ahEanaah Staf Kelengkapan Waktu Output
1. |Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan DPA [E Agenda 5 menit Disposisi
s Kerja
v
2. |Memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk menyusun DPA Disposisi 5 menit Disposisl
1
v
3. |Melaksanakan kegiatan penyusunan DPA Disposisi 6 minggu | Konsep DPA, Disposisi
v
4. |Mengoreksi konsep DPA, jika setuju menyerahkan kepada Kaban jika tidak setuju /\ Konsep DPA | 1 minggu | Draft DPA, Disposisi
menyerahkan kepada Kasubag Perencanaan untuk diperbaiki lva \/ Tidak
5. |Memeriksa Draft DPA jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika Draft DPA 1 minggu | Dokumen DPA, Disposisi
tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki Tidak
Ya v
6. |Menyerahkan Dokumen DPA kepada Kasubbag Perencanaan untuk didokumentasikan Dokumen 10 menit | Disposisi
I DPA
-
7. |Menyerahkan dokumen DPA kepada staf Perencanaan untuk didokumentasikan Dokumen 10 menit | Disposisi
—_ DPA
8. |Mendokumentasikan dokumen DPA @ Dokumen 2 jam Dokumen DPA, Bukti
DPA dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN DATA INFORMASI

NOMOR SOP 900 /05 /50p/ BPRAD -1/ 202!
TGL PEMBUATAN O\ Pqutlus 201

TGL REVISI -

TGL EFEKTIF O\ Rguslus 2011

DISAHKAN OLEH

| KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
~| DAN'ASET DAERAH,

-\

,,»1 NUAY

|\

H. AKHMAD MUKHLIS, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
“NIP. 196406211993031004

NAMA SOP

PENYUSUNAN DPPA

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan | 1. Mengetahuitugas dan fungsi penyusun program
Pembangunan Nasional 2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan | 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan internet
Daerah 4. Mengetahui aturan dan regulasi penyusunan DPA
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Sumatera Selatan
8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sumatera Selatan
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Penyusunan Renstra 1. Komputer
2. SOP Penyusunan Renja 2. Internet
3. SOP Penyusunan RKA 3. Alat Tulis
4. SOP Penyusunan DPA 4. Printer
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila Penyusunan DPPA terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan yang
mengalami perubahan akan tertunda

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




NOMOR SOP 900 /07 /56P/ BYKAD~ | /2021
TGL PEMBUATAN Ol Dgushus 2091
TGL REVISI 3
TGL EFEKTIF 0\ Rguslus 107
DISAHKAN OLEH ~|'KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
-~"DAN-ASET DAERAH,
NEN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN DATA INFORMASI NAMA SOP DATA DAN INFORMASI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sumatera Selatan

1. Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program
2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan

3.  Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan internet

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Penyusunan Renstra
2. SOP Penyusunan Renja
3. SOP Penyusunan RKA

4. SOP Penyusunan DPA

1. Komputer
2. Internet
3. Alat Tulis
4. Printer

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila aplikasi keuangan dan BMD terlambat diupdate maka proses entry akan
terlambat dan pelaksanaan penyusunan RKA dan DPA terkendala

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
e Kepala Kasubbag Ket.
No.
Kegiatan Badan Sekretaris Peleniansan Staf Kelengkapan Waktu Output
1. |Menugaskan Sekretaris untuk memproses update aplikasi keuangan dan aplikasi BMD @ Disposisi 5 menit Disposisi
2. |Memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk update aplikasi keuangan dan aplikasi BMD Disposisi 5 menit Disposisi
|
v
3. |Melaksanakan kegiatan update aplikasi keuangan dan aplikasi BMD Disposisi 10 menit Konsep surat untuk
update aplikasi
A
v
4. |Mengoreksi konsep surat untuk mengupdate aplikasi, jika setuju menyerahkan kepada ///\\\\ Konsep surat 10 menit Draft surat untuk
Kaban jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubag Perencanaan untuk diperbaiki - untuk update update aplikasi
Ya \\\v/// Tidak aplikasi
A
v
5. |Memeriksa surat update aplikasi keuangan dan BMD jika setuju menandatangani dan Tidak Draft surat 10 menit | surat untuk update
menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk untuk update aplikasi
diperbaiki aplikas
Ya
6. |Mengupdate aplikasi keuangan dan BMD kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Al Draft surat 3 hari Aplikasi Keuangan
Provinsi Sumatera Selatan untuk update dan BMD terupdate
aplikasi,
Softcopy aplikasi
7. |Melaksanakan monitoring aplikasi keuangan dan BMD yang telah diupdate pada OPD di y Aplikasi 1 Minggu | Aplikasi Keuangan
lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Keuangan dan dan BMD
j BMD terupdate
h 4
8. |Melakukan pemeliharaan aplikasi keuangan dan BMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Aplikasi Sampai Aplikasi Keuangan
Sumatera Selatan l I Keuangan dan dengan dan BMD terupdate
BMD ada
update
data

terbaru




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NOMOR SOP

‘| ooo /12 /3007 BPKRD -1/ 2020

TGL PEMBUATAN [ ot Pousius 2094
TGL REVISI |-
TGL EFEKTIF ol Pguslus 208

DISAHKAN OLEH

~ "KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN'ASET DAERAH,

o i

A/
A/
N7 75— HAKHMAD MUKHLIS, SE., M.Si

= pambina Utama Muda

NIP. 196406211993031004

NAMA SOP

Penetapan Kenaikan Gaji Berkala ASN di Lingkungan Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
Sipil

1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan SLTA sederajat
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Menguasai Pengoperasian Komputer

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Kenaikan Pangkat

1. Buku Peraturan tentang Kepegawaian

2. Komputer/Printer/ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terhambatnya
kenaikan gaji berkala yang bersangkutan

1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy

2. dll




SOP Penetapan Kenaikan Gaji Berkala ASN di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KET
KABAN SEKRETARIS KASUBBAG Pelaksana PNS Ybs Kelengkapan Waktu Qutput
Surat Masuk Usulan
Pelaksana Subbagian Umum dan Kepegawaian Menerima berkas \ Kenaikan Gaji
1 |usulan kenaikan gaji berkala dari ASN di lingkungan BPKAD 4; Berkala, Lembar 5 Menit Lembar Disposisi -
Provinsi Sumatera Selatan Disposisi, PP No.15
/2019
2 |Kepala Badan mendisposisikan ke Sekretaris untuk ditindaklanjuti | II Lembar Disposisi 10 Menit Lembar Disposisi -
Sekretaris mendisposisi kepada Kasubbag Umum dan
3 |Kepegawaian untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan yang Lembar Disposisi 5 Menit Lembar Disposisi -
berlaku
Tidak Lembar Disposisi, =
Y : Lembar Disposisi, SK
Kasubbag meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas dan % SK Pangkat Pt T:rakhir
4 |mendisposisi kepada pelaksana untuk diproses sesuai dengan -~ Terakhir, Kenaikan 10 Menit Kenaikan Gaji Berk;Ia -
Peraturan yang berlaku Gaji Berkala en:;rakhir P2KP
Ya Terakhir, P2KP X
Pelaksana mengetik surat kenaikan gaji berkala sesuai ketentuan Draft Surat BT Surat keulian
5 |yang berlaku selanjutnya dinaikkan ke Kasubbag untuk diparaf Kenaikan Gaji 10 Menit Gail Berkala -
tanda telah diperiksa dan sesuai dengan ketentuan ] Berkala \
—_——
5 . 5 t Kenaikan Gaji <
Kasubbag memberi paraf tanda berkas telah diperiksa dan telah St Surat Kenaikan Gaji
s $ Gy X Berkala yang sudah
6 |sesuai dengan ketentuan dan selanjutnya dinaikkan ke Sekretaris L el dan S Menit Berkala yang sudah -
untuk diparaf A iparaf
P Sbeiia diparaf Kasubbag
X o o= - = ) re Surat Kenaikan Gaji
Sekretaris meneliti kelengkapan administrasi dan memberi paraf "\ Tidak Surat Kenaikan Gaji Berkaliveng su da:‘
7 |tanda telah diperiksa sesuai dengan Peraturan yang berlaku Berkala yg sdh 5 Menit dibaraf kasubbai dan #
selanjutnya dinaikkan ke Kepala Badan untuk ditanda tangani diparaf Kasubbag o &
Ya Sekretaris
Surat Kenaikan Gaji Surat Penetapan
a i Berkala yang sudah Kenaikan Gaji Berkala
8 |Kepala B P 5 i -
pala Badan menandatangani Surat Penetapan Gaji Berkala divarst Knsbbag Menit PNS yang telah ditanda
dan Sekretaris tangani Kepala Badan
| IL Surat Penetapan
Kefiaan Gajl Surat Penetapan
Pelaksana memberi Nomor, mencatat dan mengarsipkan berkas Berkala PNS yang Kensikan Galf Bzrkala
9 [serta mendistribusikan Surat Penetapan Gaji Berkala kepada yang telah ditanda 10 Menit s >
PNS yang telah diberi
pesangluta ténigani Kepsia Nomor dan Tanggal
Badan dan Buku BE;
Agenda
@ Surat Penetapan Tanda Terima Surat
10|Pegawai menerima surat penetapan Gaji Berkala Kenaikan Gaji 5 Menit Penetapan di Buku -
Berkala PNS Ekspedisi




NOMOR SOP © | 900/ 1% /30P / BOKAD -1 /2021

TGL PEMBUATAN . | ot Aguvus 202

TGL REVISI A "

TGL EFEKTIF | ot pouslus 2030

DISAHKAN OLEH : /. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
=~~ DAN ASET DAERAH,

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH a Utama Muda

NIP. 196406211993031004

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN NAMA SOP : | SOP Surat Pengantar Usul Kenaikan Pangkat ASN di Lingkungan Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 | 1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan SLTA sederajat
tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun
2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002

4. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002

3. Menguasai Pengoperasian Komputer.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk 1. Buku Peraturan tentang Kepegawaian
2. SOP Surat Keluar 2. Komputer/Printer/ATK

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terhambatnya kenaikan | 1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy
Pangkat ASN yang bersangkutan 2. dll




SOP Surat Masuk di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KET
KABAN SEKRETARIS KASUBBAG Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
1 Pelaksana Subbagian Umum dan Kepegawaian Menerima Surat D Surat Masuk, P Surat masuk dengan
Masuk Lembar Disposisi Sienit lembar disposisi h
Kepala Badan Menelaah isi surat untuk selanjutnya memberikan Surat masuk
2 |disposisi disesuaikan dengan tupoksi dari sekretaris dan bidang dengan lembar 10 Menit Strgemasuk Selah <

disposisi

didisposisi Kepala Badan

Sekretaris Menerima dan mempelajari surat masuk yang sudah
didisposisi, Selaniutnya memerintahkan Kasubbag Umum dan

Surat masuk telah

3 ; P 5 2 ; didi £ox | - Surat masuk telah
Kepegawaian untuk Mendistribusikan kepada bidang melalui idisposisi Kepala A0 eI i et e AR -
Pelaksana Badan

A5 i oo Surat k telah

4 Menerima dan meneliti surat masuk yang sudah didisposisi yang d:'c:?s :;:?Keeaala S Menilt Surat masuk telah .
selanjutnya memerintahkan Pelaksana untuk mendistribusikannya pBa dan .y didisposisi Kepala Badan
Menerima surat masuk yang sudah didisposisi serta mencatat Surat masuk telah

s o X o <1 0k . Surat masuk telah
5 |hasil disposisi dan meneruskan surat masuk sesuai disposisi/ didisposisi Kepala 5 Menit didisposisi Kapala:Badan E
menggandakan yang selanjutnya didistribusikan ke bidang Badan SPOsiBURCP
; Surat masuk telah
i i bb dat buku
6 BEeHing s Svhat sk idaugy AR mEnandoteEnE. didisposisi Kepala 5 Menit Surat terdistribusi -

agenda sebagai tanda terima

Badan




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NOMOR SOP “|900/11 7/ 50P /BPKRD -1 [ 202\
TGL PEMBUATAN [ ot muslus 2094
TGL REVISI -
TGL EFEKTIF :| 6t Agurius 2021
DISAHKAN OLEH -+ 'KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
.y =" DANASET DAERAH,
;.tEeﬁzbma Utama Muda
NIP. 196406211993031004
NAMA SOP Surat Keluar di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2017
tentang Pedoman klasifikasi dan Pengelolaan Arsip

2. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Selatan.

1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan SLTA sederajat

2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Menguasai Pengoperasian Komputer

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Surat Masuk

1. Agenda Surat Keluar
2. Lembar Disposisi
3. Komputer/Printer/Scanner/ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan kegiatan berikutnya akan
terhambat

1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy
2. dll




SOP Surat Keluar di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN SEKRETARIS/ KASUBBAG/ KET
KABAN
KABID KASUBBID Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
1 Pembuatan Draft surat sesuai dengan perihalnya berdasarkan konsep surat dari D Komputer, printer )
Kasubbag/ Kasubbid dari masing-masing bidang dan ATK 30 Menit Draft surat i
A
- . ; . ; g g Draft surat yang telah di
2 |Koreksi draft surat dilakukan oleh Kasubbag/ Kasubbid masing-masing bidang Draft surat 10 Menit A
Y paraf kasubbag
Sekretaris/ Kepala Bidang Draft surat dikonsulkan untuk mendapat persetujuan /\ Tidak Draft surat yang Draft surat yang telah di
3 |apabila “ ya” dilakukan paraf, bila ‘tidak” perlu koreksi dikembalikan ke telah di paraf 5 Menit paraf kasubbag dan -
Kasubbag/ Kasubbid bidang bersangkutan Ya \/ kasubbag Sekretaris/ Kabid
v Draft surat yang
4 |Penandatangan surat oleh Kepala Badan telahdi paraf S Menit Surat Keluar yang telah -
I kasubbag dan ditanda tangani Kaban
Sekretaris/ Kabid
Pencatatan di buku Agenda surat keluar sekaligus pemberian nomor dan Surat Keluaryang
5 o telah ditanda 5 Menit Surat Keluar -
pengarsipan;
tangani Kaban
6 |Distribusi surat Sdtat Keluny

bertandatangan

Tanda Terima




SOP Surat Pengantar Usul Kenaikan Pangkat ASN di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU s
KABAN SEKRETARIS KASUBBAG Pelaksana BKD Kelengkapan Waktu Output
Pelaksana Subbagian Umum dan
1 Kepegawaian Menerima berkas dari ASN D Nioks DI Surat BRI e )
di lingkungan BPKAD Provinsi Sumatera A st e OLeiInas
Selatan
v
2 Kepala B_adan menfix.sposxsxl(gn .ke Lembar Disposisi 10 Menit Lembar Disposisi -
Sekretaris untuk ditindaklanjuti |
Sekretaris mendisposisikan kepada
3 |Kasubbag untuk meneliti kelengkapan Lembar Disposisi 10 Menit Lembar Disposisi -
berkas dan mengonsep surat pengantar L
Kasubbag meneliti kelengkapan berkas Karpeg,P2KPSK Karpeg,P2KPSK
, |usul kenaikan pangkat dan apabila telah Tidak CPNS,SK Terakhir, SK| CPNS,SK Terakhir, SK |
bersesuaian memerintahkan pelaksana Jabatan Terakhir, Jabatan Terakhir,
membuat surat pengantar Ya ljazah terakhir ljazah terakhir
——
2 Draft Surat
1 raft Sura
5 Pelaksana membuat/ mengetik Surat I Pengantar dan 30 Menit Dra:ta:tg::k:rbgaur:tar )
Pengantar, dan Scan berkas Pdf Berkas Usul Kenaikan o X g
Kenaikan Pangkat
Pangkat
y
6 Kasubbag memaraf Draft Surat Surat Pengantar yang 10 Menit Surat Pengantar yang )
Pengantar telah diperiksa telah diparaf kasubbag
Sekretaris memaraf Draft Surat Surat Pengz‘?ntar yang ) Surat lf‘engantar yang
7 Pesigsnitar telah diparaf 10 Menit telah diparaf Kasubbag %
g kasubbag dan Sekretaris
; Surat P
Kepala Badan menandatangani Surat ura:eI:;gdain::; fy Ane Surat Pengantar yang
8 |Pengantar Usul Kenaikan Pangkat ASN Kasubh P d 10 Menit telah ditandatangani -
BPKAD Provinsi Sumatera Selatan i g Kepala Badan
Sekretaris
X B a t
Pelaksana memberi Nomor dan Tanggal PL::‘U ::g:da f;; Surat Pengantar yang
9 |Surat, kemudian mencatat di buku ditg W t:: : 10 Menit telah dinomori dan -
expedisi dan mengantar ke BKD Provinsi andatangani Tanggal surat
Kepala Badan
BKD Provinsi menindaklanjuti Usul Surat Pengantar dan e TaAkER T
10 |[Kenaikan Pangkat ASN Perangkat Daerah Dokumen 10 Menit e : Eskpedis] -
sesuai dengan ketentuan Kelengkapan UKP urat di Buku Eskpedis




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NOMOR SOP 1| 000/ 14/S0P 7 BPkRD- 1/ 200

TGL PEMBUATAN | : | ot Rgustus 209
TGL REVISI L=
TGL EFEKTIF ;[ ot Agqusius 2081

DISAHKAN OLEH KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN

DAN ASET DAERAH,
?! &

h;k \,a%_:._....d. —-—k_v,.;' - J ;v

\ 4;,,\

_H. AKHMAD MUKHLIS, SE., M.Si
E'.embma Utama Muda
“NIP. 196406211993031004

NG
3’

.d‘)

NAMA SOP Surat Pengantar Usul Cuti di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil

2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

1. Memiliki Kualifikasi Pendidikan minimal SLTA sederajat
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Menguasai Pengoperasian Komputer.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Keluar
2. SOP Kenaikan Pangkat

1. Buku Peraturan tentang Kepegawaian
2. Komputer/Printer/Kertas

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan terhambat usulan
Cuti Aparatur Sipil Negara.

1. Di simpan sebagai data elektronik dan manual.
2. dll




SOP Surat Pengantar Usul Cuti di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Dokumen Kelengkapan

10 Menit

Ekspedisi

PELAKSANA MUTU BAKU
KEGIATAN KET
NO KABAN SEKRETARIS KASUBBAG Pelaksana BKD Kelengkapan Waktu Output
Pelaksana Subbagian Umum dan Kepegawaian Menerima berkas cuti tahunan khusus
esselon IIl dan II, cuti sakit (lebih dari 14 hari), cuti besar dan cuti diluar tanggunggan ) ) . )
4 negara dari ASN di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nota Dinas 10 Menit Nota Dinas
Sumatera Selatan A
e Berkas Cuti ASN dan
2 |Kepala Badan mendisposisikan ke Sekretaris untuk ditindaklanjuti [:...ﬁ Lembar Disposisi 5 Menit s
Sekretaris mendisposisikan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk ﬂ_ = ] T
" Lembar Disposisi 10 Menit Lembar Disposisi -
3 |ditindaklanjuti v| P P
3 o Tidak
Kasubbag memeriksa kelengkapan berkas dan mendisposisi kepada pelaksana untuk P Kelengkapan Dokumen S0t Kelengkapan Dokumen : .
;. diproses : SKP/DP3, SK Terakhir SKP/DP3, SK Terakhir
Ya Draft Surat Pengantar Draft Surat Pengantar dan
’ pegems : i iarat o U :
5 |Pelaksana mengetik surat pengantar dan dinaikkan ke Kasubbag untuk dipar: A Bkt CLl ASR 10 Menit Batties i Aoh
N n
6 Kasubbag memberi paraf tanda telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan peraturan dan ::::::::{sia:;:rv:an,; 10 Menit Surat Pengantar yang telah X
dinaikkan ke Kabag untuk diparaf telah diperiisa diparaf oleh Kasubag
¥ Surat Pengantar can Surat Pengantar yang telah
Sekretaris memberi paraf tanda telah diperiksa dan sesuai dengan peraturan selanjutnya Berkas Cuti ASN yang ) z 8 yang
7 b 3 : e 10 Menit diparaf Kasubag dan -
dinaikkan ke Kepala Badan untuk ditandatangani telah diperiksa ,
T Kasubag Sekrataris
* Surat Pengantar yang Surat Pengantar yang telah
8 |Kepala Badan menandatangani Usul Surat Pengantar Ke BKD telah diparaf Kasubag | 10 Menit | ditandatangani oleh Kepala | -
dan Sekretaris Badan
Buku Agenda , Surat
A 7 A oo Pengantar yang telah Surat Pengantar yang telah
k d
9 Pelakggnakm;r?(lgl;rlz;::; dan Tongeal Surat, kemudian meneatat di huk expediat dan ditandatangani Kepala | 10 Menit | diberi nomor dan tanggal
mengirim xe Badan dan Berkas Cuti surat
ASN
; 3 t i i
10 |BKD Provinsi menindaklanjuti Usul Cuti ASN Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Surat Pengantardan Tanda; Terima Surat di Buku




NOMOR SOP  |gon /15735007 BIKAD -1 /2021

TGL PEMBUATAN | : [ 01 Pquttus 2

TGL REVISI -

TGL EFEKTIF - ot Rgustus W71/ 5.

DISAHKAN OLEH | : 777 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN

/%7 DAN ASET DAERAH,
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN 52 HSAKHMAD MUKHLIS, SE., M.Si
~Pembina Utama Muda
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH NIP. 196406211993031004 :
NAMA SOP : | Surat Pengantar Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian
Dengan Hormat dengan Hak Pensiun PNS di Lingkungan Badan Pengelola
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor § Tahun 2014 tentang | 1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan SLTA sederajat
Aparatur Sipil Negara; 2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor
17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002

4. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP

3. Menguasai Pengoperasian Komputer.

Nomor 12 Tahun 2002
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Surat Masuk 1. Buku Peraturan tentang Kepegawaian
2. SOP Surat Keluar 2. Komputer/Printer/ATK
3. SOP Kenaikan Pangkat
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terhambatnya Usul 1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy
Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun ASN yang 2. dll

bersiqgkutan




SOP Surat Pengantar Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat dengan Hak Pensiun PNS di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Selatan

NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KET
KABAN SEKRETARIS KASUBBAG Pelaksana BKD Kelengkapan Waktu Output
Pelaksana Subbagian Umum dan
Kepegawaian Menerima berkas dari ASN J\?
1 |di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Nota Dinas, Surat 10 Menit Nota Dinas -
dan Aset Daerah Provinsi Sumatera
Selatan
Kepala Badan mendisposisikan ke Y E s . T
2 Sekretaris untuk ditindaklanjuti Lembar Disposisi 10 Menit Lembar Disposisi
—ﬂ
Sekretaris mendisposisikan kepada
3 |Kasubbag untuk meneliti kelengkapan Lembar Disposisi 10 Menit Lembar Disposisi -
berkas dan mengonsep surat pengantar
Kasubbag meneliti kelengkapan berkas Tidak Karpeg,P2KPSK Karpeg,P2KPSK
4 dan apabila telah bersesuaian P CPNS,SK Terakhir, SK 30'Menit CPNS,SK Terakhir, SK i
memerintahkan pelaksana untuk Jabatan Terakhir, € Jabatan Terakhir,
mengetik/membuat surat pengantar Ya ljazah terakhir ljazah terakhir
Pelaksana membuat/ mengetik Surat Draft Surat
5 i -
Pengantar, dan Scan berkas Pdf Pengantar 30 Menit Draft Surat Pengantar
n 4
6 Kasubbag meneliti dan memberi paraf Surat Pengantar yang 10 Menit Surat Pengantar yang .
Surat Pengantar telah diperiksa telah diparaf Kasubbag
Sekretaris memaraf Draft Surat v
P Surat Pengantar yang Surat Pengantar yang
engantar ; :
7 telah diparaf 10 Menit telah diparaf Kasubbag -
Kasubbag dan Sekretaris
Y P t
Kepala Badan menandatangani Surat Sura: I::gda'na:fyang Surat Pengantar yang
8 |Pengantar Usul Pensiun ASN Perangkat S e 10 Menit telah ditandatangani -
Kasubag dan
Daerah : Kepala Badan
Sekretaris
. Surat Pengantar
Pelaksana memberi Nomor dan Tanggal Surat Pengantar yang te:;r: diber? Nomota:agn
9 |Surat, kemudian mencatat di buku telah ditandatangani 10 Menit 2 =
fd e tanggal di Buku
expedisi dan mengantar ke BKD Provinsi Kepala Badan
l Agenda
BKD Provinsi : T
iy A U menmdaklanjlu i Surat Pengantar dan Tanda Terima Surat
10 Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Dok 10 Menit S — )
Pensiun ASN Perangkat Daerah sesuai | okumen e & g:: " disi 3
dengan ketentuan Kelengkapan UKP spedisi




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NOMOR SOP

* | 900/1 7 S0P/ BPKRAD -~V / 2021

TGL PEMBUATAN ol Aqusiuy 2091 )
TGL REVISI - o
TGL EFEKTIF ot Rqustus 2021

DISAHKAN OLEH

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
/" DANASET DAERAH,

“._ H. AKHMAD MUKHLIS, SE., M.Si
N4 5 =Pempina’Utama Muda
SUNIP-196406211993031004

W H. AKHM

NAMA SOP

Surat Pengantar Usul Penghargaan Satya Lancana Karya Satya PNS di
Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera
Selatan

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2010 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda
Kehormatan Satyalancana Karya Satya

1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan SLTA sederajat
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Menguasai Pengoperasian Komputer.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Kenaikan Pangkat

1. Buku Peraturan tentang Kepegawaian

2. Komputer/Printer/ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terhambatnya PNS
mendapatkan Penghargaan SLKS yang bersangkutan

1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy

2. dll




SOP Surat Pengantar Usul Penghargaan Satya Lancana Karya Satya PNS di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KET
KABAN SEKRETARIS | KASUBBAG Pelaksana BKD Kelengkapan Waktu Output
Pelaksana SUbbagian Umum dan
Kepegawaian Menerima berkas dari ASN di . :
1 Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan D Nota Dinas, Surat 10 Menit Nota Dinas
Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan A
Kepala Badan mendisposisikan ke Sekretaris \ 4 y B : g
2 S s Lemb i -
untuk ditindaklanjuti 1 Lembar Disposisi 10 Menit embar Disposisi
Sekretaris mendisposisikan kepada
3 |Kasubbag untuk meneliti kelengkapan Lembar Disposisi 10 Menit Lembar Disposisi -
berkas dan mengonsep surat pengantar 1
Kasubbag meneliti kelengkapan berkas usul Tidak Karpeg,P2KPSK CPNS,SK Karpeg,P2KPSK CPNS,SK
4 |penghargaan satyalancana karya satya dan LE Terakhir, SK Jabatan 30 Menit Terakhir, SK Jabatan ~
mengonsep surat pengantar * Terakhir, ljazah terakhir Terakhir, ljazah terakhir
a
Kasubbag memerintahkan Pelaksana untuk
5 |membuat surat pengantar usul penghargaan Lembar Disposisi 30 Menit Lembar Disposisi -
satyalancana karya satya ke BKD Provinsi
Pelaksana membuat/ mengetik Surat \
6 |Pengantar, dan Scan berkas Pdf, dan Draft Surat Pengantar 30 Menit Draft Surat Pengantar A
merekam ke Flashdisk
. Surat Pengantar yang 5 Surat Pengantar yang
7 P; -
Kasubbag memberi Paraf Surat Pengantar I_ telah diperiksa A0:Met telah diparaf Kasubag
Surat P v Surat Pengantar yang
8 |Sekretaris memberi Paraf Surat Pengantar e .engan aryane 10 Menit telah diparaf Kasubag -
telah diparaf Kasubag
dan Sekretaris
Kepala Badan menandatangani Surat \ 4 Surat Pengantar yang Surat Pengantar yang
9 |Pengantar Usul Penghargaan Satyalancana telah diparaf Kasubag 10 Menit ditandatangani Kepala -
Karya Satya ASN Perangkat Daerah dan Sekretaris Badan
Pelaksana memberi Nomor dan Tanggal | ' ;:;::’::ngant?gagi Surat Pengantar yang
10 [Surat, kemudian mencatat di buku expedisi | Bad ar(\iganB kp 10 Menit telah diberi Nomor dan
dan mengantar ke BKD Provinsi agan an. pRe Tanggal
Ekspedisi
BKD Provinsi menindaklanjuti Usul Surat Pengantar yang Tanda Terima Surat
11 [Penghargaan Satyalancana Karya Satya ASN telah diberi Nomor dan 10 Menit Pengantar di Buku -
Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Tanggal Ekspedisi




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

| NOMOR SOP :|Qe0 /17 /309 / BPRAD ~1 /2041

TGL PEMBUATAN ;| 0t Rgusius 908
TGL REVISI il - :
TGL EFEKTIF ;| ot Pqustus 2031 -

DISAHKAN OLEH : /-~ KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
%/ DAN ASET DAERAH,

—— ; j‘{\,-”‘:":_ 4
-H: AKHMAD MUKHLIS, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196406211993031004

NAMA SOP : | SOP Penatausahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Selatan.

1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan SLTA sederajat
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Menguasai Pengoperasian Komputer

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Pembelian/Pengadaan atau Pembangunan Aset Tetap
Berwujud

1. Lembar Disposisi
2. Komputer/Printer/ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka barang milik daerah
tidak tertata dengan baik

1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy
2. dll




SOP Penatausahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU NEr
KABAN SEKRETARIS KASUBBAG Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
Menugaskan Sekretaris untuk Melaksanakan Penatausahaan
1 |Barang Milik Daerah yang Digunakan Dalam Rangka ‘ ; Disposisi 5 Menit Disposisi -
Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi
Menugaskan Kasubbag Umum untuk Melaksanakan h 4
2 [Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Digunakan Dalam Disposisi 5 Menit Disposisi -
Rangka Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi
v
Menugaskan Pelaksana untuk melakukan pengecekan rutin e B 5 4 :
3 terhadap barang milik daerah Disposisi 30 menit Data inventaris barang
5 . o i tor, Dat b an
Mendata ulang dan membuat daftar inventaris semua barang milik s kAol i s.emua Sy e
4 daerah yang ada di setiap Bidang di BPKAD Data semua barang 2 bulan ada di BPKAD dan daftar -
yang ada di BPKAD inventaris barang
2 ; : = b £ - Barang milik daerah
5 Memberi Stiker sesuai no register pada barang milik daerah yang Daftar inventaris 2 Mingeu angtalih dikedistiker s
ada di BPKAD barang e | :
sesuai nomor register




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NOMOR SOP

900/ 18/ S0P/ BPKRAD -1/ 202\

TGL PEMBUATAN ;| ol Pgustus 20¢4
TGL REVISI -
TGL EFEKTIF o! Rgustus 2012t

DISAHKAN OLEH

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,

‘/‘4;""‘::/;,;
>~H..AKHMAD MUKHLIS, SE., M.Si
= Pembina Utama Muda
NIP. 196406211993031004

NAMA SOP

SOP Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Selatan.

1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan SLTA sederajat
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Menguasai Pengoperasian Komputer

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Lembar Disposisi
2. Komputer/Printer/ATK
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka barang milik daerah
tidak terpelihara dengan baik

1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy

2. dll




SOP Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KET
KABAN SEKRETARIS KASUBBAG Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
Menugaskan Sekretaris untuk Melaksanakan Pemeliharaan
1 |Barang Milik Daerah yang Digunakan Dalam Rangka ‘ i Disposisi 5 Menit Disposisi -
Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi
Menugaskan Kasubbag Umum untuk Melaksanakan Pemeliharaan ¥
2 |Barang Milik Daerah yang Digunakan Dalam Rangka Disposisi 5 Menit Disposisi =
Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi
M kan Pelak k melakuk ki i Y
enugaskan Pelaksana untuk me an pengecekan rutin bl e ; e -
3 terhadap barang milik daerah Disposisi 5 Menit Disposisi
Daftar barang milik
4 Menyerahkan daftar barang milik daerah yang membutuhkan I Disbosisi 13am daerah yang _
pemeliharaan kepada kasubbag 2 membutuhkan
pemeliharaan
Daftar b ilik Daftar b ilik
Memanggil penyedia jasa pemeliharaan atau perbaikan barang 4 @ daarer:rr‘an:nml I : daarer:;anagnml I
5 |milik daerah dan menugaskan Pelaksana untuk mengawasi A 10 Menit e -
: membutuhkan membutuhkan
pelaksanaan pemeliharaan y -
pemeliharaan pemeliharaan
Daftar barang milik
6 Mengawasi Penyedia jasa melakukan perawatan untuk barang daerah yang 12 Bulan Barang milik Daerah =
milik daerah yang membutuhkan pemeliharaan membutuhkan terpelihara dengan baik
pemeliharaan




NOMOR SOP ‘9007 10/ 0P / BPkRD-1 / 2021

TGL PEMBUATAN ;| 0\ Rqusius 202\
TGL REVISI A==
TGL EFEKTIF 1] o\ Bqustus 2021

"KEPALABADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,

DISAHKAN OLEH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

N\ g

7 H. AKHMAD MUKHLIS, SE., M.Si

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH ~“Pembina Utama Muda
NIP. 196406211993031004
NAMA SOP :| SOP Pembelian/Pengadaan atau Pembangunan Aset Tetap Berwujud di
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera
Selatan
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan | 1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan S1 sederajat
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang | 2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3. Menguasai Pengoperasian Komputer
2. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018

tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Selatan.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Lembar Disposisi
2. Komputer/Printer/ATK

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan 1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy
pekerjaan yang memerlukan aset tetap berwujud akan 2. dll

tertunda




SOP Pembelian/Pengadaan atau Pembangunan Aset Tetap Berwujud di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

siap digunakan

PELAKSANA MUTU BAKU
N KEGIATAN KET
= i KABAN SEKRETARIS KASUBBAG Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
Menugaskan Kasubbag Umum untuk Melaksanakan
1 Pembelian /Pfengadaan atau Pembangunan Aset Tetap Berwujud ‘ > Disposisi 5 Menit Disposisi K
yang Akan Digunakan Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas
Pokok dan Fungsi
Melaksanakan Pembelian/Pengadaan atau Pembangunan Aset y
2 |Tetap Berwujud yang Akan Digunakan Dalam Rangka Disposisi 12 Bulan Disposisi =
Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi
i i i Aset Tetap Berwujud
3 |Meregister Aset Tetap Berwujud yang akan digunakan dalam (j Disposisi e set Tetap j :




NOMOR SOP 11 900/20/800 7 BRKAD -1 /2021
TGL PEMBUATAN 1| 0V Rouslus 202
TGL REVISI - :
TGL EFEKTIF [ ot Aguitus 201 2
DISAHKAN OLEH : KEPALA ABAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH,
' ‘{3”“’:‘" H, AKHN(AQ MUKHLIS, SE,.M.Si
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN \2\4»\, Pembina U'eama Muda
W 25 NP 196406211993031004
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH NAMA SOP | PENYUSUNAN PERDA DAN@ERGUB APBD DAN APBD-P PROV. SUMSEL
PROVINSI SUMATERA SELATAN
BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 259 tentang Pembentukan | 1. Pendidikan : D3, S1 dan S2
Daerah TK | Sumsel. 2. Pelatihan : KKD, Pelatihan Tekhnis Penganggaran, Akuntansi, SIMDA dan SIPD
(Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan | 3. Keahlian : Menguasai Aplikasi SIMDA dan SIPD
Lembaran Negara Nomor 1814). 4. Keterampilan : Mampu Mengoperasikan Komputer

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah.

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penyusunan Rencana Kerja, SOP Penyusunan APBD Dokumen KUA, PPAS dan KUA-P PPAS-P, Surat Edaran Gubernur
2. SOP Penyusunan Rencana Kerja, SOP Penyusunan APBD

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tahapan proses ini tidak dilakukan, maka Penyusunan Aplikasi SIPD/SIMDA
PERDA APBD tidak terlaksana.




NO

KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU —
BIDANG PPKD TAPD SKPD TAPD | BAPPEDA | BIRO HUKUM | GUBERNUR | DPRD DEPDAGRI URAIAN WAKTU OUTPUT
PERENCANA DAN DEPKEU
AN DAN
ANGGARAN

1 Berdasarkan KUA- SE dilengkapi dengan: 3 Hari

PPAS,PPKD menyusun Pokok-pokok kebijakan

Surat Edaran GUbernur , penyusunan APBD, Kode SURAT

tentang pedoman MULAI ' Rekening Pendapatan, Kode EDARAN

penyusunan RKA SKPD ‘\ Rekening Belanja, KUA/PPAS,

' Form RKA SKPD

2 Mengirim surat edaran SE dilengkapi dengan: Pokok- | 3 Hari

Gubernur tentang pedoman pokok kebijakan penyusunan

penyusunan RKA SKPD APBD, Kode Rekening

kepada SKPD Pendapatan, Kode Rekening RKA

Belanja, KUA/PPAS, Form
RKA SKPD,pagu gaji pegawal.

3 Kepala SKPD menyusun RKA disusun sesuai SE dan 3 Hari

RKA dan diserahkan >- dokumen KUA/PPAS dengan

kepada PPKD 1 tembusan kepada Bappeda

RKA

4 PPKD menerima RKA dari

SKPD untuk dievaluasi




NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU
BIDANG PPKAD TAPD SKPD BAPPEDA | BIROHUKUM | GUBERNUR DPRD DEPDAGRI URAIAN WAKTU OUTPUT
PERENCANAA DAN
N DAN DEPKEU
ANGGARAN
5 Verifikasi RKA oleh RKA'SKPD yang telah 6 Hari
TAPD L diterima, diteliti dan
=3 dikompilasi
' ada kemungkinan
bertambah dan berkurang
anggaran kegiatan SKPD
6 Penyampaian RAPBD-dari 1 Hari
TAPD ke Gubernur dan
diteruskan ke DPRD >-
7 Pembahasan RAPBD dalam pembahasan 2 Harl
antara TAPD dan DPRD > apabila ada perubahan
dalam
pembahasan,dilakukan
revisi
8 Hasil pembahasan 2 Hari
diserahkan kembali ke
TAPD untuk direvisi
9 Persetujuan bersama 1 Hari

RAPBD antara Gubernur
dan DPRD




NO

KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BUKU

BIDANG
PERENCANA
AN DAN
ANGGARAN

PPKD

TAPD

SKPD

BAPPEDA

BIRO
HUKUM

GUBERNUR

DPRD

DEPDAGRI
DAN
DEPKEU

URAIAN

WAKTU

OUTPUT

10

Berdasarkan Persetujuan
bersama,PPKD Menyusun
RAPBD yang telah sesuai hasil
pembahasan dan disampaikan
ke Mendagri untuk

dilakukan evaluasi

Dalam melakukan
evaluasi mendagri
dapat memanggil

TAPD

dan SKPD terkait

2 Hari

11

Mendagri melakukan
evaluasi Rancangan
Perda APBD paling lama 15
hari sejak diterima

Paling
lama 15
Hari

12

Hasil evaluasi disampaikan
kembali ke Gubernur untuk
diperbaiki/disempurnakan

Hasil Evaluasi

dibahas bersama
dengan TAPD dan

diteruskan ke
DPRD

13

TAPD menyiapkan
rancangan jawaban
terhadap hasil evaluasi
Mendagri

3 Hari

14

Hasil Evaluasi terhadap

Rancangan Perda APBD yang

sudah
diperbaiki/disempurnakan
disampaikan ke DPRD

untuk dibahas

2 Harl

15

Hasil Evaluasi Rancangan
Perda APBD yang sudah
dibahas dengan DPRD
ditetapkan menjadi Perda
APBD

1 Hari

16

PPKD mengirim Perda
APBD ke Biro hukum .

2 Hari




NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BUKU
BIDANG PPKD TAPD SKPD BAPPEDA BIRO GUBERNUR DPRD DEPDAGRI URAIAN WAKTU [ OUTPUT
PERENCANAAN HUKUM DAN
DAN DEPKEU
ANGGARAN
17 Biro Hukum meneliti dari Biro Hukum 2 Hari
aspek Juridis formal dan meneliti
membuat Penomoran Perda JUruridis
dan Pergub APBD formal perda
dan pergub
APBD
18 Perda APBD dan Pergub
Penjabaran APBD ditetapkan
dalam lembaran Daerah
19 menggandakan dan Perda dan 3 Hari
mendistribusikan Perda Pergub APBD
APBD kepada diperbanyak
SKPD,DPRD,TAPD,Mendagri untuk
dan Mentri Keuangan. disampaikan
ke SKPD,
DPRD,
Mendagri dan
Menteri
keuangan
SELESAI




NOMOR SOP - | 900721 /3007 BoxRO -1/ 202\

TGL PEMBUATAN (| ot Pgustus 1091

TGL REVISI o

TGL EFEKTIF | ot Pgusius 2021 RIS PR

DISAHKAN OLEH : KEPALA BADAN PENG_ELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

e T —

IAD MUKHLIS, SE, M.Si
ya Utama Muda
6406211993031004

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH NAMA SOP : | PENETAPAN PPAS APBBT*FL\;O\’/ SUMSEL
| PROVINSI SUMATERA SELATAN

BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH
‘ KASUBBID ANGGARAN 1, ANGGARAN 2 DAN ANGGARAN 3

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA

: 1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan S1
1' g;gf:}?-undang SRS iabHprEie e, Saminih 2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan Anggaran Daerah

3. Menguasai Pengoperasian Komputer
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang | 4. Memahami dan menguasai Peraturan yang berkaitan dengan pedoman penyusunan PPAS
Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Rancangan KUA - PPAS 1. Komputer

2. SOP Rancangan KUPA — PPAS-P 2. Printer

3. SOP Memverifikasi RKA SKPD dan RKA-P SKPKD 3. ATK

4. SOP Rancangan Perda dan Pergub Induk APBD 4. Flashdisk

5. SOP Rancangan Perda dan Pergub Perubahan APBD 5. Kertas Folio

6. SOP Memverifikasi DPA SKPD dan DPPA SKPKD

7. _SOP Penerbitan SPD per Triwulan dan Anggaran Kas

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terhambatnya 1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy

pengoperasian pengunaan APBD 2. dli




SOP PENETAPAN PPAS APBD PROV. SUMSEL

RO KEGIATAN PELAOANS Mty BAL RED
KABAN KABID KASUBID Pelaksana/ASN | Kelengkapan Waktu Output
1 [Menugaskan Kabid menerima berkas usulan program kegiatan Data 11 Menit Disposisi
OPD dilingkungan Prov. Sumsel
2 |Menugaskan Kasubid untuk menerima Data Program Kegiatan Data 11 Menit Disposisi
OPD masing-masing NP
3 [Memerintahkan pelaksana untuk pengentrian Data Program Data 11 Menit Disposisi
Kegiatan OPD
4 |Mengkoreksi draf konsep data program kegiatan OPD pada BAB IV Rancangan 2 Jam Konsep
PPAS W PPAS
5 |Meneliti draf konsep data program kegiatan OPD pada BAB IV N Rancangan 2 Jam Konsep
PPAS YA Tidak W PPAS
6 |Memeriksa draf konsep data program kegiatan OPD pada BAB IV e Rancangan 2 Jam Konsep
PPAS | va Tidak PPAS
7 |PPAS siap dibahas di DPRD <>_j J PPAS 16 Menit PPAS
8 [Memerintahkan PPAS untuk di print PPAS 2 Jam PPAS
9 |[Mencetak Buku PPAS =7 Buku PPAS 2 Jam Buku PPAS
10 |Mendokumentasikan buku PPAS Q Buku PPAS 16 Menit Buku PPAS




RS

NOMOR SOP 11900 /2275007 8PKBD-1 /2021

TGL PEMBUATAN (o1 Agqustus 2021 = " e

TGL REVISI |-

TGL EFEKTIF | Ot Rgustus oot e

DISAHKAN OLEH : KEPALA BADA’N PENGEJ.QLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

'AKHMAD MUKHLIS SE,.M.Si
Pembma Utama Muda

L NIP-196406211993031004
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH NAMA SOP .| Mengevaluasi Rancangan APBD dan’APBD-P Kabupaten/Kota
PROVINSI SUMATERA SELATAN ’

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH
KASUBBID ANGGARAN 1, ANGGARAN 2 DAN ANGGARAN 3

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan S1
Daerah. 2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan Anggaran Daerah

3. Menguasai Pengoperasian Komputer

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang | 4 Memahami dan menguasai Peraturan yang berkaitan dengan Evaluasi APBD Kab/Kota

Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Keputusan Bersama DPRD dan Pemda Kab/Kota 1. Komputer
2. SOP Buku Raperda dan Raperbup APBD dan APBD-P 2. Printer
Kabupaten/Kota 3. ATK
3. SOP Rancangan RKA APBD dan RKA-P APBD Kab/Kota 4. Flashdisk
4. SOP Nota Keuangan tentang Rancangan APBD dan APBD-P 5. Kertas Folio
5. SOP Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kab/Kota
6. SOP Perhitungan Alokasi Fungsi Pendidikan
7. SOP Perhitungan Alokasi Fungsi Kesehatan
8. SOP Perhitungan Penerimaan Dana Transfer Umum
9. SOP Perhitungan Belanja Infrastruktur Daeah
10. SOP Perhitungan Alokasi Pemulihan di Bidang Ekonomi
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terhambatnya 1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy

pengoperasian pengunaan APBD 2. dll




SOP PENETAPAN EVALUASI APBD DAN APBD-P KABUPATEN/KOTA PROV. SUMSEL

NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KET
KABAN KABID KASUBID | Pelaksana/ASN | BIRO HUKUM| Kelengkapan Waktu Output
Berk Berkas
1 |Pelaksana Subbagian Umum dan Kepegawaian menerima berkas usulan ‘ ’ | er ?ASPBD 10 Menit evaluasi
program kegiatan OPD dilingkungan Prov. Sumsel evaltiast APBD
Berkas
2 |Kaban Mendisposisikan Surat Pengantar Evaluasi APBD dan Perubahan _ Berkas 10 Menit evaluasi
APBD Kabupaten/Kota L | fl evaluasi APBD en pmeh
3 Kabid Mendisposisikan Berkas Evaluasi APBD dan Perubahan APBD ] Berkas 2 s -
Kab/Kota kepada Kasubid l Evaluasi App| 10 Menit | Disposisi
4 Kasubid memerintahkan untuk memperifikasi / mengevaluasi APBD dan Bert.<as 10 Menit Disposisi
Perubahan APBD Kab/Kota kepada pelaksana Evaluasi APBD
[ i
5 |Kasubid dan Pelaksana melakukan evaluasi APBD dan Perubahan APBD APBD-P 3 Hari }éepéltusan
Kab/Kota Kab/Kota o e
Draf Draf
6 |Mengkoreksi Draf Keputusan Gubernur tentang Evaluasi APBD dan Keputusan 1Hari | Keputusan
Perubahan APBD Gubernur Gubernur
YA WV TTaaK Draf Draf
7 |Memeriksa Draf Keputusan Gubernur tentang Evaluasi APBD dan Keputusan 2Jam | Keputusan
Perubahan APBD Tidak Gubernur Gubernur
YA >‘¢ Draf Draf
8 |Memperbaiki Draf Keputusan Gubernur tentang Evaluasi APBD dan Keputusan 2 Jam Keputusan
Perubahan APBD YA Tidak Gubernur Gubernur
P2 Draf Draf
9 [Memeriksa Draf Keputusan Gubernur tentang Evaluasi APBD dan Keputusan 15 Menit | Keputusan
Perubahan APBD yang akan di sampaikan ke Biro Hukum untuk dikoreksi YA Tidak Gubernur Gubernur
) A Draf Draf
10 Qraf Kegutusan_Gubernur tentang Evaluasi APBD dan Perubahan APBD /\> Keputusan 7 Hari Keputusan
dikoreksi oleh Biro Hukum Gubernur Gubernur
11 |Keputusan Gubernur tentang Evaluasi APBD dan Perubahan APBD telah Keputusan | 1o | Keputusan
dikoreksi oleh Biro Hukum Gubernur Gubernur
y
12 Keputusan Gubernur tentang Evaluasi APBD dan Perubahan APBD akan Kéaptl: A 16 Menit Kgp; Hisad
ditanda tangani pak Gubernur Prov. Sumsel ubeInur s
4
13 [Menyampaikan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi APBD dan Keputusan | o \,0 o | Keputusan
Perubahan APBD kepada Kab/Kota Gubernur Gubernur




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH
KASUBBID ANGGARAN 1, ANGGARAN 2 DAN ANGGARAN 3

NOMOR SOP

1| 9006/2.3 / 300/ BPRAD~ 1t /202]

TGL PEMBUATAN

.| ot Rgustus 2021

TGL REVISI |- 2
TGL EFEKTIF To Pouetus 2020 b
DISAHKAN OLEH KEPALABADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH,
™
| Rl oyl AERA -
WA\ A
A H. AKHMAD MUKHLIS, SE,.M.Si
~..Pembina Utama Muda
ANIP-196406211993031004
NAMA SOP PENETAPAN KUA APBD PROV. SUMSEL

DASAR HUKUM :

KUALIFIKAS|I PELAKSANA

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021

1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan S1

2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan Anggaran Daerah

3. Menguasai Pengoperasian Komputer

4. Memahami dan menguasai Peraturan yang berkaitan dengan pedoman penyusunan KUA

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Rancangan KUA - PPAS

SOP Rancangan KUPA — PPAS-P

SOP Memverifikasi RKA SKPD dan RKA-P SKPKD
SOP Rancangan Perda dan Pergub Induk APBD

SOP Rancangan Perda dan Pergub Perubahan APBD
SOP Memverifikasi DPA SKPD dan DPPA SKPKD

. SOP Penerbitan SPD per Triwulan dan Anggaran Kas

NO oA LN S

Komputer
Printer

ATK
Flashdisk
Kertas Folio

OB =

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terhambatnya
pengoperasian pengunaan APBD

1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy

2. dll




SOP PENETAPAN KUA APBD PROV. SUMSEL

PELAK MUTU BAKU
NO KEGIATAN = KET
KABAN KABID KASUBID | Pelaksana/ASN| Kelengkapan Waktu Output
1 |Menugaskan kabid untuk membuka website BPS di Q— Website 10 Menit Disposisi
https://sumsel.bps.go.id/ untuk memperoleh data rancangan KUA
| 2 |Memerintahkan kasub untuk membuka website BPS Website 10 Menit Disposisi
3 |Memerintahkan pelaksana untuk mengumpulkan data untuk membuat Data 15 Menit Data
rancangan KUA
4 |Mengumpulkan data untuk membuat rancangan KUA Data 6 Hari Data
. 7 .
5 |Kasubid dan pelaksana mengkonsep rancangan KUA Data 6 Hari Konsep
AL
— A
6 |Memeriksa konsepan rancangan KUA — Data 1 Hari Konsep
N Tidak
YA
7 |Memperbaiki konsepan rancangan KUA > Data 3 Jam Konsep
YA Tidak
8 |Menyerahkan rancangan KUA kepada kabid untuk dijadikan KUA <> Data 15 Menit Konsep
9 [Menyerahkan KUA kepada kasubid untuk di dokumentasikan KUA 15 Menit Disposisi
10 |Menyerahkan KUA kepada pelaksana untuk di dokumentasikan KUA 15 Menit Dispoisi
11 |Mencetak buku KUA KUA 3 Jam KUA



https://sumsel.bps.go.id/

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH
KASUBBID ANGGARAN 1, ANGGARAN 2 DAN ANGGARAN 3

NOMOR SOP . Q00 [ 24 /S0P /GO KRAD - 11/ 2021

TGL PEMBUATAN | : | 0 Aqusius 201 ot
TGL REVISI - .
TGL EFEKTIF : | ot Pguslus 207

DISAHKAN OLEH KEPALA BADAN PENGELOLA

KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

£

~H: AKHMAD MUKHLIS, SE.,M.Si

“==Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196406211993031004

NAMA SOP : | SOP Penerbitan SPD per Triwulan dan Anggaran Kas

DASAR HUKUM :

KUALIFIKAS| PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan S-1

2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan Anggaran
Daerah

3. Menguasai Pengoperasian Komputer

4. Memahami dan menguasai Peraturan yang berkaitan dengan pedoman penerbitan
SPD

KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Rancangan KUA — PPAS 1. Komputer

2. SOP Rancangan KUPA — PPAS-P 2. Printer

3. SOP Memverifikasi RKA SKPD dan RKA-P SKPKD 3. ATK

4. SOP Rancangan Perda dan Pergub Induk APBD 4. Flashdisk

5. SOP Rancangan Perda dan Pergub Perubahan APBD 3. Kertas Folio

6. SOP Memverifikasi DPA SKPD dan DPPA SKPKD

7. SOP Penerbitan SPD per Triwulan dan Anggaran Kas

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terhambatnya proses pencairan anggaran suatu
OPD.

1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy
2. dll




SOP Penerbitan SPD per Triwulan dan Anggaran Kas

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN Keterangan
_ Kaban Kabid Kasubbid Pelaksana OPD Kelengkapan Waktu Output
1 Pelaksana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menerima berkas usulan SPD per Triwulan dan Usulan SPD per Triwulan dan 5 Menit Lembar Disposisi dan berkas usulan SPD R
Anggaran Kas dari OPD di Pemerintahan Provinsi Sumsel. Anggaran Kas OPD per Triwulan dan Anggaran Kas OPD
, |KepalaBadan selaku Tim TAPD dan BUD mendisposisikan usulan DPA/ DPPA ke Kepala 'S‘;"Sba’ E.’ri'fp°fi5i :"": :f"‘as “s”z; 10Menit | Lembar Disposisi dan berkas usulan SPD )
Bidang Perencanaan Anggaran Daerah untuk ditindaklanjuti. per Triwul a(r)\P ; nggaran per Triwulan dan Anggaran Kas OPD
Kabid Perencanaan Anggaran Daerah mendisposisi usulan DPA/DPPA kepada Kasubbid — Lembar Disposisi dan berkas usulan ’ .
3 |Anggaran I/ Kasubbid Anggaran II/ Kasubbid Anggaran |II untuk ditindaklanjuti sesuai dengan I I SPD per Triwulan dan Anggaran Kas 5 Menit Leml:a;ﬂli:lr;o: Ls;r‘: Tnbe;t‘;; f:;agsg 8 -
Peraturan yang berlaku. OPD pei 99
, ; i " y Lembar Disposisi dan berkas usulan . ;
Kasubbid mendisposisi kepada pelaksana untuk diproses sesuai dengan Peraturan yang berlaku < < A § Lembar Disposisi dan berkas usulan SPD b
4 dari sisi aspek substansi ekonomi. A o SPD per anula(r)\:;n Anoganiias 20 Menk per Triwulan dan Anggaran Kas OPD
4 Pelaksana meneliti, memeriksa kelengkapan berkas, dan membuat kartu kendali guna T
5 memudahkan crosscheck SPD yang telah dikeluarkan serta membubuhi paraf pada usulan SPD & berkas usulan SPD per Triwulan dan 120 Menit perkas usulan SPD per Triwulan dan .
per Triwulan dan Anggaran Kas OPD sesuai dengan Peraturan yang berlaku dari sisi aspek v Anggaran Kas OPD Anggaran Kas OPD yang sudah diparaf
s substansi ekonomi selanjutnya dinaikkan ke Kasubbid untuk dibubuhi paraf persetujuan.
Kasubbid membubuhi paraf persetujuan tanda berkas SPD per Triwulan dan Anggaran Kas OPD — berkas usulan SPD per Triwulan dan
6 |telah diperiksa sesuai dengan peraturan yang berlaku dari sisi aspek substansi ekonomi dan | <€ Anggaran Kas OPD yang sudah 5 Menit A:e"::n“;“al:"os:gypafg-rsrm‘::’;i‘;aa’: - .
selanjutnya dinaikkan ke Kabid untuk diparaf persetujuan. 7 diparaf 99
Kabid meneliti dan memeriksa serta membubuhi paraf persetujuan tanda telah diperiksanya T
7 berkas usulan SPD per Triwulan dan Anggaran Kas OPD sesuai dengan Peraturan yang berlaku be/;kes usurlla}rz S:gg[e)r szf::a(:‘an 5 Mentt berkas usulan SPD per Triwulan dan "
dari sisi aspek subtansi ekonomi selanjutnya dinaikkan ke Kaban selaku (PPKD selaku BUD) v \/ hogaranna dinaraf yang Anggaran Kas OPD yang sudah diparaf
untuk di tandatangani. ipan
! ; N berkas usulan SPD per Triwulan dan berkas usulan SPD per Triwulan dan
8 xipal:rs‘agzr; soe'I;)ku (PPKAD selaku BUD) menandatangani usulan SPD per Triwulan dan Ll Anggeren Kés OPDyang sudeh 5 Menit Anggaran Kas OPD yang sudah R
99 ) diparaf ditandatangani
g i i i berkas usulan SPD per Triwulan dan berkas usulan SPD per Triwulan dan
Pelaksana mengembalikan berkas SPD per Triwulan dan Anggaran Kas OPD yang telah disetujui L'
9 i insi i Anggaran Kas OPD yang sudah 10 Menit Anggaran Kas OPD yang sudah -
dari BPKAD Provinsi Sumsel selaku (PPKD selaku BUD) ke OPD yang mengajukan. | I ditandatangani ditandatangani
. . : ) B berkas usulan SPD per Triwulan dan : :
OPD menerima berkas SPD per Triwulan dan Anggaran Kas OPD yang telah disetujui dari ; Tanda Terima DPA/DPPA dari BPKAD 5
10| BPKAD Provinsi Sumsel. Anggn b d:":‘z Yo sudse bt Provinsi Sumse! di Buku Ekspedisi




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH
KASUBBID ANGGARAN 1, ANGGARAN 2 DAN ANGGARAN 3

NOMOR SOP 900/25/ SOP / ®PKkBD - 11/ 2021

TGL PEMBUATAN ot hgustus 209,

TGL REVISI T

TGL EFEKTIF 6l Agustus 202

DISAHRAN OLEH “. " KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

{ s
[ .
N

.H:ZARHMAD MUKHLIS, SE.,M.Si
—Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196406211993031004

NAMA SOP SOP DPA SKPD dan DPPA SKPKD

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan S-1

2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan Anggaran
Daerah

3. Menguasai Pengoperasian Komputer

4. Memahami dan menguasai Peraturan yang berkaitan dengan pedoman
penyusunan DPA

KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Rancangan KUA — PPAS 1. Komputer

2. SOP Rancangan KUPA — PPAS-P 2. Printer

3. SOP Memverifikasi RKA SKPD dan RKA-P SKPKD 3. ATK

4. SOP Rancangan Perda dan Pergub Induk APBD 4. Flashdisk

5. SOP Rancangan Perda dan Pergub Perubahan APBD 5. Kertas Folio

6. SOP Memverifikasi DPA SKPD dan DPPA SKPKD

7. SOP Penerbitan SPD per Triwulan dan Anggaran Kas

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terhambatnya proses usulan Anggaran dan
proses Pencairan Anggaran suatu OPD.

1. Disimpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy
2. dll




SOP Memverifikas| DPA SKPD dan DPPA SKPKD

PELAKSANA MUTU BAKU Keterangan
e KEGIATAN Kaban Kabid Kasubbid Pelaksana OPD Kelengkapan Waktu Output
i isi d sulan
; |Pelaksana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menerima berkas usulan DPA/ DPPA dari OPD di Usulan DPA/DPPA OPD 5 Menit Lembgg:ggﬂi oa;Du =
Pemerintahan Provinsi Sumsel.
S i lan
, |KepalaBadan selaku Tim TAPD dan BUD mendisposisikan usulan DPA/ DPPA ke Kepala Bidang Lembar Disposisi dan Usulan 10 Menit Lembggﬁg%ﬁ o :
Perencanaan Anggaran Daerah untuk ditindaklanjuti. DPA/DPPA OPD
Kabid Perencanaan Anggaran Daerah mendisposisi usulan DPA/DPPA kepada Kasubbid Anggaran I/ Lembar Disposisi dan usular i Lembar Disposisi dan usulan =
3 |Kasubbid Anggaran II/ Kasubbid Anggaran |l untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan yang | | DPA/DPPA OPD 5 Meni DPA/DPPA OPD
berlaku.
4 |Kasubbid mendisposisi kepada pelaksana untuk diproses sesuai dengan Peraturan yang berlaku dari o N Lembar Disposisi dan usulan 60 Menit Usulan DPA/DPPA OPD =
sisi aspek substansi ekenomi. L \/‘ DPA/DPPA OPD
Pelaksana menelitl, memeriksa kelengkapan berkas, dan membuat Nota Dinas ke Kaban serta T Nota Dinas yang sudah diparaf dan
y :
5 membubuhi paraf Per-lembarnya pada usulan DPA/DPPA OPD sesuai dengan Peraturan yang - Usulan DPA/DPPA OPD 120 Menit | usulan DPAIDPPA OPD yang sudah di =
beriaku dari sisi aspek substansi ekonomi selanjutnya dinaikkan ke Kasubbid untuk dibubuhi paraf paraf
nersetuiuan Y P
; - i iparaf dan
Kasubbid membubuhi paraf persetujuan tanda berkas DPA/DPPA telah diperiksa sesuai dengan Nota Dinas yang sudah diparaf dan , Nota g:\:lsgpa;% sc;lg?)hygf:rsudah i .
6 |peraturan yang berlaku dari sisi aspek substansi ekonomi dan selanjutnya dinaikkan ke Kabid untuk i l€ usulan DPA/DPPA OPD yang 5 Menit usulan e
diparaf persetujuan. 7'y sudah di paraf p
- i itandatangani
Kabid meneliti dan memeriksa serta membubuhi paraf persetujuan tanda telah diperiksanya berkas ‘K T Nota Dinas yang sudah diparaf dan ' No;a DlnaT 3;83% :t;g:f;zﬂggo yanngg g
7  |usulan DPA/DPPA OPD sesuai dengan Peraturan yang berlaku dari sisi aspek subtansi ekonomi > i usulan DPA/DPPA OPD yang 5 Menit ST asu b di paral
selanjutnya dinaikkan ke Kaban selaku Tim TAPD untuk di tandatangani. sudah di paraf
Nota Dinas yang sudah
‘H ditandatangani dan usulan 5 Menit berkas usulan DPA/DPPA OFfD yang s
8 |Kepala Badan selaku Tim TAPD menandatangani usulan DPA/DPPA OPD. l [ DPA/DPPA OPD yang sudah di en sudah di tandatangani
paraf
Pelaksana mengembalikan berkas DPA/DPPA yang telah disetujui dari BPKAD Provinsi Sumsel
2 " : : : berkas usulan DPA/DPPA OPD yang
selaku T.nm TAPD ke OPD yang fnengajukgn untuk dnkembgllkan lagi guna proses selanjutnya ke Tim ! berkas usulan DPA/DPPA OPD <ok sudah ditandangani untuk proses -
9 |TAPD lainnya. Setelah selesai di proses Tim TAPD, selanjutnya pengembalian berkas DPA/DPPA | i i ; N
X T - yang sudah di tandatangani selanjutnya kepada Tim TAPD
p lagi ke BPKAD Provinsi Sumsel guna penandatanganan Kepala BPKAD Provinsi Sumsel selaku
Bendahara Umum Daerah (BUD).
berkas usulan DPA/DPPA OPD "
: - i BPKAD
10|©OPD menerima berkas RKA yang telah disetujui dari BPKAD Provinsi Sumsel untuk diproses Y yang sudah ditandangani untuk 10Mentt | T@nda I‘I’e'n;na D:f\é?;ra ?Eir;pedisi =
selanjutnya kepada Tim TAPD lainnya dan pengembalian ulang kepada Kepala BPKAD selaku ‘ , proses selanjutnya kepada Tim Provinsi Sums
TAPD




NOMOR SOP © 06012 /500 / BPRAD~ 11/ 2021

TGL PEMBUATAN . | Ot nquslus 20U
TGL REVISI s L=
TGL EFEKTIF . | ot Bqustus 209

HIRAHERN RE KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

(7 3 \
,
,

——H:- AKHMAD MUKHLIS, SE.,M.Si
Pembing-Utama Muda

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NI NP 1004
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH N N{P 196406 <11oesns
FRONIES SUMARERS BELATAN NAMA SOP | SOP RKA SKPD dan RKA-P SKPKD
BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH
KASUBBID ANGGARAN 1, ANGGARAN 2 DAN ANGGARAN 3
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan S-1
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan | 2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan Anggaran Daerah
Daerah. 3. Menguasai Pengoperasian Komputer
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman | 4. Memahami dan menguasai Peraturan yang berkaitan dengan pedoman Penyusunan RKA.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Rancangan KUA — PPAS 1. Komputer

2. SOP Rancangan KUPA — PPAS-P :23 ZfT""(tef

3. SOP Memverifikasi RKA SKPD dan RKA-P SKPKD 4 Flashdisk

4. SOP Rancangan Perda dan Pergub Induk APBD 5. Kertas Folio

5. SOP Rancangan Perda dan Pergub Perubahan APBD

6. SOP Memverifikasi DPA SKPD dan DPPA SKPKD

7. SOP Penerbitan SPD per Triwulan dan Anggaran Kas

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terhambatnya proses usulan Anggaran dan 1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy
proses Pencairan Anggaran OPD 2. dll




SOP Memverifikasi RKA SKPD dan RKA-P SKPKD

PELAKSANA

MUTU BAKU

selanjutnya kepada Tim TAPD lainnya.

selanjutnya kepada Tim TAPD

Sumsel di Buku Ekspedisi

NO KEGIATAN
z Keterangan
- Kaban Kabid Kasubbid Pelaksana OPD Kelengkapan Waktu Output .
i Pelaksana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menerima berk: i i bar Di isi d
1 ) ima berkas usulan RKA/ RKA-P dari OPD di Lembar Disposisi dan
Pemerintah Provinsi Sumsel < ’ EPtRR Usu!oaz;DRKA/ R 5 Menit berkas Usulan RKA/RKA- =
= P OPD
Kepala Badan selaku Tim TAPD mendisposisik 5 i 4 i isi d
2 posisikan usulan RKA/ RKA-P ke Kepala Bidang —1 : A Lembar Disposisi dan
Perencanaan Anggaran Daerah untuk ditindaklanjuti. LelT bTar D:Eﬁ:kia; geF:IBas 10 Menit berkas Usulan RKA/RKA- .
- suan 7 P OPD
Kabid Pe{encanaan Anggaran Daerah mendisposisi usulan RKA/ RKA-P kepada Kasubbid Anggaran 4
3 |I/ Kasubbid Anggaran II/ Kasubbid Anggaran Il untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan yang l I Lembar Disposisi dan Usulan 5 Menit Lembar Disposisi dan _
berlaku. RKA/RKA-P OPD : Usulan RKA/RKA-P OPD
2 Kas_ul?t)'id mendisposisikgn kepada pelaksana untuk diproses sesuai dengan Peraturan yang berlaku e Lembar Disposisi dan Usulan Lembar Disposisi dan
dari sisi aspek substansi ekonomi. i i) RKA/;gKA.p OPD B0 Menit | )5 lan RKA/RKA-P OPD )
Pelaksana meneliti, memeriksa kelengkapan berkas, dan membuat Nota Dinas ke Kaban serta
: 5 Nota Dinas yang sudah
5 ;;ir;lg:tliu:l zar_af _Pgr—lem:ar gya pada berkas usulan RKA/ RKA-P OPD sesuai dengan Peraturan Lembar Disposisi usulan RKA/ diparaf dan ﬁsu?an RKA/
rlaku dari sisi aspek substansi ekonomi selanjutnya dinaikkan ke Kasubbid untuk dibubuhi 120 Menit i =
paraf persetujuan. I y > RKA-P OPD RKA-P OPDpayraarf\g sudah di
Kasubbid membubuhi paraf persetujuan tanda berkas telah diperiksa sesuai den Nota Di dah
e S gan peraturan yang : of inas yang suda
6 berlaku_dan sisi aspek substansi ekonomi dan selanjutnya dinaikkan ke Kabid untuk diparaf I le di No:;:ijas \{angRsKlf,agKA 5 Menit diparaf dan usulan RKA/ .
persetujuan guna proses selanjutnya. g === Ilga(;D a::szjgah (i 7 e RKA-P OPD yang sudah di
A yang P paraf
Kabid meneliti dan memeriksa serta membubuhi paraf persetujuan tanda telah diperiksan Pocliedi Bl
g ya berkas ) 4 = NO inas yang suda
7 |usulan RKA/RKA-P sesuai dengan Peraturan yang berlaku dari sisi aspek subtansi ekonomi N "  NomDinseyany e i ditandatangani dan usulan
: HE ; P diparaf dan usulan RKA/ RKA- 5 Menit S
selanjutnya dinaikkan ke Kaban selaku Tim TAPD untuk di tandatangani. Y ~N P OPD yang sudah di paraf RKA/ RKA-P OPD yang
sudah di paraf
) . 4 Nota Dinas yang sudah
8 |Kepala Badan selaku Tim TAPD menandatangani usulan RKA/ RKA- P OPD. ditandatangani dan usulan 5 Menit usulan RKA OPD yang N
RKA/ RKA-P OPD yang sudah sudah di tandatangani
di paraf
: ’ oL RKA/ RKA-P OPD yan
9 F’e!aksar_ma mengembalikan berkas RKA_\/ RKA-P yang telah disetujui oleh BPKAD Provinsi Sumsel usulan RKA OPD yang sudah sudah ditandangani‘:mtgk
selaku Tim TAPD ke OPD yang mengajukan untuk dikembalikan lagi guna proses selanjutnya. I di tandatangani 10 Menit proses sélanjutnya kepada ]
' Tim TAPD
10/OPD menerima berkas RKA/ RKA-P yang telah disetujui dari BPKAD Provinsi Sumsel untuk diproses > RKA/ RKA-P OPD yang sudah Tanda Terima RKA/RKA-P
ditandangani untuk proses 10 Menit dari BPKAD Provinsi -




Nomor SOP Onon/ 271860/ BORAD -1 / 2021

Tanggal Pembuatan ol Rgusius 202

-~

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif o\ bgustus 200

Disahkan oleh Kep'al.a,r ]
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN | ——r] ¥ ¥
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah L)\ H.AKHMAD MUKHLIS, SE..M.Si
Bidang Perbendaharaan NIP.,19_64‘98211993031004
Nama SOP ﬂi :P;ﬁé'é;félaan Rekening Kas Umum Daerah
SUBBID PERBENDAHARAAN

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1.Undang-undang no.17 tahun 2003 tentang keuangan negara

2.Undang-undang no.1 tahun 2004 tentang perbendahraan negara

3.Undang-undang no.15 tahun 2004 tentang pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan negara

4. Peraturan pemerintah no.58 tahun 2005 tentang pengelolaan kas daerah

5.Permendagri no.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri
no.59 tahun 2007 tentang perubahan pertama dan permendagri no.21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri no.77
tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Permendagri no.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah

6. Peraturan gubernur Sumsel no. 1 tahun 2013 tentang system dan prosedur Pengelolaan Keuangan daerah

1. Mengetahui Saldo Kas Daerah
2. Memehami anggaran kas, pergeseran dan revisi anggaran
3. Kemampuan mengetik/mengoperasikan dengan Microsoft

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Bidang Akuntansi
2. SOP Bidang Anggaran

1 Laptop, komputer
2 Printer mesin hitung print dan kalkulator
3 ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan ketidaksesuaian angka pada Buku Kas Umum Daerah

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksanan Mutu Baku Ket.

No Uraian Kegiatan

Staf Kasubag Perbend P::bt:: d Kelengkapan Waktu Output
Menyiapkan data antara Buku Kas Umum dengan - BKU (Buku Kas Umum) 15 Menit |Data sesuail selisih
1 Jrekening Koran RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) : Berka§ aré SOerebrc (B-URU il
Bemarintah Provihsl Sumatera Salatan perbandingan antara BKU dengan rekening Koran RKUD
(D ________________ I (Buku Kas Umum) dengan (Rekening Kas Umum Daerah)
rekening Koran RKUD
(Rekening Kas Umum
: : Daerah)
|Memeriksa Data yang ada selanjutnya menugaskan data perbandingan antara 60 Menit | i )
2 |staf untuk mengetik data perbandingan antara BKU )\ BKU (Buku Kas Umum) Disposisi untuk mengetik data
(Buku Kas Umum) dengan rekening Koran RKUD dengan rekening Koran Perbandingan antara BKU (Buku
(Rekening Kas Umum Daerah) RKUD (Rekening Kas Umum Kas Umum) dengan rekening
Daerah) Koran RKUD (Rekening Kas
Umum Daerah)
Mengetik data perbandingan antara BKU (Buku Kas i isi i
Umum) dengan rekening Koran RKUD (Rekening Kas S;gf:;:g::s anagniglr(a 60 Menit JKosep Draft data perbandingan
3 lUmum Daerah) Pemprov Sumsel g antara BKU (Buku Kas Umum)
BKU (Buku Kas Umum) d rering K RKUD
dengan rekening Koran ;nsan‘ = :mna oranD h
RKUD (Rekening Kas (Rekening Kas Umum Daerah)
_ e e Umum Daerah)
?/Ilair:ltjir; :adar;fup;)dg ::;2 ff;ﬁ::ﬁ:gg::r::t;rsu%KU Kosep Draft data 15 Menit |Draft data perbandingan antara
tidak Y i d

(Rekening Kas Umum Daerah) yang sudah diketik Sesuai / \ Sesual Peiban b A e (-BUKU HEE ) cangan

4 S ; ; BKU (Buku Kas Umum) rekening Koran RKUD
oleh Staf untuk Diperiksa/diparaf oleh Kabid i i D h
Perbendaharaan \/ dengan rekening Koran (Rekening Kas Umum Daerah)

RKUD (Rekening Kas
Umum Daerah)
Kabid Menyampaikan Data perbandingan antara BKU Draft data perbandingan - Darft data perbandingan antara
(iul:(u I-‘(as :(Jmqu;"l) dengan rekening Kora.n RKUD antara BKU (Buku Kas BKU (Buku Kas Umum) dengan
,(A ke ening Kas Umum ‘a.erah) ke'pa'da Bidang Umum) dengan rekening rekening Koran RKUD (Rekening
5 untansi untuk dapat ditindaklanjuti Koran RKUD (Rekenin _ |Kas Umum Daerah) yang dipara
g 15 Menit Joleh Kasubid dan ditandangani
Kas Umum Daerah)sudah oleh Kabid
diperiksa/koreksi oleh
Kasubbid




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Bidang Perbendaharaan

Nomor SOP 000 / 287360/ peka0-N /202)

Tanggal Pembuatan Ol Rqustus 2021
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif Ol Pgustus 207!

Disahkan oleh _ Kepala,

-

| U {HAKHMAD MUKHLIS, SE.M.SI
L5 |NIP.96496211993031004

BIDANG PERBENDAHARAAN

Nama SOP

AR Penierbifan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-undang no.17 tahun 2003 tentang keuangan negara

2. Undang-undang no.1 tahun 2004 tentang perbendahraan negara

3. Undang-undang no.15 tahun 2004 tentang pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan negara 4
Peraturan pemerintah no.58 tahun 2005 tentang pengelolaan kas daerah

4. Permendagri no.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri
no.59 tahun 2007 tentang perubahan pertama dan permendagri no.21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri no.77
tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Permendagri no.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah

5. Peraturan Menteri Keuangan no.190/PMK.05/2012 tanggal 29 nopember 2012 tentang tata cara pembayaran dalam pelaksanaan
APBN

6. Peraturan gubernur Sumsel no. 1 tahun 2013 tentang system dan prosedur Pengelolaan Keuangan daerah

1 Memahami dasar hukum SPD

2 Memehami anggaran kas, pergeseran dan revisi anggaran
3 Kemampuan mengetik/mengoperasikan dengan Microsoft
4 Mengetahui Peraturan dan Perundang-undangan

ﬁ(eterkaitan

Feralatanlperlengkapan

1. SOP Bidang Anggaran
2. SOP Bidang akuntansi

1 Laptop, komputer
2  Printer dankalkulator
3 ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Penyusunan rencana kegiatan harus dibuat, jika tidak rencana kegiatan menjadi tidak jelas dan berpotensi tidak dapat diselenggarakan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Kabid Ket.
OPD Staf Kasubag Perbend Borbanil Kaban Kelengkapan Waktu Output
- Surat permohonan - Tanda terima surat
Menerima Surat Perintah Membayar (SPM)untuk penerbitan surat perintah permohonan penerbitan

1 [diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari (D— e e i = —)l I pencarian dana (SP2D) surat perintah Pencairan

OPD beserta dokumen kelengkapannya '- Kelengkapan dokumen dana (SP2D)
persyaratan  permohonan '-Kelengkapan dokumen
SP2D persyaratan permohonan
Memeriksa/ meneliti permohonan kelengkapan - Tanda terima surat
dokumen persyaratan permohonan penerbitan surat permohonan penerbitan surat Disposisi
perintah pencairan dana (SP2D) sekaligus perintah Pencairan dana (SP2D) Kasubag

B rmenyesuaikan dengan anggaran kas selanjutnya - Kelengkapan dokumen
memberikan disposisi dan membuat/mengetik draft I"} j persyaratan permohonan
sp2d
Memproses/meneliti permohonan kelengkapan Disposisi Kasubag ismenit JKOmSEP draft surat
dokumen persyaratan permohonan penerbitan surat " Iperintah Pencarian Dana

3 permtah.penca.lran f.ia?na (SP2.D), selanjutnya | L‘L (SP2D) & Kelengkapan
memberikan disposisi untuk diproses dan L==F I dokumen
membuat/mengetik draft sp2d K
Mengkor'ek& draft SP2D dan memeriksa kembali \orsen deaftsurat Pt 10 Menit |Draft surat perintah
kesesualap dana aintara draft SPZI? dengan anggaran Pencarian Dana (SP2D) & pencarian dana (SP2D)

4 [kas, selanjutnyan jika sudah sesuai, maka kasubbag \ Kelengkapan dokumen yang diparaf Staf dan
memberikan paraf pada draft SP2D untuk diteruskan Kasubbid masing-masing
kepada kabid perbendaharaan staf

Ya
Mengkoreksi draft SP2D dan memeriksa kembali ‘ _ Draft surat perintah
kesesuaian dana antara draft SP2D dengan anggaran Draft surat perintah pencarian dana 15 Veni |pencarian dana (sP2D)

5 |kas, selanjutnyan jika sudah sesuai, maka kasubbag ddi (SP2D) yang diparaf staf dan vang diparaf staf, Kasubbid
memberikan paraf pada draft SP2D untuk diteruskan Kasubbid masing-masing staf masing-masing staf & Kabid
kepada Kabid Perbendaharaan dan atau selanjutnya ke Anggaran
Kaban

) . Draft surat perintah pencarian dana Draft siifat bariAtah
Menerima dan menandatangani Draft Surat Perintah A 4 (SP2D) yang diparaf staf, Kasubbid R lpiianl
6 |Pencairan Dana (SP2D) oleh BUD /Kuasa BUD T masing-masing staf & Kabid I5Menlt peiioaran dans, (BRED)
GrfMecg SRS A ditandatangani Kaban (BUD)
freFsadaharaan Kabid Perbendaharaan
(Kuasa BUD)
Memilah dan menyiapkan Surat Perintah Pencairan o
7" Ipana (SP2D) yang sudah ditandatangani Kaban Draft surat perintah pencarian dana _ [Terkirimnya SP2D ke BPD
(SP2D) ditandatangani Kaban 15 Menit {Sumsel dan tembusan

(BUD)/Kabid Perbendaharaan (Kuasa BUD) untuk
BPD Sumsel, Tembusan dan Laporan

(BUD)/Kabid Perbendaharaan (Kuasa
BUD)

diarsipkan




BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN DAERAH

NOMOR SOP
300/ 29 / S0P/ BGPRAD -1V (2021

TGL PEMBUATAN
ol Poustus 202

TGL REVISI

-

DISAHKAN OLEH LSy, Ké‘p,él}a_.B.adan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
matera Selatan

SUB BIDANG AK |

NAMA SOP Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan.

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-undang no 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Kasubbid. Akuntansi |
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah.
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
5. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 68).
6. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Gubernur
nomor 68 tahun 2016 tentang susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Komputer
2. Internet
3. Alat Tulis
4. Printer
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila proses rekap pendapatan terlambat dibuat maka angka yang disajikan dalam LRA
pendapatan daerah tidak sesuai

Disimpan sebagai pendukung dokumen perencanaan lainnya




LRA pendapatan

No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
BankSumsel | Staf | Kasub | Kabid | Bapenda |  Kelenekapan Waktu |  oputput Ket
Bank Sumsel memberikan soft copy dan hard copy STS pendapatan, komputer, . |STS/File
atas transaksi pendapatan D internet H+1tngpal tansaksl pendapatan
Memilah pendapatan berdasarkan data dari soft STS pendapatan, komputer, 60-240 " soft copy
copy dan hard copy sesuai dengan klasifikasi internet e STS/RKUD
3|Membagi STS pendapatan kepada staf pemangku STS pendapatan 15 menit STS pendapatan
Masi ing staf d ke Daftar
A sing - masing mengentry pendapatan STS pendapatan, komputer, LAiam andecaten Vi
SIMDA internet . P p -y o
akan dinnstine
5|Mencetak dan meneliti memo jumal é_D memo jumal, STS/RK 1-2 hari ;';em:iﬁ:‘ :al
. j | yang ditanda
Melakukan posting data dan pemantauan posting a1 fuma N y
6 data pendapatan dari SKPD I lp tangani, STS/RKUD 2 jam LRA harian
pendapatan. komputer.
Awal bulan berikutnya melakukan rekonsiliasi N s STS/RK, file pendapatan, BA rekonsiliasi
7|pendapatan dengan Badan Pendapatan Daerah dan vk NS I komputer, internet dan alat |2 hari g
Bank Sumsel tulis st Bepancs
A - L I-_/ { I— i I visi BA rekon
8|koreksi pendapatan (jika ada) hari i
b il dari Bapenda
Tds
9|P i Ui s " BA rekon yang
enandatanganan berita acara Rekon alat tulis 1jam A »
ditanda tangani
Menyusun laporan realisasi pendapatan, ol ] Laporan realisasi
mingguan/bulanan/triwulan/semester/tahunan &I‘ D ﬂ BAtekon, gl cast SIMDA Spmenc pendapatan
11|Pengarsipan laporan c3< alat tulis 30 menit BArakon'den




BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN
BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN

NOMOR SOP 000/ 20/ 300/ GPkRAD -1V / 2021

TGL PEMBUATAN ol Pgustus 20
TGL REVISI -
TGL EFEKTIF ot Aqustut 2071

DISAHKAN OLEH Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Sumsel

-

A AKHM?F:MUKHLIS SE., M.Si
\ Pembli tﬁ;‘ha Muda / IV.c
e 6@6511993031004

KEUANGAN DAERAH ! :;;
———
SUB BIDANG AK Il NAMA SOP Penyusunan Evaluasi Pertanggungjawaban Kabupaten/Kota
DASAR HUKUM KUALIFIKASI
1. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; | Kasubbid Akuntansi lll
2. Peraturan Presiden Rl Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor|
1781);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan|
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi|
Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Derah Provinsi Sumatera Selatan (Berita
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 68);
6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 26).
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Komputer
2. Internet
3. AlatTulis
4, Printer
5. RKUD
6. STS Pendapatan
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila pertanggung jawaban Laporan Keuangan Kab/Kota tidak dievaluasi maka APBD
tahun anggaran berikutnya terlambat disampaikan

Disimpan sebagai pendukung dokumen perencanaan lainnya




Pelaksana

2 Mutu Baku Ket
No Kegiatan
Kab/ Kota Staff Kasub/ Kabbid B. Hukum Kelengkapan Wa ktu Output
3 - LK
Menerima Dokumen Berupa
1 Laporan Keuangan, Raperda ———————— 130 Menit Tanda Terima
dan Raperkada Kab/Kota - Raperda
- Raperkada
Meneliti Kelengkapan - LK
2 Dokumen tersebutsesuai L= 30 Menit
dengan aturan - Raperda
- Raperkada
- LK
Mengevaluasi Rancangan - Raperda
3 Perda dan Rancangan I I - Raperkada 7 Hari
gperao - Komputer |
1 - Analistis
Koreksi Draft Evaluasi ke Biro .
4 Draft 3 Hari Tanda Terima
Hukum
s Perbaikan Draft Evaluasi l I Perbaikan Draft 1 Hari Tanda Terima
Penerbitan SK l—:l
6 - St T e Draft Final 2 Hari SK
Surat Keputusan
Pendistribusian SK Evaluasi Evaluasi
7 I | S - 1 Hari Tanda Terima
ke Kab/Kota Pertanggung
=== | S| g S5 s
Menunggu Jawaban hasil E:J/ralt K_eputusan
A | I aluasi
8 Evaluasi Pertanggung Ak s -~ 7 Hari Tanda Terima
Jawaban Kab/Kota g8 g
Jawaban
Kab/Kota Menerbitkan Perda/ _ - Perda
9 3 Hari
Raperkada
- Perkada
Memonitoring Tindak Lanjut ) Tindakan Sesuai
10 Z 3 6 Hari Jawaban Kasub
Hasil Evaluasi ;
Evaluasi




BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN
BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN

NOMOR SOP 900/ 31/ S0P /B0KAD - IV ] 2021

TGL PEMBUATAN Ol Rgusius 20U

TGL REVISI =

TGL EFEKTIF ot Aquslus 201

DISAHKAN OLEH Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumsel

loce A I 07
H. AKHVAG MUKHLIS, SE., M.Si
.. Pembirfa Ytama Muda / IV.c

KEUANGAN DAERAH S % NI 2196406211993031004
N——
SUB BIDANG AK Il NAMA SOP Penyusunan Laporan Realisasi Pengeluaran Daerah
DASAR HUKUM KUALIFIKAS|I PELAKSANA:
1. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Kasubbid Akuntansi Il
2. Peraturan Presiden Rl Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi Badan Pengelola KEUANGAN DAN Aset Derah Provinsi Sumatera Selatan (Berita
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 68);
6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 26).
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Komputer
2.Internet
3.AlatTulis
4.5P2D
5.RKUD
6.STS
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila penyusunan Laporan Realisasi Pengeluaran tidak tersusun dengan baik akan
mempengaruhi keakuratan Laporan Keuangan

Disimpan sebagai pendukung dokumen perencanaan lainnya




. Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan - — - Ket
Staf Kasubbid Kabbid Kelengkapan Waktu Output
il Menerima berkas SP2D dan STS dari Bank Sumsel SP2D dan STS 10 Menit LY
Dokumen
' —— : . 4 Kinerja
2. Berkas SP2D dan STS yang telah diterima dicocokan SP2D, STS, Rekening Koran 20 Menit
; 5 £ Dokumen
dengan Rekening Koran
A
3 Formulir d K 15 Menit SEERl
) Mendistribusikan berkas tersebut kepada Staf otmulliv dan Berkas e Dokumen
A
4, Mengelompokkan SP2D dan STS sesuai menurut OPD Formulir dan Berkas 25 Menit Kinerja
v
£ Melakukan entry dan posting SP2D dan Entry STS CP S#2D'dan:3TS BORIE0R Kingrja
- Dokumen
. - Kinerja
6. Pengesahan SP2D B SP2D dan STS 10 Menit _ Penetapa
n
=
T - =
Menyimpan SP2D dan STS sesuai/ menurut OPD SP2D dan STS 10 Mamt Kinega
- LRA
-SP2D - Dokumen
— - Register SP2D ; - Kinerja
, Ll
8 Membuat uji Belanja per triwulan Q -STS 30 Menit - Penetapa
| - Register Penyesuaian Pengurangan Belanja n
- Register Surat Setoran
9. Melakukan Rekonsiliasi Belanja O —» SDA No. 08 30 Menit SDA No. 08
- Kinerja
10 ita A K 1 Hari - Dokumen
’ Melakukan Rekapitulasi Belanja Berita Acara Rekon an - Penetapa

n




2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Taknis|
Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

5. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
(Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 68).

6. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan
Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

NOMOR SOP ool 321360/ BoRR O~ IV [ 202t
TGL PEMBUATAN 0l Rgutius 207
TGL REVISI -
TGL EFEKTIF ol Bguslus 20
DISAHKAN OLEH Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi- Sumsel
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH ' 1 “vren il
PROVINSI SUMATERA SELATAN AI;HMA mgkm:js, SE“.; M.Si
BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN k:f;r“%g,g e
KEUANGAN DAERAH 8% 7
SUB BIDANG AK Il NAMA SOP Penyusunan Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan| Kasubbid Akuntansi lll
Nasional

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan 1. Komputer
2. SOP Penyusunan Laporan Realisasi Pengeluaran 2. Internet
3. Alat Tulis
4. Printer

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila tidak dilakukan maka akan mempengaruhi proses selanjutnya.

Disimpan sebagai pendukung dokumen perencanaan lainnya




PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pelaksana

No Kegiatan : : Mutu Baku Ket
Kaban Kabid Kasub Staf Kelengkapan Waktu output

1
Menerima dan melakukan asistensi atas Laporan Keungan @
SKPD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan (aobran Katar

u
Neraca dengan data pendukungnya apabila sudah sesuai PO - gan 1bulan Tanda Terima Data
: 5 SKPD Mapping Aset

digunakan sebagai bahan penyusunan laporan keungan
Daerah

2
Menyusun Laporan Keungan Daerah yang terdiri atas

{Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus kas, Neraca dan Laporan Keuangan Lemin Konsep Laporan
a - ]

Catatan atas Laporan Keuangan dan menyerahkan Laporan SKPD Mapping Aset eeu Keungan Daerah
ke Kabid

3
Memeriksa Laporan Keuangan Daerah yang disusun D e
Kasubbid jika tidak setuju mengembalikan kepada Konsep Laporan 2iam Konsep Laporan
kasubbid, jika setuju memberi paraf dan mengajukan Keungan Daerah “ Keungan Daerah
kepada Kaban

7 }
Memeriksa Laporan Keuangan Daerah jika tidak setuju

3 o d . Konsep Laporan . _ P

mengembalikan kepada Kabid, jika setuju memberi paraf Ketinean Dactah 2jam Disposisi
dan memerintahkan Kabid untuk dicetak gandakan S

5 Y8 a%
Bersama Kasubbid Akuntansi dan Staf mencetak gandakan . " , Konsep Laporan

Disposisi 2 han

Laporan Keuangan Daerah

Keungan Daerah




NOMOR SOP 900/ 33/50P /BPEAD -1V (2021
TGL PEMBUATAN o\ Agustus 200

TGL REVISI :

TGL EFEKTIF

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN
BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN DAERAH

DISAHKAN OLEH

Ol Agustus 20%
¢ - Kep__ala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sumsel

/ S
E S & P P ;\
' = L RFIT

SUB BIDANG AK Il

NAMA SOP

Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
(Pengesahan Laporan Keuangan DPRD)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI

1. Undang-undang no 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Taknis
Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

5. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
(Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 68).

6. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur
Nomor 68 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Kasubbid Akuntansi Ill

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan 1. Komputer
2. Internet
3. Alat Tulis
4. Printer

5. Peraturan Perundang-undangan

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila tidak dilakukan maka akan mempengaruhi proses selanjutnya.

Disimpan sebagai pendukung dokumen perencanaan lainnya




PENYUSUNAN RAPERDA PERTANGGUNGIAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINS! {PENGESAHAN LAPORAN gﬁiz DPRD)

Pelaksana - Mutu Baku
Kegiatan 5 > Ket
OPD Staf Kasubid Kabid Kaban Sekda Gubernur BPR-RI DPRD Kelengkapan Waktu output
Menerima dokumen Laporan Keuangan darn OPD. D: Laparan Keuangan dari OPD 3 (tiga) bulan Tandaterius Dok o e
dari D

Menerima, memeriksa dan menghimpun Laparan
Keuangan dari OPD serta draft L
Keuangan Pemerintah Daerah.

Dokumen Laparan Keuangan dar OPD

Konsep Draft Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah

iksa dan

ima, draftl

Konsep Draft Laparan Keuangan

Keuangan Pemerintah Daerah untuk dilaporak ke Kepala \/ P intah Daerah, Dok Lap Konsep Draft Laporan xo:mq”“. ””Mu:““m:
Badan. " /u;\ Keuangan dari OPD Daerah yang sudah diperiksa ol i
Menerimadan iksa/i liti draft 1

Keuangan Pemerintah Daerah untuk diserahkan kepada
Gubemur melalui Sekda

T

Konsep Draft Laporan Keuangan
Pemerintah Daerahtelah diperiksaaleh
Kabid

Draft tapaoran Hﬂgwa Pemerintah Daerah
yang sudah diperiksa aleh Kaban

Menerimadan menyerahkan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah kepada Gubemur.

Draft L K i h

P gan ¥

Daerah

Draft Laparan Keuangan Pemerintah Daerah
yang Disetujui aleh Gubernur

ima dan Y hk L K
Pemerintah Daerah kepada BPK-RI untuk di Audit.

Laparan Keuangan Pemerintah Daerah
yang Disetujui aleh Guernur

Hasil Audit dan Opini dari BPK-Rl atas
Laparan Keuangan Pemerintah Daerah

Menerima hasil AuditLaporan Keuangan Daerah dari BPK-
RI untuk ditindaklanjuti oleh BPKAD.

Hasil Audit dan Opini dari BPK-R! atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang
sudah ditindaklanjuti sesuai dengan Hasil
Audit BPK-RI. Ranc. Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
(Audited).

Menerima dan indaklanjuti hasil Auditl
Keuangan Daerah dari BPK-RI serta menyusun Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

Hasil Audit dan Opini dari BPK-Rl atas
Laparan Keuangan Pemerintah Daerah

Menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah
disusun untuk diserahkan ke pada Gubernur melalui Sekda

Laparan Keuangan Pemerintah Daerah
yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil
Audit BPK-RI. Ranc. Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

(Audited).

Menerima dan menyerahkan Rancangan Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk dibahas
bersama DPRD.

Ranc. Pertda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
(Audited).

Ters.
Daerah te g Per Tl
Pelaksanaan APBD (Audited] kepada DPRD
untuk dibahas bersama.

gan Peraturan
erak




NOMOR SOP 900/34 300/ BPKRAD -V /202]

TGL PEMBUATAN ol Pgustus 200

TGL REVISI &

TGL EFEKTIF ot Pguslus 200

DISAHKAN OLEH ~~~+. 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

_—Proyinsi Sumsel

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN
BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN DAERAH

MUKHLIS, SE., M.Si
ma Muda / IV.c

SUB BIDANG AK IlI NAMA SOP Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLUD
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan| Kasubbid Akuntansi Ill

Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Taknis|
Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

5. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
(Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 68).

6. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan
Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan 1. Komputer
2. SOP Penyusunan Laporan Realisasi Pengeluaran 2. Internet
3. Alat Tulis
4. Printer
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila tidak dilakukan maka akan mempengaruhi proses selanjutnya. Disimpan sebagai pendukung dokumen perencanaan lainnya




PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA BLUD

Pelaksana __ Mutu Baku e ]
Bagian
No Kegiatan Ket
& BLUD Umum Kaban Kabid Kasub Staf Kelengkapan Waktu output
Sekretariat
1 |Menerima dan mencatat surat masuk
pengesahan pendapatan dan belanja BLUD ﬁ— 9{—l Surat Pengantar, Permyataan
— tanggungjawab, laporan reliasasi
me disposisi
pendapatan dan belanja, rekening koran. 30 it 2
dan BA rekonsiliasi RK BLUD dan LRA
2 |Mendisposisikan kepada kabid untuk proses
pembuatan SP28 T *)‘ F Surat Pengantar, Pernyataan
tanggungjawab, laporan reliasasi . W
di
i B s sl e pendapatan dan belanja, rekening koran, SO rusnit SRasist
dan BA rekonsiliasi RK BLUD dan LRA
3 |Menindaklanjuti sesuai disposisi
Surat Pengantar, Pernyataan
tanggungjawab, laporan reliasasi £y 3
ispos
il 1 pendapatan dan belanja, rekening koran, SO I att s £
=== & | | | dan BA rekonsiliasi RK BLUD dan LRA
4 |Mengkoreksi dan meneliti kelengkapan berkas
sP38
alat tulis 60 menit
T b
\"G
S |Proses Pembuatan SP2B di SIMDA
:l BA rekon, aplikasi SIMDA 30 menit
6 |Mencetak SP2B yang telah di entry
] alat tulis 30 menit Form SP28B
—=_ e s e = Seat i e =i s
7 |Penandatanganganan SP2B
ot SP28B telah
. ditandatangani
8 |Pengarsipan laporan dan mendistribusikan
k BLUD )I |
Spada alat tulis 30 menit sP2B
9 |BLUD menerima SP2B yang telah disetujui

sSP2B




NOMOR SOP 1|90 /3% /S0P / ePkAD -V (2021
TGL PEMBUATAN | 0\ Aguilus 20694
TGL REVISI il =
TGL EFEKTIF | ot Aqustus 209
DISAHKAN OLEH KEPALA,
S b
HE o :'.,_% )
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 LTy P9
BIDANG PENGELOLAAN BMD \S "H-AKHMAD MUKHLIS, SE., M.Si
SUBBID PERENCANAAN DAN PENGAWASAN BMD Pembing/Utama Muda
872 2NIP-186406211993031004
NAMA SOP Penerimaan BPKB Asli dafi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan.

1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan SMA sederajat

2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Perencanaan dan Pengawasan BMD

3. Menguasai Pengoperasian Komputer

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Peminjaman BPKB Asli oleh Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Komputer/Printer/ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat
terlaksananya penyimpanan bukti kepemilikan aset sesuai
dengan aturan

1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy
2. Dl




SOP PENERIMAAN BPKB ASLI

PELAKSANA MUTU BAKU
KEGIATAN KET
SUBBAGIAN UMUM
KABAN KABID KASUBBID PELAKSANA OPD RAN Wakt t

DAN KEPEGAWAIAN BE GKAS Kelengkapan aktu Outpu
Menyerahkan Surat Penyerahan dengan Drafts : oot Draft surat penyerahan dan
melampirkan Berita Acara dari OPD _ra ool b ?n A ” berita acara dengan dibuat
Kepada Subbagian Umum dan 3 Berita Acara Masuk dari OPD ke | 10 Menit lemibar disposisi dan:riasukke
Kepegawaian Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Badan

D
Kepala Badan Menelaah isi surat untuk . raft 2urat penyeraha.n €on Draft surat penyerahan dan
selanjutnya memberikan disposisi L I bevita:desi denggan dibuat 10 Menit berita acara dengan telah
lembar di isid suk ke
disesuaikan dengan tupoksi bidang a0 d’l(sposlas; Z" ma. disposisi Kepala Badan
epala Badan

Kabid Menerima dan mempelajari surat Draft Surat Penyerahan dan

masuk yang sudah didisposisi, < 2 e Draft surat penyerahan dan
Selaniutnya memerintahkan Kasubbid v] | bKerLta a;ira del?ga: d’I(SDOSlISI S Menit Berita Acara telah didisposisi
aban diteruskan ke Kepala

untuk Mendistribusikan kepada bidang ; Kepala Bidang

melalui Pelaksana Bidang

Menerima dan meneli

stidah didlsposs:ey:ngl :g:;]g;ii:k yang I | Draft surat penyerahan dan Draft surat penyerahan dan

memerintahkan Pelaksana untuk L Berita Acara telah didisposisi S Menit | Berita Acara telah didisposisi

mendistribusikannya Kepala Bidang ke Kasubbid Kasubid ke Pelaksana

Menenma surat masuk yang sudah

didispoesisi serta mencatat hasil disposisi Draft surat penyerahan dan Draft surat penyerahan dan

dan meneruskan surat masuk sesuai Berita Acara telah didisposisi | 5 Menit Berita Acara diteliti oleh

disposisumengoandakaniyang Kasubid ke Pelaksana Pelaksana

selanjutnya didistribusikan ke bidang

Berita Acara Penyerahan dan Asli BPKB X o
an dan Asli T : R,

: Draft surat penyerahan dan Draft Berita Acara Diteliti dan |Diteruskan
dfcek o !Ika il \ Berita Acara diteliti oleh 10 Menit telaah dengan diminta ash Tidak
diproses lebih lanjut jika tidak sesuai akan / B ‘Dikembalika
dikembalikan kepada Pengguna Barang v Pelaksana BPKB kepada OPD n Ke OPD
Berita Acara ditelaah apabila telah sesuai Draft Berita Acara Diteliti dan Berita Acara ditandatangani
ditandatangani oleh Kepala Badan telaah Kaban dengan dilampirkan| 10 Menit Kaban dan Ka OPD yang

asli BPKB bersangkutan
Berita Acara beserta Asli BPKB
BPKB direkap di komputer dan di file { l-i l Turun dari Kaban ke Kasubbid 5 Menit Berita Acara ditandatangani
yang membidangin dan dan BPKB direkap pelaksana
diteruskan ke pelaksana
4
BPKB difotokopi untuk arsip di BPKAD | | Beritfa Acara dan]B:KB aslidi 5 Menit Asli BPKi d:lmpar:(pelaksana
otocopy pelaksana e berangkas

BPKB di simpan di Berangkas 5 Asli BPKB d:impar:(pelaksana ke St Asli BPKi dibsimpar; pselaksana
( ) erangkas e berangka




BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BIDANG PENGELOLAAN BMD
SUBBID PERENCANAAN DAN PENGAWASAN BMD

NOMOR SOP

1900/ 36 /300 / B0xnD -V [209)

TGL PEMBUATAN - |1 Bgustus 202
TGL REVISI -
TGL EFEKTIF :| oL Aguitus 202

DISAHKAN OLEH

~ KEPALA,

H. AKHMAD MUKHLIS, SE., M.Si
N8 x;ng_n,‘;‘,hiantama Muda
SUNIP-196406211993031004

NAMA SOP

Peminjaman BPKB Asli oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan.

1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan SMA sederajat
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Perencanaan dan Pengawasan BMD
3. Menguasai Pengoperasian Komputer

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Penerimaan BPKB Asli dari Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Komputer/Printer/ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat
terlaksananya penyimpanan bukti kepemilikan aset sesuai
dengan aturan

1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy

2. DIl




SOP PEMINJAMAN BPKB ASLI

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN SUBBAGIAN KET
KABAN KABID KASUBBID PELAKSANA UMUM DAN OPD Kelengkapan Waktu Output
KEPEGAWAIAN

OPD menyerahkan surat dan diterima

e

1 1 J ; Surat masuk dengan lembar
Subagian Umum dan Kepegawaian Surat Masuk, Lembar Disposisi 5 Menit dispasisi
Kepala Badan Menelaah isi surat untuk ) v
selanjutnya memberikan disposisi Surat masuk dengan lembar | Surat masuk telah didisposisi
2 . ; o X W, 10 Menit
disesuaikan dengan tupoksi bidang disposisi Kepala Badan
Kepala Bidang Menerima dan
mempelajari surat masuk yang sudah g iz Surat masuk telah didisposisi
3 |didisposisi, Selaniutnya memerintahkan > Surat masuk telah didisposisi 10 Menit Kebala Bidan
Kasubbid untuk Mendistribusikan kepada Kepala Badan £Ra g
bidang melalui Pelaksana
Menerima dan meneliti surat masuk - =
yang sudah didisposisi yang selanjutnya > Surat masuk telah didisposisi 4 Surat masuk telah didisposisi
4 . K S Menit )
memerintahkan Pelaksana untuk 3 Kepala Bidang Kasubbid
mendistribusikannya
Menerima surat masuk yang sudah 5 ’
didisposisi serta mencatat hasil disposisi Draft Surat Berita Acara
5 |dan meneruskan surat masuk sesuai Draft Surat Berita Acara 5 Menit | ditandatangani Kasubbid yang
disposisi/ serta menindaklanjuti surat membidangi
tersebut dengan Berita Acara
Y Berita Acara telah
ditandatangani Kasubbid dan
y . fafdiand - diserahterimakan Asli BPKB
6 Menygrahkan permintaan OPD terhadap Berita Acara telah ditandatangani S Menit kepada OPD dan
peminjaman BPKB

Kasubbid

ditandatangani Pejabat
Penatausahaan BMD OPD

terkait




BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BIDANG PENGELOLAAN BMD
SUBBID PERENCANAAN DAN PENGAWASAN BMD

NOMOR SOP 1| g0l 37 1500 /BPKAD - v [ 2021

TGL PEMBUATAN ;| ot Pqustug 2021
TGL REVISI -
TGL EFEKTIF i | ot Agustus 202

DISAHKAN OLEH

KEPALA,

. 196406211993031004

NAMA SOP

Provinsi Sumatera Selatan

Peminjaman Sertipikat Asli oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan.

1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan SMA sederajat

2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Perencanaan dan Pengawasan BMD

3. Menguasai Pengoperasian Komputer

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Penerimaan Sertipikat Asli dari Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Komputer/Printer/ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat
terlaksananya penyimpanan bukti kepemilikan aset sesuai
dengan aturan

1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy
2. Dil




SOP PEMINJAMAN SERTIPIKAT ASLI

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN KET
KABAN KABID KASUBBID PELAKSANA SHBRAGIAN UNLIN OPD Kelengkapan Waktu Output
DAN KEPEGAWAIAN
OPD menyerahkan surat dan diterima i:(—_-(:) o Ao ’ Surat masuk dengan lembar
1 Subagian Umum dan Kepegawaian Surat Masuk, Lembar Disposisi S Menit dispoNE;
Kepala Badan Menelaah isi surat untuk : ol
selanjutnya memberikan disposisi Surat masuk dengan lembar . Surat masuk telah didisposisi
: i : o 10 Menit
disesuaikan dengan tupoksi bidang disposisi Kepala Badan
Kepala Bidang Menerima dan
mempelajari surat masuk yang sudah Surat masuk telah didisposisi | Surat masuk telah didisposisi
3 |didisposisi, Selaniutnya memerintahkan > | 10 Menit Kebala Bidan
Kasubbid untuk Mendistribusikan kepada L Kepala Badan chasa;olcang
bidang melalui Pelaksana
Menerima dan meneliti surat masuk yang .
sudah didisposisi yang selanjutnya > Surat masuk telah didisposisi ! Surat masuk telah didisposisi
4 3 | | 5 Menit :
memerintahkan Pelaksana untuk Kepala Bidang Kasubbid
mendistribusikannya
Menerima surat masuk yang sudah :
didisposisi serta mencatat hasil disposisi Draft Surat Berita Acara
5 |dan meneruskan surat masuk sesuai Draft Surat Berita Acara 5 Menit | ditandatangani Kasubbid yang
disposisi/ serta menindaklanjuti surat membidangi
tersebut dengan Berita Acara
1
Berita Acara telah
ditandatangani Kasubbid dan
Menyerahkan permintaan OPD terhadap Berita Acara telah ditandatangani . |diserahterimakan Asli Sertipikat
6 S i 5 Menit % 2
peminjaman Sertipikat Kasubbid dan ditandatangani Pejabat
Penatausahaan BMD OPD
terkait




BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BIDANG PENGELOLAAN BMD
SUBBID PERENCANAAN DAN PENGAWASAN BMD

NOMOR SOP | a0l 3%/ soP/BPRRD -V I 2621
TGL PEMBUATAN . | ot Rqustus 202
TGL REVISI A=
TGL EFEKTIF ‘| ot Pgustus 2021
DISAHKAN OLEH
“UNIP. 196406211993031004
NAMA SOP Penerimaan Sertpikat Asli dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan.

1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan SMA sederajat

2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Perencanaan dan Pengawasan BMD

3. Menguasai Pengoperasian Komputer

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Peminjaman Sertipikat Asli oleh Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Komputer/Printer/ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat
terlaksananya penyimpanan bukti kepemilikan aset sesuai
dengan aturan

1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy
2. Dll




SOP PENERIMAAN SERTIPIKAT ASLI

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN RER
SUBBAGIAN UMUM
KABAN KABID KASUBBID PELAKSANA PD Wakt Output
DAN KEPEGAWAIAN (o] BERANGKAS Kelengkapan aktu utpu
Menyerahkan Surat Penyerahan dengan Draft Surat Penyerahan Draft surat penyerahan dan
1 melampirkan Berita Acara dari OPD dan Berita Acara Masuk | berita acara dengan dibuat
Kepada Subbagian Umum dan < o 5 10 Menit X oA
K ; A dari OPD ke Bagian Umum lembar disposisi dan masuk
epegawaian dan Kepegawaian ke Kepala Badan
A
Kepala Badan Menelazah isi surat untuk Zraf_t s pznyerah:r\bdart\ Draft surat penyerahan dan
2 |selanjutnya memberikan disposisi Erta acara cengan CIbUaL| 4 \ronit | berita acara dengan telah
disesuaikan dengan tupoksi bidang ° lembar disposisi dan masuk disposisi Kepala Badan
ke Kepala Badan
Kabid Menerima dan mempelajari surat Draft Surat Penyerahan
masuk yang sudah didisposisi, - Draft surat penyerahan dan
3 |Selaniutnya memerintahkan Kasubbid ll | (_ﬂan b_erlta acara.dengan 5 Menit Berita Acara telah
untuk Mendistribusikan kepada bidang disposisi Kaban diteruskan didisposisi Kepala Bidang
melalui Pelaksana ke Kepala Bidang
Kasubbid Menerima dan meneliti surat |_ Draft surat penyerahan dan Draft surat penyerahan dan
4 rnasu_k yang sudah didisposisi yang " Berita Acara telah R Berita Acara telah
selanjutnya memerintahkan Pelaksana didisposisi Kepala Bidang i didisposisi Kasubid ke
untuk mendistribusikannya ke Kasubbid Pelaksana
Menerima surat masuk yang sudah
didisposisi serta mencatat hasil disposisi . S SUIiat penyera' ERE Draft surat penyerahan dan
5 |dan meneruskan surat masuk sesuai l Berita .A.ca'a e _ah 5 Menit | Berita Acara diteliti oleh
disposisi/ menggandakan yang didisposisi Kasubid ke S
selanjutnya didistribusikan ke bidang Pelaksana
Berita Acara Penyerahan dan v Y? :
AsliSertipikat dicek apakah sesuai jika U Draft surat penyerahan dan Draft Berita Acara Diteliti D‘lleruskan
6 |sesuai akan diproses lebih lanjut jika tidak < Berita Acara ditelitioleh | 10 Menit | dan telaah dengan diminta T[;fk e
sesuai akan dikembalikan kepada : ‘Dikem
Pelaksana asli BPKB kepada OPD
Pengguna Barang Y, # n Ke OPD
. Berita Acara ditelaah apabila telah sesuai |—J—’ Draft Berita Acara Diteliti : A Berita A-cara
ditandatangani oleh Kepala Badan {3 dan telaah Kaban dengan | 10 Menit | ditandatanganiKaban dan
dilampirkan asli BPKB Ka OPD yang bersangkutan
Berita Acara beserta Asli
'II | BPKB Turun dari Kaban ke Berita Acara
8 |Sertipikat direkap di komputer dan di file Kasubbid yang 5 Menit | ditandatanganidan BPKB
membidangin dan direkap pelaksana
diteruskan ke pelaksana
=z : : = \ 4
9 Sertipikat difotokopt untuk arsip di - | Berita Acara danBPKBasli | _ . Asli BPKB disimpan
BPKAD X S Menit
di fotocopy pelaksana pelaksana ke berangkas
10 | Sertipikat di simpan di Berangkas Asli BPKB disimpan 5 Menit Asli BPKB disimpan
! pelaksana ke berangkas pelaksana ke berangkas




BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BIDANG PENGELOLAAN BMD
SUBBID PERENCANAAN DAN PENGAWASAN BMD

NOMOR SOP ‘|laoo /20 /soe/beraDn-vI 2021
TGL PEMBUATAN | 01 Agustus 2021

TGL REVISI -

TGL EFEKTIF ;| ot Aguitus 202

DISAHKAN OLEH

pA)
H._}AK!;_IMAD MUKHLIS, SE., M.Si
755 Pembina Utama Muda
S==NIP. 196406211993031004

NAMA SOP

Pengajuan draft Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pengelola Barang,
Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola Barang

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan.

1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan S1 sederajat
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Perencanaan dan Pengawasan BMD
3. Menguasai Pengoperasian Komputer

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pengajuan draft Keputusan Gubernur tentang
Penetapan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna
Barang

2. SOP Pengajuan draft Keputusan Gubernur tentang
Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang dan
Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang
Pembantu

Komputer/Printer/ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat
terlaksananya Proses Pengelolaan Barang Milik Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan yang baik

1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy

2. DIl




SOP Pengajuan draft Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola Barang

PELAKSANA

MUTU BAKU
NO KEGIATAN KET
BIRO HUKUM KABAN KABID KASUBBID PELAKSANA Kelengkapan Waktu Output

Pellak.setma mengl;omtp:\llasti dg” inventarisasi, draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan
selanjutnya membuat Nota Dinas

1 bertandatangan Kaban dan draft Kepitusan Kaban dan draft Keputusan Gube.rnur tentang 2 hari Kaban dan draft Keputusan Gubernur
Gubernur tentang Penetapan Pengelola Penetapan Pengelola Barang, Pejabat ketja tentang Penetapan Pengelola Barang,
Barang, Pejabat Penatausahaan Barang dan Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pejabat Penatausahaan Barang dan
Pengurus Barang Pengelola Barang Pengelola Barang Pengurus Barang Pengelola Barang
draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan
Kaban'dan draft Keputusan Gubemur tentang Kaban dan draft Keputusan Gubernur tentang Kaban dan draft Keputusan Gubernur

, |Penetapan Pengelola Barang, Pejabat b p iola B beiah Menit |tentang Penetapan Pengelola Barang,
Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang enetapan Pengelola Barang, Pejabat 10 Menit Pejabat Penatausahaan Barang dan
Pengelola Barang ke Kasubbid untuk di Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengurus Barang Pengelola Barang
koreksi Pengelola Barang berparaf Kasubbid
draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan b " draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan
Kaban dan draft Keputusan Gubernur tentang '(ira;t N%ta D(;nafst'. Eengajuan ?ser;andatangan Kaban dan draft Keputusan Gubernur

5 |Penetapan Pejabat Pengelola Barang, Pejabat aban dan dratt Kepitusan Gubemur lentang

Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang
Pengelola Barang di ajukan ke Kabid untuk di
koreksi

tentang Penetapan Pengelola Barang,
Pejabat Penatausahaan Barang dan
Pengurus Barang Pengelola Barang
berparaf Kasubbid dan Kabid

Penetapan Pengelola Barang, Pejabat 10 Menit
Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang
Pengelola Barang berparaf Kasubbid

draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan
Kaban dan draft Keputusan Gubernur tentang
Penetapan Pengelola Barang, Pejabat
Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang
Pengelola Barang berparaf Kasubbid dan
Kabid untuk ditandatangani dan di Paraf Kaban

draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan
Kaban dan draft Keputusan Gubernur tentang
Penetapan Pengelola Barang, Pejabat
Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pejabat Penatausahaan Barang dan
Pengelola Barang berparaf Kasubbid dan Pengurus Barang Pengelola Barang
Kabid berparaf Kasubbid dan Kabid dan Kaban

draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan
Kaban dan draft Keputusan Gubernur

10 Menit tentang Penetapan Pengelola Barang,

Nota Dinas pengajuan bertandatangan Kaban
dan draft Keputusan Gubernur tentang
Penetapan Pengelola Barang, Pejabat
Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang
Pengelola Bara ng berparaf Kasubbid dan
Kabid dan Kaban di ajukan ke Biro Hukum
Untuk Proses L anjut

Nota Dinas pengajuan bertandatangan Kaban Nota Dinas pengajuan bertandatangan
dan draft Keputusan Gubernur tentang Kaban dan draft Keputusan Gubernur
Penetapan Pengelola Barang, Pejabat 1 hari |tentang Penetapan Pengelola Barang,

_ |Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang kerja |Pejabat Penatausahaan Barang dan

Pengelola Barang berparaf Kasubbid dan Pengurus Barang Pengelola Barang berparaf
Kabid dan Kaban Kasubbid dan Kabid dan Kaban




BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BIDANG PENGELOAAN BMD
SUBBID PERENCANAAN DAN PENGAWASAN BMD

NOMOR SOP 1| Qvo/up | soP/BPKRRD - V202
TGL PEMBUATAN 1| 0! Rguytus 2021

TGL REVISI -

TGL EFEKTIF 1| or Pgustus 2021

DISAHKAN OLEH

~ KEPALA,

H. AKHMAD MUKHLIS, SE., M.Si
- Pembifia’'Utama Muda
- NIP-196406211993031004

NAMA SOP

Pengajuan draft Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pengguna Barang
dan Kuasa Pengguna Barang

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan.

1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan S1 sederajat
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Perencanaan dan Pengawasan BMD
3. Menguasai Pengoperasian Komputer

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pengajuan draft Keputusan Gubernur tentang
Penetapan Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan
Barang dan Pengurus Barang Pengelola Barang

2. SOP Pengajuan draft Keputusan Gubernur tentang
Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang dan
Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang
Pembantu

Komputer/Printer/ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat
terlaksananya Proses Pengelolaan Barang Milik Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan yang baik

1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy

2. DIl




SOP Pengajuan draft Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN KET:
um
BIRO HUKUM KABAN KABID KASUBBID PELAKSANA o i e OoPD Kelengkapan Waktu Output
DAN KEPEGAWAIAN
OPD mengajukan surat usulan Nama Pejabat —| BG
untuk ditetapkan dalam Keputusan Gubernur surat usulan Nama Penaquna Barang dan

1 |tentang Penetapan Pengguna Barang dan Roamsn Ponacuns Barangg 9 10 Menit Disposisi untuk di Proses
Kuasa Pengguna Barang kepada BPKAD a9 9
melalui Bagian Umum dan Kepegawaian
Kaban memberikan disposisi disesuaikan
dengan tupoksi bidang dan selanjutnya Kabid 3 i : : : i ?

2 S o : diP
memberikan disposisi disesuaikan dengan L Disposisi untuk di Proses 5 Menit Disposisi untuk di Proses
tupoksi Kasubbid

3 Kasubbid memberikan disposisi disesuaikan I | Disposisi untuk di Proses 5 Menit Disposisi untuk di Proses

dengan tupoksi Pelaksana

Pelaksana mengkompilasi dan inventarisasi
terhadap usulan OPD, selanjutnya membuat

draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan

draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan

4 Nota Dinas bertandatangan Kaban dan draft Kaban dan draft Keputusan Gubernur tentang| 14 hari |Kaban dan draft Keputusan Gubernur
Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penetapan Pejabat Pengguna Barang dan kerja  [tentang Penetapan Pengguna Barang dan
Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Kuasa Pengguna Barang Kuasa Pengguna Barang
Barang
draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan

5 Kaban dan draft Keputusan Gubernur tentang | ] Kaban dan draft Keputusan Gubernur tentang 10 Menit Kaban dan draft Keputusan Gubernur tentang
Penetapan Pengguna Barang dan Kuasa | Penetapan Pengguna Barang dan Kuasa 0 Penetapan Pengguna Barang dan Kuasa
Pengguna Barang ke Kasubbid untuk di koreksi Pengguna Barang Pengguna Barang berparaf Kasubbid
draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan ’ draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan
Kaban dan draft Keputusan Gubernur tentang I I ira: f:zlanl)(;:a: ::ngm?i::: gi%z::j:f;g\;z Kaban dan draft Keputusan Gubemur tentang

7 |Penetapan Pejabat Pengguna Barang dan | pana( an Pean r?a Barang dan Kilasa 9 10 Menit |Penetapan Pengguna Barang dan Kuasa
Kuasa Pengguna Barang berparaf Kasubbid di p: © aup:waa Bara?\guber e Isasubbi q Pengguna Barang berparaf Kasubbid dan
ajukan ke Kabid untuk di koreksi ngg Sleita Kabid
draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan
Kaban dan draft Keputusan Gubernur tentang I I Kaban dan draft Keputusan Gubernur tentang Kaban dan draft Keputusan Gubernur tentang

8 |Penetapan Pengguna Barang dan Kuasa __| Penetapan Pengguna Barang dan Kuasa 10 Menit |Penetapan Pengguna Barang dan Kuasa
Pengguna Barang berparaf Kasubbid dan Kabid Pengguna Barang berparaf Kasubbid dan Pengguna Barang berparaf Kasubbid dan
untuk ditandatangani dan di Paraf Kaban Kabid Kabid dan Kaban
Nota Dinas pengajuan bertandatangan Kaban Nota Dinas pengajuan bertandatangan Kaban Nota Dinas pengajuan bertandatangan
ﬁan d{aﬁ K?l{tusalanubtemurrt‘emar;g dan draft Keputusan Gubernur tentang 1Hari Kaban dan draft Keputusan Gubernur

enetapan Pejabat Penatausahaan Pengguna ari

9 P Barang dan
Barang dan Kuasa Pengguna Barang berparaf Penetapan Pengguna Barang dan Kuasa Kerfs tentang Penetapan Pengguna g

Kasubbid dan Kabid dan Kaban di ajukan ke
Biro Hukum Untuk Proses Lanjut

Pengguna Barang berparaf Kasubbid dan
Kabid dan Kaban

Kuasa Pengguna Barang berparaf Kasubbid
dan Kabid dan Kaban




BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BIDANG PENGELOLAAN BMD
SUBBID PERENCANAAN DAN PENGAWASAN BMD

NOMOR SOP

1|60 /UL /S0P /BPRAD -V /2020

TGL PEMBUATAN [ 0\ Rgusdus 2ou
TGL REVISI -
TGL EFEKTIF ol Agustur 20 AT P\
DISAHKAN OLEH 'KE’PALA,

,‘.J ¥ . . : ,

e s J(_A

] _ HAKQMAD MUKHLIS, SE., M.Si
% Pembina Utama Muda
~NIP. 196406211993031004

NAMA SOP Pengajuan draft Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pejabat

Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus
Barang Pembantu

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan.

1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan S1 sederajat
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Perencanaan dan Pengawasan BMD
3. Menguasai Pengoperasian Komputer

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pengajuan draft Keputusan Gubernur tentang
Penetapan Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan
Barang dan Pengurus Barang Pengelola Barang

2. SOP Pengajuan draft Keputusan Gubernur tentang
Penetapan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna
Barang

Komputer/Printer/ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat
terlaksananya Proses Pengelolaan Barang Milik Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan yang baik

1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy

2. DIl




SOP Pengajuan draft Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu

NO

PELAKSANA

MUTU BAKU

KEGIATAN

BIRO HUKUM

KABAN

KABID

KASUBBID

PELAKSANA

SUBBAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN

oPD

Kelengkapan

Waktu

Output

KET

OPD mengajukan surat usulan Nama Pejabat
untuk ditetapkan dalam Keputusan Gubemnur
tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan

[T

=8

surat usulan Nama Pejabat Pejabat

1 S . i -
Barang dan Pengurus Barang Pengguna dan g::atatﬁ:z::npziraur;asdgr; rl;’zng:;u:biizng 10 Menit Disposisi untuk di Proses
Pengurus Barang Pembantu kepada BPKAD ed ? %
melalui Bagian Umum dan Kepegawaian
Kaban memberikan disposisi disesuaikan
dengan tupoksi bidang dan selanjutnya Kabid 5 A : 2 2 i :
2 memberikan disposisi disesuaikan dengan Disposisi untuk di Proses S Menit Disposisi untuk di Proses
tupoksi Kasubbid ] I
3 Kasubbid mem_benkan SiSposisl djsesusikan Disposisi untuk di Proses S Menit Disposisi untuk di Proses
dengan tupoksi Pelaksana
Pelaksana mengkompilasi dan inventarisasi
terhadap usulan OPD, selanjutnya membuat draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan
Nota Dinas bertndatangan Kaban dan draft — Kaban dan draft Keputusan Gubernur tentang Sahan Kaban dan draft Keputusan Gubernur
4 Keputusan Gubemur tentang Penetapan | Penetapan Pejabat Penatauszhaan Barang o tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan
:ejabat;‘enatausahaan Barang dan Pengurus dan Pengurus Barang Pengguna dan el Barang dan Pengurus Barang Pengguna dan
g ddunacatiergln s bamng Pengurus Barang Pembantu Pengurus Barang Pembantu
Pembantu
draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan
Kaban dan draft Keputusan Gubemur tentang
Kaban dan draft Keputusan Gubernur tentang I Kaban dan draft Keputusan Gubernur tentang pacy PoihalP rerauUahasn Bara
5 |Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang dan Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang 10 Menit d::zzzggru:JBarang Penguguna dan g
pengurus Barang Pengguna t?an Pengu_rus J dan Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu berparaf
Barang Pembantu ke Kasubbid untuk di koreksi Pengurus Barang Pembantu Kasubbid
draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan - i draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan
Kaban dan draft Keputusan Gubernur tentang I _JI zra:ar:(:: Ei;?:; :englajuan ger;andatfngtan Kaban dan draft Keputusan Gubernur tentang
7 Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang dan Pzne(a : Pe‘aba?%e?\:?anus:hae;uéaf:nang 16 Menit Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang
Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus dan P pa JB e P dan P 9 €N dan Pengurus Barang Pengguna dan
Barang Pembantu berparaf Kasubbid di ajukan N sehguns Sarang Fengduna an SUgtEuS Pengurus Barang Pembantu berparaf
- . Barang Pembantu berparaf Kasubbid
ke Kabid untuk di koreksi Kasubbid dan Kabid
draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan
Kaban dan draft Keputusan Gubemur tentang 1, Kaban dan draft Keputusan Gubernur tentang Kaban dan draft Keputusan Gubemur tentang
8 Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang dan Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang 10 Menit Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang
Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus dan Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus et ldan Pengurus Barang Pengguna dan
Barang Pembartu berparaf Kasubbid dan Kabid Barang Pembantu berparaf Kasubbid dan Pengurus Barang Pembantu berparaf
untuk ditandatangani dan di Paraf Kaban Kabid Kasubbid dan Kabid dan Kaban
Nota Dinas pengajuan bertandatangan Kaban Nota Dinas pengajuan bertandatangan Kaban Nota Dinas pengajuan bertandatangan
g:_“::ﬁ i:ipt{lus:‘anub;mur:‘emarég 4 dan draft Keputusan Gubernur tentang Kaban dan draft Keputusan Gubernur
9 Pengurzz Ba?a]ig Per;e;:un:s:a:ilnga;ra:sg i Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang 1hari |tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan
Barang Pembantu berparaf Kasubbid dan Kabid dan Pengurus Barang Pengguna dan kerja |Barang dan Pengurus Barang Pengguna dan

dan Kaban di a jukan ke Biro Hukum Untuk
Proses Lanjut

Pengurus Barang Pembantu berparaf
Kasubbid dan Kabid dan Kaban

Pengurus Barang Pembantu berparaf
Kasubbid dan Kabid dan Kaban




BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BIDANG PENGELOLAAN BMD
SUBBID PERENCANAAN DAN PENGAWASAN BMD

NOMOR SOP *| aoo/ua] sop feokaD -ul 2021
TGL PEMBUATAN 1| 0y Agustus 202
TGL REVISI ] -
TGL EFEKTIF o\ Rqusius 2021 .
DISAHKAN OLEH o KEPALA,
5:"45!:& A PiGELs ' -~
H. AKHMAD MUKHLIS, SE., M.Si
> ~Pembina Utama Muda
=NIP-196406211993031004
NAMA SOP :| Penelaahan usulan RKBMD dan RKPBMD dari Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan.

1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan S1 sederajat

2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Perencanaan dan Pengawasan BMD

3. Menguasai Pengoperasian Komputer

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Penetapan RKBMD dan RKPBMD Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan

Komputer/Printer/ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat
tercapainya penganggaran yang efektif dan efisien

1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy
2. DIl




SOP Penelaahan usulan RKBMD dan RKPBMD dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN KET
SEKDA Asisten Il KABAN KABID KASUBBID PELAKSANA SUBBAGIAN LIMUM OPD Kelengkapan Waktu Output
DAN KEPEGAWAIAN
OPD menyerahkan Surat Usulan RKBMD dan :l(_ Surk Us}‘la" RKBM? dan_RKPBMD dengan
RKPBMD dengan melampirkan Rekapitulasi melampirkan Rekapitulasi Jabatan,
Jabatan, Rekapitulasi Pegawai (ASN dan Non Rekapitulasi Pegawai (ASN dan Non ASN),
1 |ASN), Layout bangunan Kantor) dan Laporan Layout bangunan Kantor) dan Laporan dari 10 Menit Disposisi untuk di Proses
dari SIMDA Bar_ang (Laporan Rekapitulasi SIMDA Barang (Laporan Rekapitulasi Barang
Barang Per Jenis Barang) i
Kepada Subbagian Umum dan Kepegawaian PerdenisBarang)
L
& 9 ke Bagian Umum dan Kepegawaian
Kaban memberikan disposisi disesuaikan
dengan tupoksi bidang dan selanjutnya Kabid - o . 2 - - ]
2 memberikan disposisi disesuaikan dengan Disposisi untuk di Proses 5 Menit Disposisi untuk di Proses
tupoksi Kasubbid
Kasubbid memberikan disposisi disesuaikan } | : % 2 g . _ .
2 dengan tupoksi Pelaksana Disposisi untuk di Proses S Menit Disposisi untuk di Proses
Pelaksana melakukan telaahan dengan Surat Usulan RKBMD dan RKPBMD dengan
er:)r;:Jand'n?ngkkarjl ulsulag denga_n Egzaggul:sn I_I—l melampirkan Rekapitulasi Jabatan, Draf Telaah RKBMD dan RKPBMD yang
abatan, Rekapitulasi Pegawai ( n Non itulasi 3 < ditandst i oleh Pejabat
4 |ASN), Layout bangunan Kantor) dan Laporan I | Rekapitulasi Pegawai (ASN dan Non ASN),A 2 ha.rl akan di anh £l angpalo e EBJB
dari SIMDA Barang (Laporan Rekapitulasi Layout bangunan Kantor) dan Laporan dari kerja |Penatausahaan, Pengurus Barang
Barang Per Jenis Barang) dengan tetap SIMDA Barang (Laporan Rekapitulasi Barang Pengelola dan Pengelola Barang
berkoordinasi dengan pihak OPD Pengusul Per Jenis Barang)
Draf Telaah RKBMD dan RKPBMD yang akan di
5 Draf Telaahan RKBMD dan RKBMD di ajukan I ] tandatangai oleh Pejabat Penatausahaan, 10 Menit Draf Telaah RKBMD dan RKBMD berparaf!
ke Kasubbid untuk di koreksi 1 Pengurus Barang Pengelola dan Pengelola Kasubbid
Barang
Drat Telaahan RKEMD dany RKEMD di alukan oM pgaaih Draf Telaah RKBMD dan RKPBMD Berparaf
7 ke Kabid untuk di koreksi dan apabila Kabid I | tandatangai oleh Pejabat Penatausahaan, 10 Menit |Kasubbid dan Kabid di tandatangai oleh .
sepakat selaku Pengurus Barang Pengelofa =d Pengurus Barang Pengelola dan Pengelola
menandatangani Horang Pengurus Barang Pengelola
i Draf Telaah RKBMD dan RKPBMD Berparaf
Draf Telaahan RKBMD dan RKBMD di ajukan Draf Telaah RKBMD dan RKPBMD Berparaf & : e . Y
8 ke Kaban untuk di koreksi dan apabiia Kaban Kasiibbid dan Kabid ditanditaneaiolet 10'Mehit Kasubbid dan Kabid di tandatangai oleh
sepakat selaku Pejabat Penatausahaan l =L} o ! e etanEaanEal R0 Pengurus Barang Pengelola dan Pejabat
menandatangani Pengurus Barang Pengelola it abaon
Draf Telaahan R KBMD dan RKBMD di ajukan Draf Telaah RKBMD dan RKPBMD Berparaf Draf Telaah RKBMD dan RKPBMD Berparaf
9 ke SEKDA melal ui Asisten Il untuk di koreksi I . } Kasubbid dan Kabid di tandatangai oleh 1hari |Kasubbid dan Kabid di tandatangai oleh
dan apabila Asisten Il sepakat memberikan Pengurus Barang Pengelola dan Pejabat kerja |Pengurus Barang Pengelola dan Pejabat
Paraf Penatausahaan Penatausahaan berparaf Asisten Il
Draf Telaah RKBMD dan RKPBMD Berparaf Telaah RKBMD dan RKPBMD di
10 Draf Telaahan R KBMD dan RKBMD di ajukan Kasubbid dan Kabid di tandatangai oleh 1hari |tandatanggioleh Pejabat Penatausahaan,
ke SEKDA uniuk ditandatangani I 3 = Pengurus Barang Pengelola dan Pejabat kerja |Pengurus Barang Pengelola dan Pengelola

Penatausahaan berparaf Asisten Il

Barang
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BIDANG PENGELOLAAN BMD
SUBBID PERENCANAAN DAN PENGAWASAN BMD

NOMOR SOP

‘laoolus/ soP/ BpkRD-V [ 202

TGL PEMBUATAN .| oy Aguttus 207
TGL REVISI -
TGL EFEKTIF .| o1 Aguslus 2021

DISAHKAN OLEH

H. AKHMAD MUKHLIS, SE., M.Si
—.Pefnbifia Utama Muda
. NfP7196406211993031004

—

NAMA SOP

Penetapan RKBMD dan RKPBMD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan.

1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan S1 sederajat
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Perencanaan dan Pengawasan BMD
3. Menguasai Pengoperasian Komputer

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Penelaahan usulan RKBMD dan RKPBMD dari
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan

Komputer/Printer/ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat
tercapainya penganggaran yang efektif dan efisien

1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy

2. DIl




SOP Penetapan RKBMD dan RKPBMD dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

PELAKSANA MUTU BAKU
NO REGIATAN SUBBAGIAN UMUM Rl
SEKDA Asisten 1l KABAN KABID KASUBBID PELAKSANA QPD Kelengkapan Waktu Qutput
DAN KEPEGAWAIAN
OPD menyerahkan Surat Usulan RKBMD dan | Surat Usulan Surat Usulan RKBMD dan
1 |RKPBMD yang telah ditelaah Pengelola ) :l(__ RKPBMD yang telah ditelaah Pengelola 10 Menit Disposisi untuk di Proses
Kepada Subbagian Umum dan Kepegawaian ke Bagian Umum dan Kepegawaian
Kaban memberikan disposisi disesuaikan
2 dengan tupoksi bidang dan selanjutnya Kabid
memberikan disposisi disesuaikan dengan Disposisi untuk di Proses S Menit Disposisi untuk di Proses
tupoksi Kasubbid | 1
3 Kasubbid memberikan disposisi disesuaikan I
dengan tupoksi Pelaksana _.E Disposisi untuk di Proses S Menit Disposisi untuk di Proses
Pelaksana melakukan kompilasi Usulan Draf Nota Dinas Usulan yang akan
4 RKBMD dan RKPBMD OPD di-ngkungan I | Surat Usulan RKBMD dan RKPBMD yang telah Shari |ditandatangani Kaban dan draft Penetapan
:::p;z;.aSumsel yang telah ditelaah | ditelaah Pengelola kerja |RKBMD dan RKPBMD Pemprov. Sumsel yang
2 akan ditandatangani Pengelola
Draf Nota Dinas Usulan yang akan o ;
! Draf Nota Dinas Usulan yang akan raf Nota Dinas Usulan yang akan
ditandatangani Kaban dan draft Penetapan it hdEtaEERTabER d:n dgrah P——— ditandatangani Kaban berparaf Kasubbid
5 RKBM[_) dan RKPBMD Pemprov Sumsel yang | 2 P 10 Menit |dan draft Penelapan RKBMD dan RKPBMD
akan ditandatangani Pengelola di ajukan ke RKBMD dan RKPBMD Pemprov. Sumsel yang Pemprov. Sumsel yang akan ditandatangani
Kasubbid untuk di koreksi akan ditandatangani Pengelola Pengelola
Draf Nota Dinas Usulan yang akan Draf Nota Dinas Usulan yang akan Draf Nota Dinay Usulan yang akan
ditandatangani Kaban berparaf Kasubbid dan | __II ditandatangani Kaban berparaf Kasubbid dan ditandatangani Kaban berparaf Kasubbid
7 n;raft Penalsapan IIQKBM[::an:KPSMD draft Penetapan RKBMD dan RKPBMD 10 Menit |dan Kabid serta draft Penetapan RKBMD dan
emprov. Sumsel yang akan ditandatangani i i ki
Pengeicila di aiukan ke Kabid untuk di koreksi Pemprov. Sumsel yang akan ditandatangani R?(PBMD Pem?rov. Sumsel yang akan
Pengelola ditandatangani Pengelola
Draf Nota Dinas Usulan yang akan Draf Nota Dinas Usulan yang akan Draf Nota Dinas Usulan yang akan
ditandatangani Kaban berparaf Kasubbid dan I _‘l ditandatangani Kaban berparaf Kasubbid dan ditandatangani Kaban ditandatangani Kaban
8 :f(l;g;%n: draft Per;elapar: RKBMEa:an Kabid serta draft Penetapan RKBMD dan 10 Menit |serta draft Penetapan RKBMD dan RKPBMD
emprov. Sumsel yang al i i
dlisheBtongan Pergetols i sjukan ke Kaben R‘KPBMD Pemp.rov, Sumsel yang akan Pemprov. St:lmsel yang akan ditandatangani
ditandatangani Pengelola Pengelola di paraf Kaban
Draf Nota Di 1 k Draf Nota Di la akan
TSt Pt e EREHD o HIGHHE dra do 3 ma‘sKUsbu ar;yania an oo d'ra do a3 lna.sKU?)u r;iani : s
g Pamprov. Stxnsel di ajkan ke SEKDA felaii | itandatangani Kaban ditandatangani Kaban 1 hari itandatangani Kaban ditandatangani Kaban
Asisten Il uniuk di koreksi dan apabila Asisten serta draft Penetapan RKBMD dan RKPBMD keria serta draft Penetapan RKBMD dan RKPBMD
Il sepakat memberikan Paraf Pemprov. Sumsel yang akan ditandatangani Pemprov. Sumsel yang akan ditandatangani
Pengelola di paraf Kaban Pengelola di paraf Kaban berparaf Asisten I
Draf Nota Dinas Usulan yang akan
Draf Peneta pan RKBMD dan RKBMD ‘ ’ ditandatangani Kaban ditandatangani Kaban
i |P KBMD RKPBMD di
10 P_emprov. Sumsel di ajukan ke SEKDA untuk serta draft Penetapan RKBMD dan RKPBMD 1 hé" £nelapan R. dan :
ditandatang ani kerja |tandatangani Pengelola

Pemprov. Sumsel yang akan ditandatangani
Pengelola di paraf Kaban berparaf Asisten ||
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NAMA SOP Pengajuan draft Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengawasan

Pengendalian Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di
Pengguna Barang/OPD

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan.

1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan S1 sederajat
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Perencanaan dan Pengawasan BMD
3. Menguasai Pengoperasian Komputer

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
Komputer/Printer/ATK
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat
terlaksananya Proses Pengelolaan Barang Milik Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan yang baik dan

1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy

2. DIl




SOP Pengajuan draft Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengawasan Pengendalian Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Pengguna Barang/OPD

NO

KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

BIRO HUKUM

KABAN

KABID

KASUBBID

PELAKSANA

Kelengkapan

Waktu

Output

KET

setiap Awal Tahun, Pelaksana mengkompilasi
dan inventarisasi rencana Pejabal dan/atau
Staf untuk menjadi bagian dari Tim Wasdal,
selanjutnya membuat Nota Dinas
bertandatangan Kaban dan draft Keputusan
Gubernur tentang Pembentukan Tim
Pengawasan Pengendalian Barang Milik
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di
Pengguna Barang/OPD

-

draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan
Kaban dan draft Keputusan Gubernur tentang
Pembentukan Tim Pengawasan Pengendalian
Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan di Pengguna Barang/OPD

2 hari
kerja

draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan
Kaban dan draft Keputusan Gubernur
tentang Pembentukan Tim Pengawasan
Pengendalian Barang Milik Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan di Pengguna
Barang/OPD

draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan
Kaban dan draft Keputusan Gubernur tentang
Pembentukan Tim Pengawasan Pengendalian
Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera

|Selatan di Pengguna Barang/OPD ke Kasubbid

untuk di koreksi

draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan
Kaban dan draft Keputusan Gubernur tentang
Pembentukan Tim Pengawasan Pengendalian
Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan di Pengguna Barang/OPD

10 Menit

draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan
Kaban dan draft Keputusan Gubermur
tentang Pembentukan Tim Pengawasan
Pengendalian Barang Milik Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan di Pengguna
Barang/OPD berparaf Kasubbid

draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan
Kaban dan draft Keputusan Gubernur tentang
Pembentukan Tim Pengawasan Pengendalian
Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera

|Selatan di Pengguna Barang/OPD berparaf

Kasubbid di gjukan ke Kabid untuk di koreksi

draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan
Kaban dan draft Keputusan Gubernur tentang
Pembentukan Tim Pengawasan Pengendalian
Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan di Pengguna Barang/OPD berparaf
Kasubbid

10 Menit

draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan
Kaban dan draft Keputusan Gubernur
tentang Pembentukan Tim Pengawasan
Pengendalian Barang Milik Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan di Pengguna
Barang/OPD berparaf Kasubbid dan Kabid

draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan
Kaban dan draft Keputusan Gubernur tentang
Pembentukan Tim Pengawasan Pengendalian
Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan di Pengguna Barang/OPD berparaf
Kasubbid dan Kabid untuk ditandatangani dan
di Paraf Kaban

draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan
Kaban dan draft Keputusan Gubernur tentang
Pembentukan Tim Pengawasan Pengendalian
Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan di Pengguna Barang/OPD berparaf
Kasubbid dan Kabid

10 Menit

Nota Dinas pengajuan bertandatangan
Kaban dan draft Keputusan Gubernur
tentang Pembentukan Tim Pengawasan
Pengendalian Barang Milik Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan di Pengguna
Barang/OPD berparaf Kasubbid dan Kabid
dan Kaban

Nota Dinas pengajuan bertandatangan Kaban
dan draft Keputusan Gubernur tentang
Pembentukan Tim Pengawasan Pengendalian
Barang Miilik Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan di Pengguna Barang/OPD berparaf
Kasubbid dan Kabid dan Kaban di ajukan ke
Biro Hukum Untuk Proses Lanjut

Nota Dinas pengajuan bertandatangan Kaban
dan draft Keputusan Gubernur tentang
Pembentukan Tim Pengawasan Pengendalian
Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan di Pengguna Barang/OPD berparaf
Kasubbid dan Kabid dan Kaban

1 hari
kerja

Nota Dinas pengajuan bertandatangan
Kaban dan draft Keputusan Gubernur
tentang Pembentukan Tim Pengawasan
Pengendalian Barang Milik Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan di Pengguna
Barang/OPD berparaf Kasubbid dan Kabid
dan Kaban
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NAMA SOP

Pengajuan draft Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengawasan
Pengendalian Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang
dilakukan Pemanfaatan

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan.

1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan S1 sederajat
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Perencanaan dan Pengawasan BMD
3. Menguasai Pengoperasian Komputer

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
Komputer/Printer/ATK
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat
terlaksananya Proses Pengelolaan Barang Milik Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan yang baik dan

1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy

2. DI




SOP Pengajuan draft Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengawasan Pengendalian Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dilakukan Pemanfaatan

PELAKSANA MUTU BAKU
NO XEGIATAN OPD Terkait (Biro
BIRO HUKUM KABAN KABID KASUBBID BELAKSANAL | Do A UUM Huluim, Kelengkapan Waktu Output
DAN KEPEGAWAIAN Inspektorat,
Perkim)
OPD Terkait (Biro Hukum, Inspektorat, Perkim) I |
mengajukan surat usulan Nama yang akan | |
menjadi TIM Wasdal untuk ditetapkan dalam 3 surat usulan Nama yang akan menjadi TIM
Keputusan Gubernur tentang Pembentukan 3 - 2 a2 :
1 Tim Pengawasan Pengendalian Barang Milik :Nasd:tl (r)aFl’DP';z:_knz:n (Biro Hukum, 10 Menit Disposisi untuk di Proses
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang EDRCEanD i)
dilakukan Pemanfaatan kepada BPKAD
melalui Bagian Umum dan Kepegawaian
Kaban memberikan disposisi disesuaikan
dengan tupoksi bidang dan selanjutnya Kabid - - . " . ok 5
2 memberikan disposisi disesuaikan dengan I | Disposisi untuk di Proses 5 Menit Disposisi untuk di Proses
tupoksi Kasubbid
Kasubbid memberikan disposisi disesuaikan . o . . + o g
3 engantLipoksi Pelak { I Disposisi untuk di Proses 5 Menit Disposisi untuk di Proses
Pelaksana mengkompilasi dan inventarisasi . g draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan
terhadap usulan OPD, selanutnya membuat El_‘ draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan Kabar din dErKaputiisan Gibermas
Nota Dinas bertandatangan Kaban dan draft | habandan draf('Keputusan LT tem.?ng 14 hari [tentang Pembentukan Tim Pengawasan
4 |Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Pembentukan Tim Pengawasan Pengendalian ke Permardalian Baranm Millk Pamerintah
Tim Pengawasan Pengendalian Barang Milik Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera L P og. siStimaters Szlatan e ilactkan
. - T Ul
P_emenmah Provinsi Sumatera Selatan yang Siatanvars Hlakikn Pamaatamton vinsi yang
dilakukan Pemanfaatan Pemanfaatan
draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan
Kaban dan draﬂ» Keputusan Gubemur tentang Kaban dan draft Keputusan Gubernur tentang Kaban dan draft Keputusan Gubermnur
5 Pembentukan Tim Pengawasan Pengendalian | pembentikan Tim Pangsvwiasan Pengandalian | 20 Menit tentang Pembentukan Tim Pengawasan
Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera - = & i g €M | pengendalian Barang Milik Pemerintah
Selatan yang dilakukan Pemanfaatan ke Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Provinsi Sumatera Selatan yang dilakukan
Kasubbid untuk di koreksi Selatan yang dilakukan Pemanfaatan Pemanfaatan berparaf Kasubbid
draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan
Kaban dan draft Keputusan Gubemur teniang l _ll Kaban dan draft Keputusan Gubernur tentang Kaban dan draft Keputusan Gubernur
7 Pembentukan Tim Pengawasan Pengendalian Pembentukan Tim Pengawasan Pengendalian 10 Menit tentang Pembentukan Tim Pengawasan
Barang Mulik Pemerintah Provinsi Sumatera Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Gl Pengendalian Barang Milik Pemerintah
Selatan y ang dilakukan Pemanfaatan berparaf Selatan yang dilakukan Pemanfaatan berparaf Provinsi Sumatera Selatan yang dilakukan
Kasubbid di gjukan ke Kabid untuk di koreksi Kasubbid Pemanfaatan berparaf Kasubbid dan Kabid
draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan draft Nota Dinas pengajuan bertandatangan
Kaban dan draft Keputusan Gubemur tentang seaftiNowa binas pengauanbertandatangsi Kaban dan draft Keputusan Gubernur
P : Kaban dan draft Keputusan Gubernur tentang E
embentukan Tim Pengawasan Pengendalian | 2 tentang Pembentukan Tim Pengawasan
8 |B g 2 Pembentukan Tim Pengawasan Pengendalian . : 4
arang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera o 3 10 Menit |Pengendalian Barang Milik Pemerintah
Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan y ang dilakukan Pemanfaatan berparaf Salatan vang dilakukarn Pemantaatan berparaf Provinsi Sumatera Selatan yang dilakukan
Kasubbid dan Kabid untuk ditandatangan: dan ek bbi; dagn Kabid P Pemanfaatan berparaf Kasubbid dan Kabid
di Paraf Kaban e dan Kaban
. : Nota Dinas pengajuan bertandatangan
Nota Dinas pengajuan bertandatangan Kaban Nota Dinas pengajuan bertandatangan Kaban el fg L Gub E
dan draft Keputusan Gubemur tentang dan draft Keputusan Gubernur tentang Kaban canHiceftkeputil>an GUberun
i " tent. Pembentukan Tim Pengawasan
Pembemuk_an i Pengaﬁasan Pengendalian Pembentukan Tim Pengawasan Pengendalian 1 hari ey o i - :
S |Barang Milik Pemerintah Provinst Sumatera ik P ok Provine & % Pengendalian Barang Milik Pemerintah
Selatan y ang dilakukan Pemanfaatan berparaf Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera kerja

Kasubbid dan Kabid dan Kaban di ajukan ke
Biro Hukum Untuk Proses Eanjut

Selatan yang dilakukan Pemanfaatan berparaf
Kasubbid dan Xabid dan Kaban

Provinsi Sumatera Selatan yang dilakukan
Pemanfaatan Barang berparaf Kasubbid dan
Kabid dan Kaban
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NAMA SOP .| Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan di Pengguna Barang yang dilakukan Pemanfaatan

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan.

1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan S1 sederajat
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Perencanaan dan Pengawasan BMD
3. Menguasai Pengoperasian Komputer

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Pengajuan draft Keputusan Gubernur tentang
Pembentukan Tim Pengawasan Pengendalian Barang Milik
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dilakukan
Pemanfaatan

Komputer/Printer/ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat
terlaksananya Proses Pengelolaan Barang Milik Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan yang baik

1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy

2. DIl




SOP Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Pengguna Barang yang dilakukan pemanfaatan

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN MITRA KET
BIRO HUKUM KABAN KABID KASUBBID TIM PENGAWASAN Kelengkapan Waktu Output
PEMANFAATAN
Tim Pengawasan berkoordinasi dengan Mitra
Pemanfaatan BMD Milik Pemprov Sumsel yang _ |Berita Acara Pemeriksaan di tandatangani
. surat tugas wasdal, kontrak pemanfaatan, 2 hari ) i
1 |akan dilakukan Wasdal Pengelolaan BMD, baik G SR ) i g Tim Pengawasan dan Mitra Pemanfaatan
dalam hal realisasi Kontribusi. Kondisi Laporan realisasi kontribusi, as built drawing kerja yang Allaklean Pengawasar
Bangunan/aset
Tim Pengawasan membuat Laporan hasil ) ; Berita Acara Wasdal, Laporan Hasil Wasdal
5 Wasdal dan Draft surat Rekomendasi perbaikan Berita Acara Wasdal, Laporan Hasil Wasdal 10 Menit. |05h DrsFt siFat ReKSmMendasi Wasaal
7 & nr a I I
pengelolaan BMD hasil Wasdal di ajukan ke dan Draft Surat Rekomendasi Wasdal :
Kasubbid untuk di koreksi berparaf Kasubbid
J\i/m Zelngawgszg men;b‘:a't( Lapor:n hasilb k Berita Acara Wasdal, Laporan Hasil Wasdal Berita Acara Wasdal, Laporan Hasil Wasdal
asdal dan Draft surat Rekomendasi perbaikan | | ) . A
7 ; 3
pengelolaan BMD hasil Wasdal berparaf _] dan Draft Surat Rekomendasi Wasdal berparaf| 10 Menit |dan Draft Surat R'ekomendz_m Wasdal
Kasubbid di ajukan ke Kabid untuk di koreksi Kasubbid berparaf Kasubbid dan Kabid
Tim Pengawasan membuat Laporan hasil
Wasdal dan Draft surat Rekomendasi perbaikan Berita Acara Wasdal, Laporan Hasil Wasdal Berita Acara Wasdal, Laporan Hasil Wasdal
8 |pengelolaan BMD hasil Wasdal berparaf (:) dan Draft Surat Rekomendasi Wasdal berparaf| 10 Menit |dan Draft Surat Rekomendasi Wasdal di

Kasubbid dan Kabid di ajukan ke Kaban untuk
di koreksi dan di tandatangani

Kasubbid dan Kabid

tandatangi Kaban




BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BIDANG PENGELOLAAN BMD
SUBBID PERENCANAAN DAN PENGAWASAN BMD

NOMOR SOP

1| Q0047 (8607 BPRNOD ~ v [202)

TGL PEMBUATAN (| oy Agustus gaqy
TGL REVISI "
TGL EFEKTIF o\ Pgustus 2021

DISAHKAN OLEH

" 'KEPALA,

“H. AKHMAD MUKHLIS, SE., M.Si
- Pemﬁuﬁ Utama Muda
A NIP-496406211993031004

NAMA SOP

Pengawasan dan Pengenaahan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera

| Selatan di Pengguna Barang/OPD

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan.

1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan S1 sederajat
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Perencanaan dan Pengawasan BMD
3. Menguasai Pengoperasian Komputer

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Pengajuan draft Keputusan Gubernur tentang
Pembentukan Tim Pengawasan Pengendalian Barang Milik
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Pengguna
Barang/OPD

Komputer/Printer/ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat
terlaksananya Proses Pengelolaan Barang Milik Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan yang baik

1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy

2. Dl




SOP Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Pengguna Barang/OPD

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN OPD KET
BIRO HUKUM KABAN KABID KASUBBID PENGGUNA TIM PENGAWASAN Kelengkapan Waktu Output
BARANG
Tim Pengawasan berkoordinasi dengan OPD surat tugas wasdal, Daftar Barang, ) P : :
Pengguna Barang yang akan dilakukan Wasdal 7 5 _|Berita Acara Pemeriksaan di tandatangani
Penunjukan Pemakai kendaraan, SIP Rumah, 2 hari ! ;
1 [Pengelolaan BMD, baik dalam hal penggunaan, . X K Tim Pengawasan dan OPD yang dilakukan
pemanfaatan, pengamanan fisik, adminsitrasi bukti kepemilikan kendaraan dan tanah, kerja PRI
dan hukum kontrak pemanfaatan
Tim Pengawasan membuat Laporan hasil ) . Berita Acara Wasdal, Laporan Hasil Wasdal
5 V/asdal dan Dmltsurat Relomendest pefbalkan | I bl it S 10 Menit |dan Draft Surat Rekomendasi Wasdal
pengelolaan BMD hasil Wasdal di ajukan ke dan Draft Surat Rekomendasi Wasdal )
Kasubbid unruk di koreksi berparaf Kasubbid
um zelng:waDSra; menlbf::ttcl)-az%f:shzj:ba‘kan Berita Acara Wasdal, Laporan Hasil Wasdal Berita Acara Wasdal, Laporan Hasil Wasdal
asdal dan Draft sura m i i I |

- : . :
pengelolaan BMD  hasil Wasdal berparaf u] dan Draft Surat Rekomendasi Wasdal berparaf| 10 Menit |dan Draft Surat Bekomend§5| Wasdal
Kasubbid di ajukan ke Kabid untuk di koreksi Kasubbid berparaf Kasubbid dan Kabid
Tim Pengawasan membuat Laporan hasil
Wasdal dan Draft surat Rekomendasi perbaikan Berita Acara Wasdal, Laporan Hasil Wasdal Berita Acara Wasdal, Laporan Hasil Wasdal

8 |pengelolaan BMD hasil Wasdal berparaf dan Draft Surat Rekomendasi Wasdal berparaf| 10 Menit [dan Draft Surat Rekomendasi Wasdal di

Kasubbid dan Kabid di ajukan ke Kaban untuk
di koreksi dan di tandatangani

Kasubbid dan Kabid

tandatangi Kaban




BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BIDANG PENGELOLAAN BMD
SUBBID PERENCANAAN DAN PENGAWASAN BMD

NOMOR SOP

11 000/u8 [ $00/BOKRD - v (20U

TGL PEMBUATAN | 01 Bgusdus 202
TGL REVISI =
TGL EFEKTIF | Ov Agustus 2021 P s
DISAHKAN OLEH L~ KEPALA,
H. AKQ)IAD MUKHLIS, SE., M.Si
£ ;Pembina Utama Muda
“SENIPT196406211993031004
NAMA SOP .| Pengajuan Sertipikasi tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

kepada BPN (Kanwil/Kabupaten/Kota)

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan.

1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan SMA sederajat
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Perencanaan dan Pengawasan BMD
3. Menguasai Pengoperasian Komputer

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
Komputer/Printer/ATK
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat
terlaksananya Pengamanan hukum terhadap Barang Milik
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy

2. DIl




SOP PENGAJUAN SERTIPIKASI TANAH

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN KET
KABAN KABID KASUBBID PELAKSANA BPN Kelengkapan Waktu Output
Pelaksana membuat konsep draft surat
terkait pengajuan sertipikasi tanah
Pemerintah Provinsi Sumsel dengan : ;
1 dilakukan tolahadn ool Kasubid:dan Komputer, printer dan ATK 30 Menit Draft surat
Kepala Bidang selanjutnya apabila telah
sesuai ke Kaban
Kasubbid menelaah isi surat untuk :
> ; . = Draft surat yang telah di paraf
2 |selanjutnya apabila telaH sesuai Draft surat 10 Menit ¢ i ky ib'd 4
dilakukan paraf koordinasi a3uRRY
Kepala Bidang menelaah isi surat untuk Y
selanjutnya.apaplla Seialy sesuai dilakulen Draft surat yang telah di paraf .. | Draft surat yang telah di paraf
3 |paraf koordinasi dan penandatanganan kasubbid 5 Menit kasubbid dan Kabid
apabila surat tersebut di lampirkan Nota 23UDL AsubIC.aanmRal
Dinas Penjelasan
Kepal_a SEEA Mgnelaah = surgt gntuk Draft surat yang telah di paraf . |Surat Keluar yang telah ditanda
4 |selanjutnya apabila telah sesuai dilakukan Rasdbbid g bid 5 Menit i Kab
penandatanganan asubbid dan Kabi tangani Kaban
Pelaksana Menerima surat dan ’
: : S Kel telah ditand
5 |Mendistribusikan kepada Kasubbid yang » st kel yarﬁi Ea I 3 5 Menit Surat Keluar
membidangin tangantiaoan
v
Kasubbid didisposisi yang selanjutnya
6 |memerintahkan Pelaksana untuk Surat Keluar bertandatangan - Tanda Terima

mendis tribusikannya

8




BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BIDANG PENGELOLAAN BMD
SUBBID PERENCANAAN DAN PENGAWASAN BMD

NOMOR SOP | opol ua/ $60/ BPKAD - V12011
TGL PEMBUATAN |ot Pguttus apm

TGL REVISI | =

TGL EFEKTIF ‘| ot Agusdus 202

DISAHKAN OLEH

KEPALA,

H. AKHMAD MUKHLIS, SE., M.Si
.~Pémbifia Utama Muda
==NIP. 196406211993031004

NAMA SOP

sekitarnya

: | Pemberian/penolakan rekomendasi peningkatan sertipikat tanah di Jakabaring

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan.

1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan S1 sederajat
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Perencanaan dan Pengawasan BMD

3. Menguasai Pengoperasian Komputer

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
Komputer/Printer/ATK

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat | 1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy

terlaksananya Pengamanan adminsitrasi, hukum dan Fisik
terhadap Barang Milk Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan

2. Dl




SOP REKOMENDASI SERTIPIKAT TANAH

NO

AKTIVITAS

MUTU BAKU

KABAN

KABID

KASUBBID

PELAKSANA

SUBBAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

Masyarakat

BPN

OPD Terkait

Kelengkapan

Waktu

Output

KET

Pemohon (Masyarakat) mengajukan Sural permohonan
rekomendasi yang ditujukan kepada Gubemur Sumatera
Selatan Cq Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang dilengkapi dengan
surat-surat alas hak yang dimohon

-
|

i

ez

Surat Masuk, Lembar
Disposisi

5 Menit

Surat masuk dengan
lembar disposisi

Kepala Badan Menelaah ist surat untuk selanjutnya
memberikan disposisi disesuaikan dengan tupoksi bidang

Surat masuk dengan
lembar disposisi

10 Menit

Surat masuk telah
didisposisi Kepala
Badan

Kabid Menerima dan mempelajan surat masuk yang sudah
didisposisi, Selaniutnya memerintahkan Kasubbid untuk
Mendistribusikan kepada bidang melalui Pelaksana

i

Surat masuk telah
didisposisi Kepala
Badan

10 Menit

Surat masuk telah
didisposisi Kepala
Bidang

Menerima dan meneliti surat masuk yang sudah didisposisi
yang selanjutnya memenntahkan Pelaksana untuk
mendistribusikannya

Surat masuk telah
didisposisi Kepala
Bidang

5 Menit

Surat masuk telah
didisposisi Kasubbid

Pelaksana menelitt apakah surat rekomendasi bisa
dilanjutkan atau langsung ditolak sesuai dengan
data/dokumen yang ada

/\P.

enolakan

Lanjut

Jika Hasil Penelitian yang
dilakukan Pelaksana belum
yakin maka akan dibuat surat
ke Kantor Pertanahan Kota
Palembang untuk dilakukan
penqukuran

Pemohon (Masyarakat) meiakukan penyetoran dengan
mengisi form Sporadik BPN dengan dilampirkan surat
pengukuran yang dibuat pelaksana dan dilanjutkan
berkoordinasi dengan petugas ukur Kantor Pertanahan Kota
Palembang untuk pelaksanaan penqukuran ulang

Setelah dapat jadwal dan pemohon atau BPN, Pelaksana
membuat surat Undangan pengukuran yang ditujukan ke
intansi terakit

Pelaksana Meneliti dan menjawab permohonan rekomendasi
tersebut

Penyam paian Surat Penofakatau Rekomendasi atau surat
Rekome ndasi untuk terus lanjut untuk peningkatan status
tanah menjadi sertipikat




BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BIDANG PNGELOLAAN BMD
SUBBID PERENCANAAN DAN PENGAWASAN BMD

NOMOR SOP

1 [900/50 [ S0P/ BGPRRD-V [ 202\

TGL PEMBUATAN .| o1 Agustus 2021
TGL REVISI -
TGL EFEKTIF o' Aguslus 2021
DISAHKAN OLEH ~KEPALA,

i -~

\ L

H. Awgb MUKHLIS, SE., .Si
W4 ;yPembina’Utama Muda
“=NIP196406211993031004

NAMA SOP Pengajuan draft Keputusan Gubernur tentang Pelepasan Hak Milik Rumah dan

Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan.

1. Memiliki kualifikasi minimal Pendidikan S1 sederajat
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Perencanaan dan Pengawasan BMD
3. Menguasai Pengoperasian Komputer

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP penjualan Tanah dan Rumah Milik Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan

Komputer/Printer/ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat
terlaksananya Proses Pengelolaan Barang Milik Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan yang baik

1. Di simpan dalam bentuk Soft Copy dan Hard Copy

2. DIl




SOP Pengajuan draft Keputusan Gubernur tentang Pelepasan Hak Milik Rumah dan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

NO

KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

BIRO HUKUM

KABAN

KABID

KASUBBID

PELAKSANA

SUBBAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN

PEMOHON

Kelengkapan

Waktu

Output

KET

Pemohon/Pembeli mengajukan surat usulan
pelepasan Hak Milik Rumah dan Pelepasan
Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan disertai dengan lampiran
KepGub Penjualan, Kontrak Sewa Beli, Setoran
samapi lunas, KTP ke Bagian Umum dan
Kepegawaian

A

[

ey

Pemohon/Pembeli mengajukan surat usulan
pelepasan Hak Milik Rumah dan Pelepasan
Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan disertai dengan lampiran
KepGub Penjualan, Kontrak Sewa Beli,
Setoran samapi lunas, KTP ke Bagian Umum
dan Kepegawaian

10 Menit

Disposisi untuk di Proses

Kaban memberikan disposisi disesuaikan
dengan tupoksi bidang dan selanjutnya Kabid
memberikan disposisi disesuaikan dengan
tupoksi Kasubbid

Disposisi untuk di Proses

5 Menit

Disposisi untuk di Proses

Kasubbid memberikan disposisi disesuaikan
dengan tupoksi Pelaksana

Disposisi untuk di Proses

5 Menit

Disposisi untuk di Proses

Pelaksana melakukan telahan dengan
berkoordinasi dengan Pemohon terhadap
usulan pelepasan Hak Milik Rumah dan
Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan disertai dengan
lampiran KepGub Penjualan, Kontrak Sewa
Beli, Setoran sampai lunas, KTP ke Bagian
Umum dan Kepegawaian dan selanjutnya
membuat Nota Dinas telah dan draft Keputusan
Gubemnur tentang Pelepasan Hak Milik Rumah
dan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

usulan pelepasan Hak Milik Rumah dan
Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan, Nota Dinas telah
dan draft Keputusan Gubernur tentang
Pelepasan Hak Milik Rumah dan Pelepasan
Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan

2 hari
kerja

Nota Dinas telah dan draft Keputusan
Gubernur tentang Pelepasan Hak Milik
Rumah dan Pelepasan Hak Atas Tanah
Milik Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan

Nota Dinas telah dan draft Keputusan Gubernur
tentang Pelepasan Hak Milik Rumah dan
Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan di ajukan ke
Kasubbid untuk di koreksi

Nota Dinas telah dan draft Keputusan
Gubernur tentang Pelepasan Hak Milik
Rumah dan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

10 Menit

Nota Dinas telah dan draft Keputusan
Gubernur tentang Pelepasan Hak Milik
Rumah dan Pelepasan Hak Atas Tanah
Milik Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan berparaf Kasubbid

Nota Dinas telah dan draft Keputusan Gubernur
tentang Pelepasan Hak Milik Rumah dan
Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan di ajukan ke Kabid
untuk di koreksi

Nota Dinas telah dan draft Keputusan
Gubernur tentang Pelepasan Hak Milik Rumah
dan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
berparaf Kasubbid

10 Menit

Nota Dinas telah dan draft Keputusan
Gubernur tentang Pelepasan Hak Milik
Rumah dan Pelepasan Hak Atas Tanah
Milik Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan berparaf Kasubbid dan Kabid

Nota Dinas telah di ajukan ke Kaban untuk
tandatangan dan draft Keputusan Gubernur
tentang Pelepasan Hak Milik Rumah dan
Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan berparaf Kasubbid
dan Kabid untuk di Paraf

Nota Dinas telah dan draft Keputusan
Gubemnur tentang Pelepasan Hak Milik Rumah
dan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
berparaf Kasubbid dan Kabid

10 Menit

Nota Dinas telah ditandatangani Kaban
dan draft Keputusan Gubernur tentang
Pelepasan Hak Milik Rumah dan
Pelepasan Hak Atas Tanah Milik
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
berparaf Kasubbid, Kabid dan Kaban

Nota Dinas telah ditandatangani Kaban dan
draft Keputusan Gubemur tentang Pelepasan
Hak Milik Rumyah dan Pelepasan Hak Atas
Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan berparaf Kasubbid, Kabid dan Kaban di
ajukan ke Biro Hukum Untuk Proses Lanjut

Nota Dinas ditandatangani Kaban dan draft
Keputusan Gubernur tentang Pelepasan Hak
Milik Rumah dan Pelepasan Hak Atas Tanah
Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
berparaf Kasubbid, Kabid dan Kaban

1 hari
kerja

Nota Dinas ditandatangani Kaban dan
draft Keputusan Gubernur tentang
Pelepasan Hak Milik Rumah dan
Pelepasan Hak Atas Tanah Milik
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
berparaf Kasubbid, Kabid dan Kaban




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBIDANG PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

NOMOR SOP : laoo /51 [sop / BRKAD -V 12021

TGL PEMBUATAN [ Ol RQuChos Lo

TGL REVISI )

TGL EFEKTIF (] ol Aguseus 2o .,

DISAHKAN OLEH > KEPALA BADAN PENGELOLA

(574 KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

_,PEMBINA UTAMA MUDA (IVIc)
NIP. 196406211993031004

NAMA SOP : | KERJA SAMA PEMANFAATAN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1. Memahami Peraturan Perundang-undangan Mengenai Kerja Sama Pemanfaatan
2. Mengetahui Tugas Fungsi dan mekanisme Kerja Sama Pemanfaatan

3. Memiliki kemampuan menelaah pemohonan Kerja Sama Pemanfaatan

4. Memiliki keterampilan dan ketelitian

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. OPD Terkait Teknis

1. Komputer, printer
2. ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Permohonan Kerja Sama Pemanfaatan akan diproses
apabila memenuhi syarat dan sesuai ketentuan

1. Data Pendukung
2. Aplikasi SIMDA BMD
3. dil




SOP KERJA SAMA PEMANFAATAN (KSP)

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN Pihak Biro Kepal Ti i ; Perusahaan Keterangan
pala im Peneliti . Tim Lelang
Pengsul GUBERNUR| SEKDA Hukum BPKAD KABID KASUBID KSP DJKN KSP Pemenang Kelengkapan Waktu Output
Lelang
3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 |Usulan Kerjasama Pemanfaatan (KSP) >| J Surat permohonan}5 menit Tanda Terima
A

Kepala Badan, Kepala Bidang membuat

2 s, Disposisi Lembar disposisi
Kelengkapan
g s e . dokumen lahan dan
Kasubbid melakukan pengecekan / meneliti 1'% Data Administrasi
R dokumen sesuai dengan persyaratan I | Asset sngulan jeng din
= ' KSP. (buku inventaris
/ KIB)
Tim Peneliti melakukan pemeriksaan /

4 ey lapangan terhadap lahan dan Data Fisik Aset Berita Acara
banguan milik daerah yang akan di lengkap Penelitian lapangan
Kerjasama Pemanfaatn (KSP)

Nota Dinas dari
Lagoran hasil pe‘nelih'arf/. pen.y.ampaian v R s Le Pengelola Barang
barita Acara hasil penelitian fisik i kepada Gubernur

5 S 4% Penelitian )
kelayakan/kondisi lahan dan bangunan milik o untuk persetujuan
daerah yang akan KSP. g lahan dan bagunan

menjadi Objek KSP
Surat permohonan s e
. kepada Gubernur
. dari Pengelola
Persetujuan Gubernur tentang penetapan . 0 untuk menetapkan
6 M disertai Berita
lahan menjadi objek KSP . lahan dan bangunan
Acara hasil i &g
reliti milik daerah menjadi
e objek KSP.
Surat persetujuan
Pengelola Barang mengajukan permohonan Nota Dinas lz;};:nia;ibinésu;an

7  |persetujuan lahan dan bangunan sebagai k— persetujuan Z %’ ”wﬁ‘ila

objek KSP kepada Gubernur. gubsmur ari Pengel

Barang kepada
Gubernur




Keputusan Lahan dan bnagunan sebagai
Objek KSP

Surat persetujuan
lahan dan
bangunan sebagai
objek KSP dari
Pengelola Barang
kepada Gubernur

5 hari kerja

Surat Keputusan
Lahan dan bnagunan
sebagai Objek KSP

Penilaian Lahan oleh DJKN

Surat Keputusan
Lahan dan
bangunan sebagai
Objek KSP

2 minggu

Laporan penilaian

oleh DJKN

10

Lelang KSP oleh Panitia Lelang

Laporan penilaian
DJKN, dan
|perusahaan yang
sesuai dengan
peraturan terkait

2 bulan

SK Penetapan
pemenang

11

Pembahasan Perjanjian kerjasama KSP

L3

Perjanjian
Kerjasama KSP
dilandatangani
oleh Pengelola
Barang dan
Penerima KSP

2 bulan

Perjanjian Kerjasama
Pemanfaatan




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBIDANG PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

NOMOR SOP :| 900 62/ sop/ePkAD -V /2021

TGL PEMBUATAN | : |9l R9uShS 3o
TGL REVISI o =
TGL EFEKTIF ol pgosts gony

DISAHKAN OLEH

\1

LY NIP.196406211993031004

NAMA SOP .| SOP Pemusnahan Barang Milik Daerah

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Mengetahui Tugas Fungsi dan mekanisme Penghapusan;

Memiliki kewenangan dalam memproses Penghapusan barang milik daerah;
Memiliki kemampuan mengoperasikan computer; dan

Memahami klasifikasi barang milik daerah;

Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan barang milik daerah.

oobwN

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk 1. Komputer, printer;

2. SOP Surat Keluar 2. Alat Tulis Kantor; dan

3. OPD Terkait Teknis 3. Aplikasi system informasi Barang Milik Daerah (SIMDA BMD).
4. Pelaporan Barang Milik Daerah

5. Penatausahaan Barang Milik Daerah

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Penghapusan barang milik daerah yang berasal dari
penjualan barang milik daerah merupakan salah satu proses
pengelolaan barang milik daerah, Jika SOP ini tidak
dilaksanakan maka kegiatan pengelolaan barang milik
daerah tidak dapat berjalan dengan baik.

1. Laporan barang milik daerah;
2. Di simpan sebagai data elektronik dalam aplikasi Simda BMD;
3. Menjadi bagian dari arsip daerah.

_KEPALA BADAN PENGELOLA
QKEQA§§@N DAN ASET DAERAH,

" H. AKHMAD MUKHLIS, S.E., M.Si.
_PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah;




SOP PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH

PELAKSANA MUTU BAKU
. Pihak .
No. AKTIVITA Pengusul : eterangan
gusul / BIRO Kepala Tim
Péngguna GUBERNUR| SEKDA HUKUM BPKAD KARID KASURBID Danisnalan Kelengkapan Wakiu Qutput
barang/ OPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Pengguna/ Kuasa Pengguna mengajukan 9' ]
1 permohonan Pemusnahan Barang Milik _J Surat y—— Fanda Terima

Daerah kepada Gubernur melalui Pengelola N permohonan

(BPKAD)

al , kepala bid t . 3 ; i

2 K.e P ‘T'?ada“ G ’l Disposisi 5 menit Lembar disposisi

disposisi.

Kasubbid dan staf melakukan pengecekan / s Adﬂ_u,mSth‘ Kelengkapan

s ; barang milik :

3 |meneliti dokumen sesuai dengan 30 menit dokumen (buku

persyaratan pamahyangaim inventaris / KIB)

- dimusnahkan

Melakukan pemeriksaan / survey lapangan . Berita Acara
4  [terhadap barang milik daerah yang akan E;tak}:sx.k S 1 hari kerja  fPenelitian

dimusnahkan &xap lapangan/Cek Fisik

Surat dari Pengelola
Laporan hasil penelitian/ penyampaian 4 Benta. {\caxa Baxang ceparis
F ; AN X | Penelitian .. . |Gubernur untuk

5 |barita Acara hasil penelitian fisik /kondisi I 3 hari kerja -

Barang Milik Daerah | lapangan,/Cek persetujuan

Fisik Pemusnahan Barang

Milik Daerah




Telaah oleh Sekda Prov. Sumsel Laporan
hasil penelitian/ penyampaian barita Acara

Telaah

berita Acdid
Penelitian
lapangan/Cek
Fisik, Surat dari

Surat permohonan
dari Pengelola

hasil penelitian fisik /kondisi Barang Milik Pengelola Barang 2harikeria |40 4; Berita Acara
Daerah persetujuan hasil penelitian.

Pemusnahan

Barang Milik

Daerah

St disposisi Gubernur
Persetubian Gub o permohonan dari sebun ok
Berse juan Gubermur tentang pemusnahan Pengelola disertai 15 hari kerja menetapkan

arang Milik Daerah : : keputusan
Berita Acara hasil
esektin: Pe'n‘\usnahan Barang
Milik Daerah
: gié’::nlsl:: setuju Sl e

Pengelola Barang mengajukan permohonan =1 — Pemusnahan Barang
penetapan keputusan tentang Pemusnahan IS 7hari kerja  |Milik Daerah dari
Barang Milik Daerah kepada Gubernur. pen.ghapusz.m da Pengelola Barang

perjualan sk kepada Gubernur

bongkaran

Disposisi

persetujuan

Gubernur dan

Seerdt Reprifusan Surat Keputusan
Keputusan tentang Pemusnahan Barang Pesitiisnabian 5 hari keria Pemusnahan Barang
Milik Daerah al i Milik Daerah dari

cexgngMil Gubernur

Daerah dari

Pengelola Barang

kepada Gubernur

*Yang

Keputusan Pemusnahan Barang Milik Surat Keputusan ot Kesditaan selanjutnya
Daerah disampaikan Kepala Kepala BPKAD < Penjualan dan =g P . dilakukan
melalui bidang aset untuk selanjutnya Penghapusan sisa |5 hari kerja Milik Daerah dari & | Pemusnahan
disampaikan kepada pengguna barang/OPD bongkaran dari Gubernur BMD oleh
terkait Gubernur OPD/Pengguna

BMD




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBIDANG PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

NOMOR SOP | 900/53/ S0P / B0KAD ~V (262

TGLPEMBUATAN | :[ o\ AgustS ooz|
TGL REVISI =
TGL EFEKTIF [0 Agoseel TOF_—

DISAHKAN OLEH Kﬁﬁm BADAN PENGELOLA

/ KEDAﬁtiAN DAN ASET DAERAH,

NRMBINA UTAMA MUDA (IVlc)
NIP. 196406211993031004

NAMA SOP

Penjualan Sisa Bongkaran Barang Milik Daerah

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1. Memahami Peraturan Perundang-undangan Mengenai Penjualan Sisa Bongkaran Barang Milik Daerah
2. Mengetahui Tugas Fungsi dan mekanisme Penjualan Sisa Bongkaran

3. Memiliki kemampuan menelaah pemohonan Penjualan Sisa Bongkaran

4. Memiliki keterampilan dan ketelitian

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Surat Masuk 1. Komputer, printer
2. SOP Surat Keluar 2. ATK

3. SOP Penghapusan BMD
4. OPD Terkait Teknis

3. Kendaraan Dinas

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Permohonan Penjualan Sisa Bongkaran Barang Milik
Daerah akan diproses apabila memenuhi syarat dan sesuai
ketentuan

1. Data Pendukung
2. Aplikasi SIMDA BMD
3. dil




SOP PENJUALAN SISA BONGKARAN

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Pihak ; Keterangan
BIRO Kepala Tim &
Pengusul/Penggul GUBERNUR| SEKDA HUKUM BPKAD KABID KASUBID Pesiitan Persyaratan Wakta Output
na barang/ OPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pengguna/ Kuasa Pengguna mengajukan
permohonan penjualan sisa bongkaran ) Surat o z :
1
|kepada Gubernur melalui Pengelola A permohonan ProEn tancla Tepima
(BPKAD)
Kepala badan, kepala bidang membuat s
2 L ros I Disposisi 5 menit Lembar disposisi
disposisi. -
Kasubbid dan staf melakukan pengecekan / \ Eata A i1l e Kelengkapan
3 Jmeneliti dokumen sesuai dengan ,—l d??_:f\ ak 30 menit dokumen (buku
persyaratan. | | dijfx a1 yngaxan inventaris / KIB)
Melakukan pemeriksaan / survey lapangan . Berita Acara
4  [fterhadap barang milik daerah yang akan ;z; tak};ka g 1 hari kerja  |Penelitian
dijual o [P lapangan/ Cek Fisik
Surat dari Pengelola
: o . Berita Acara Barang kepada
Laporan hasil penelitian/ penyampaian Penelitian Guberiurl::m tuk
5 |barita Acara hasil penelitian fisik /kondisi leirganyCak 3 hari kerja —
: xS e ersetuju.
sisa bongkaran yang akan dijual Fi? ik g genju al’an s
bongkaran
v Surat dari
Telaah Pengelola Barang Surat permohonan
6 Telaah sekta terhadap permohonan "'I I kepada Gubernur 1 hari keri dari Pengelola
persetujuan penjualan sisa bongkaran untuk persetujuan X3 Ndisertai Berita Acara

penjualan sisa
bongkaran

hasi penelitian.




Surat

disposisi Gubernur

honan dari setuju untuk
Persetuj bernur t jual Lingfaie )
7 e Gubar tiangpenfiaian Pengelola disertai |15 hari kerja |menetapkan
sisa bongkaran : : :
Berita Acara hasi keputusan penjualan
penelitian. sisa bongkaran
Pengelola Barang mengajukan permohonan Disposisi i\el;altlalj:gu::an
penetapan keputusan tentang penjualan dan Gubernur setuju el ) o )
8 2 5 7hari kerja  jbongkaran dari
penghapusan sisa bongkaran kepada untuk penjualan
N Pengelola Barang
Gubernur. sisa bongkaran
kepada Gubernur
A 4 Disposisi
| pEsctauam Surat Keputusan
5 X Gubernur dan B :
Keputusan tentang Penjualan Sisa ., . |Penjualan Sisa
9 Surat Keputusan |5 hari kerja ;
Bongkaran " ; Bongkaran dari
penjualan dari Gilkeriiir
Pengelola Barang
kepada Gubernur
Keputusan Penjualan sisa bongkaran Surat Keputusan Surat Keputusan
10 disampaikan Kepala BPKAD melalui bidang] Penjualan sisa B hniieri Penjualan sisa
aset untuk selanjutnya disampaikan kepada bongkaran dari g bongkaran dari
pengguna barang/OPD terkait Gubernur Gubernur
*Yang selanjutnya
dilakukan
\ Surat Keputusan Surat Keputusan Penjualan sisa
1 Keputusan Penjualan sisa bongkaran Penjualan sisa T Karia Penjualan sisa bongkaran oleh
disampaikan kepada pemohon bongkaran dari < bongkaran dari OPD/Pengguna
Gubernur Gubernur BMD dan hasil
penjualan di setor
ke kas daerah




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBIDANG PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

NOMOR SOP : 1900/ 54/ 500/ BRKRD-V 2021

TGL PEMBUATAN SOl pgusts oz

TGL REVISI 3=

TGL EFEKTIF O\ AJuSkg 202\ e

DISAHKAN OLEH ;,‘.EKEEB@\BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

s ”~
HAF?I:!‘MAD MUKHLIS, S.E., M.Si.
—~PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 196406211993031004
NAMA SOP Penjualan Kendaraan Dinas

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Mengetahui Tugas Fungsi dan mekanisme Penjualan;

Memiliki kewenangan dalam memproses penghapusan barang milik daerah;
Memiliki kemampuan mengoperasikan computer;

Memahami klasifikasi barang milik daerah;

Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan barang milik daerah.

oA wN =

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk 1. Komputer, printer

2. SOP Surat Keluar 2. Alat Tulis Kantor

3. OPD Terkait Teknis 3. Aplikasi system informasi Barang Milik Daerah (KIB)
4. Penatausahaan Barang Milik Daerah

5. Pelaporan Barang Milik Daerah

6. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Penghapusan barang milik daerah yang berasal dari
penjualan barang milik daerah merupakan salah satu proses
pengelolaan barang milik daerah, Jika SOP ini tidak
dilaksanakan maka kegiatan pengelolaan barang milik
daerah tidak dapat berjalan dengan baik.

1. Laporan barang milik daerah;
2. Di simpan sebagai data elektronik dalam aplikasi Simda BMD,;
3. Menjadi bagian dari arsip daerah.

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah;




SOP PENJUALAN KENDARAAN DINAS

PELAKSANA MUTU BAKU
Pihak 5 Keteranga
No. AKTIVITAS ; Dinas
Pengusul / BIRO Kepala Tim n
Kel Waktu O t
Periggans GUBERNUR SEKDA HUKUM BPKAD KABID KASUBID Penjualan KPKNL | Perhubunga| Bapenda elengkapan utpu
barang &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pengguna/ Kuasa Pengguna mengajkan
permohonan penjualan’ kendaraan dinas G
1 |operasional yang telah memenuhi syarat A Surat permohonan}5 menit Tanda Terima
umur kendaraan kepada Gubernur melalui
Pengelola (BPKAD)
Kepala badan, kepala bidang membuat 4 -
2 dmrbe O L Disposisi 5 menit Lembar disposisi
disposisi. [
Kelengkapan
: dokumen
Kasubbid dan staf melakukan pengecekan / v Data Administrasi Kendarias difas
3 Jmeneliti dokumen sesuai dengan persyaratan —1 Asset Kendiranm 30 menit ang akan dijal.
penjualan kendaraan dinas. l:__| ?buiu PR ) I /
KIB)
Panitia Penjualan melakukan penelitian
terhadap kendaraan dinas dari segi Sa Berita Acara
D ik o
4 administratif/ kepemilikan kendaraan, Kz;a:i}’xs £30et 1 hast keria Penelitian
keadaan fisik, efisiensi pengguaan, biaya SR 7 lapangan/Cek
operasional, nilai jual kendaraan, yang gxap Fisik
dituangkan dalam berita acara.
Surat dari
. - ¢ y Berita Acara Pengelola Barang
Laporan hasil penelitian/ penyampaian Penelitian kepada Gubernur
5 |barita Acara hasil penelitian fisik /kondisi [ 3 hari kerja antuk persetujuan
kendaraan dinas yang akan dijual Fis ik e eni alP:n
kendaraan dinas
BsvitA Surat dari
Telaah Sekda dari Berita Acara hasil b 4 Pz:e;ﬁ::xa Pengelola Barang
6  |penelitian fisik kendaraan dinas yang akan Telaah L /Cek 3 hari kerja  fkepada Gubermur
dijual ;piingan untuk persetujuan
l - penjualan
Meminta Cek Fisik/Penilaian dengan Dinas Surat Permohonan| . Hasil Penilaian
[ | 3h TS
3 Perhubungan Prov. Sumsel > Cek Fisik = Cek Fisik Dishub




8 Meminta NJKB dengan Bapenda Prov. Surat Permohonan) Shari NJKB dari
Sumsel NJKB Bapenda
e N Surat permohonan| disposisi
| / dari Pengelola Gubernur setuju
Persetujuan Gubernur tentang penjualan disertai Berita ... Juntuk menetapkan
3 kendaraan dinas Acara hasi S keputusan
penelitian, cek penjualan
LY fisik dan NJKB. kendaraan dinas
A e Surat Keputusan
Disposisi Perialin
Pengelola Barang mengajukan permohonan Gubernur setuju Ken’:il:raan Dinas
10 |Jpenetapan keputusan tentang penjualan untuk 7 hari kerja :
: dari Pengelola
kendaraan dinas kepada Gubernur. penghapusan
? Barang kepada
kendaraan dinas
Gubernur
disposisi
A 4 :
] persetujuan dan Surat Keputusan
1 Keputusan tentang Penjualan Kendaraan Surat keputusan 5 hari keria Penjualan
Dinas penjualan dari g Kendaran Dinas
Pengelola Barang dari Gubernur
kepada Gubernur
Pengelola Barang Mengajukan Permintaan pesetjorn dag Surat Keputusan
? 4 Surat keputusan :
2 Penjualan kendaraan dinas dengan cara Gub 5 hari keria Penjualan
lelang yang diajukan ke Kantor Pelayanan & ,e::; g Kendaraan Dinas
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) i::araan Dinas dari Gubernur
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Surat Keputusan
g i 3
13 Lelang (KPKNL) menindaklanjuf ) Penjualan ) 5 hai ketja isalath lelang
permohonan Pengelola barang permintaan Kendaraan Dinas
lelang penjualan kendaraan dinas dari Gubernur
Hasil Penjualan disetor ke Kas Daerah dan Bukt setor hasil
14 |dituangkan dalam BAST sebagai syarat penjualan Lelang 15 hari kerja  |BAST

penghapusan BMD

dan risalah lelang




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBIDANG PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

NOMOR SOP . 900755 /50P/ BPRAD-VI 2021

TGL PEMBUATAN (ot Rguses 2ozt

TGL REVISI } —

TGL EFEKTIF (Ot AduStuf 202

DISAHKAN OLEH : KEPALABADAN PENGELOLA
7 NGAN DAN ASET DAERAH,

“SPEMBINA UTAMA MUDA (IVic)
NIP. 196406211993031004

NAMA SOP : | Sewa Barang Milik Daerah

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1. Memahami Peraturan Perundang-undangan Mengenai Sewa Barang Milik Daerah
2. Mengetahui Tugas Fungsi dan mekanisme Sewa

3. Memiliki kemampuan menelaah pemohonan Sewa

4. Memiliki kemampuan menghitung nilai wajar atau nilai sewa

5. Memiliki keterampilan dan ketelitian

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. OPD Terkait Teknis

1. Komputer, printer
2. ATK
3. Kendaraan Dinas

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Permohonan Sewa Barang Milik Daerah akan diproses
apabila memenuhi syarat dan sesuai ketentuan

1. Data Pendukung
2. Aplikasi SIMDA BMD
3. dll




SOP SEWA BARANG MILIK DAERAH

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Fihak Penguenl/ Kepala Tim Penilti Keterangan
Calon Penerima JGUBERNUR] SEKDA P KABID KASUBID S5 Kas Daerah DJKN Persyaratan Waktu Output
: BPKAD Hibah
Hibah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Usulan/Permohonan Sewa Surat permohonan 5 menit Tanda Terima
Kepala badan, ki bid, t 5 s
2 ¥ A e Disposisi 5 menit Lembar disposisi
disposisi.
: ags ez Kelengkapan
Kasubbid melakuk ki
gan persyaratan. € akan disewakan
Melakukan pemenlfs.aan/ survey lapangan E o ) it Asass
4 lterhadap barang milik daerah yang akan Data Fisik Aset lengkap|1 hari kerja Peonclifi lapanaas
dihibahkan (Tim Peniliti) Pangar
—
Surat dari Pengelola
Lapaoran hasil penelitian/ penyampaian 7 Barang kepada
5 barita Acara hasil penelitian fisik r Berita Acara Penelitian 5 Rt Keria Gubernur untuk
kelayakan/kondisi barang milik daerah I lapangan T persetujuan BMD
yang akan dihibahkan. untuk diadakan
Perjanjian Sewa
Surat Permohonan i
6 [Penilaian Sewa oleh DJKN /[J | PecllanSeindan |5 hartiens [P fenlamn
Sewa oleh DJKN
Kelengkapan Data
3 Laporan Penilaian Surat setuju Sewa
7  JPenyampaian harga Sewa ke Pemohon DJKN 7hari dari Pemohon
. [Surat persetujuan
) Surat permehona‘n dari kepada Guberruir
Persetujuan Gubernur tentang penetapan Pengelola disertai -
8 BMD menjadi objek Sewa Berita Acara hasil R tHaci ke yrntak memeapha
= 5 Fbarang milik daerah
penelitian.




L Surat persetujuan 2
e s Surat persetujuan
. Ll)dk a ubernur &
Pengelola Barang mengajukan permohonan ... |Sewa dari Pengelola
9 : - I untuk menetapkan 2 hari kerja
persetujuan Sewa kepada Gubernur. = Barang kepada
barang milik daerah
untuk sewa St
v Surat persetujuan Sewa N e
10 |Keputusan Pelaksanaan SEWA dari Pengelola Barang |5 hari kerja P
2 pelaksanaan Sewa
kepada Gubernur
Pemohon melakukan penyetoran Biaya zz:; P:ga.rgxlan
Sewa Kas Daerah Paling Lambat Dua Hari Surat Keputusan L) yang o
= Kerja sebelum penandatangan perjanjian laksanaan Sewa Biitactkerja jiemdaimgam
sev?a = P gan penary pe Gubernur dan
Pemohon Sewa
Surat Perjanjian
Sewa yang di
12 |Naskah Perjanjian Sewa Perjanjian Sewa 5 hari kerja  Jtandatangani
Gubernur dan
Pemohon Sewa




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBIDANG PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

NOMOR SOP ‘| 600/ 56/ SO0/ BPRRAD -V [ 2021

TGL PEMBUATAN Lo dguseos 262\
TGL REVISI |-

TGL EFEKTIF 160 PFusts ezt R

DISAHKAN OLEH : ~~KEPALA BADAN PENGELOLA

“KEUANGAN,DAN ASET DAERAH,
A\

A\

&

/‘7
“.H. AKHMAD MUKHLIS, S.E., M.Si.

SSZPEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP- 196406211993031004

NAMA SOP .| Ruislag / Tukar Menukar / Tukar Guling

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1. Memahami Peraturan Perundang-undangan Mengenai Ruislag / Tukar Menukar / Tukar Guling
2. Mengetahui Tugas Fungsi dan mekanisme Ruislag / Tukar Menukar / Tukar Guling

3. Memiliki kemampuan menelaah pemohonan Ruislag / Tukar Menukar / Tukar Guling

4. Memiliki keterampilan dan ketelitian

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar

3. SOP Penilaian BMD

4. SOP Penghapusan BMD
5. OPD Terkait Teknis

1. Komputer, printer
2. ATK
3. Kendaraan Dinas

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Permohonan Ruislag / Tukar Menukar / Tukar Guling akan
diproses apabila memenuhi syarat dan sesuai ketentuan

1. Data Pendukung

2. Hasil Penilaian BMD oleh DJKN
3. Aplikasi SIMDA BMD

4. dll




SOP RUISLAG/ TUKAR MENUKAR/ TUKAR GULING/ BARANG MILIK DAERAH

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Pihak BIRO Kepala Keterangan
GUBERNUR| Pengusul/ DPRD SEKDA KABID KASUBID DJKN Persyaratan Waktu Output
OPD HUKUM BPKAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17
Permohonan usul tukar menukar Surat : 5
1 J 5 menit Tanda Terima
tanah/bangunan x permohonan
g [firmata Badan: Kephlahicmgasins [ g Disposisi 5 menit Lembar disposisi
disposisi. |
Kelengkapan
Kasubbid melakukan pengecekan / meneliti v Data Administrasil . do Sx BMD yang
3 a s S R aeck 30 menit akan dihibahkan.
okumen sesuai dengan persy ) | | P
KIB)
5 : 3 v ;. iy
melakukan penilaian objek Ruislag/tukar Data Fisik Aset . Hasil Penilaian
4 : | I 12 hari
guling/tukar menukar lengkap DJKIN
Nota Dinas dari
Laporan hasil penelitian/ penyampaian v BeritaAcara Pengelola Barang
4 By, ENe 2 i~ ... [kepada Gubernur
5 fhasil penelitian dan penilaian barang milik Penelitian 6 hari kerja :
daerah yang akan ditukar menukar lapangan untuk persetujuan
ASTR Y208 ’ BMD menjadi Objek
tukar menukar
Nota Dinas dari 7
Y 75 Pengelola Baran ot perscuuan
| o & 8 kepada Gubernur
" T kepada Gubernur
6 Kajian ke Gubernur tentang kelayakan dan i gt e | S untuk menetapkan
tujuan tukar menukar PEeHy 2 |barang milik daerah
BMD menjadi AT
- Objek tukar menjadi objek tukar
£ Y] e menukar BMD.
A4 :
D * Selain tanah/lahan
l'iersetu]ua.n Gieat Keputigan dan a‘tau bangunan'
Gubernur yang Cabei ane el apabila telah sesuai
7  |Keputusan Gubernur menetapkan BMD {5 hari kerja & memnuhi syarat dan
s e penetapan
menjadi Objek 208 odal keputusan Gubernur
tukar menukar PEAYEE AR dapat langsung

BAST




Surat Pernyataan Surat persetujuan *Untuk Barang
s Pengelola Barang mengajukan permohonan S nerima Rebah Tukar Menukar tanah/lahan dan atau
tukar menukar BMD kepada DPR. eriealon 3 harikerja |BMD dari Pengelola bangunan dapat
penerima hibah Barang kepada dilaksanakan setelah
Gubernur persetujuan DPRD
Surat
Surat Permohonan persetujuan Tukar > I 1L permohonan
9 |Menukar BMD dari Gubernur kepada DPRD —lr persctujuan 4 hari keria 7272t ke DPRD Prov.
Prov. Sumsel penyertaan modal 9 Sumsel
dari Gubernur ke
DPRD
Untuk objek BMD
yang sesuai
d ket
y:lﬁa“ e Surat DPRD Prov.
10 [persetijuan DPRD bangunan serta |15 hari kerja sl .tentang
barang lainnya e
yang bernilai penyertaan modal
diatas 5 milyar
rupiah*)
Gube luarkan Surat Keputus L 2o Surat Keputusan
ubernur mengeluarkan Surat Keputusan S Tiantan u
1 Irukar Menukar BMD s oot Toay| 5 hari kerja [Tukar Menukar
IS ersetujuan Tukar BMD dari Gubernur
Menukar BMD
Pengelolall’_)arang melakukafi serah terima Surat Keputusan Selisih nilai lebih
55 barang milik dael.'ah ya.rfg dilepas dan P BAST Tukar Menukar 5 hari keri BAST Hibah Tukar yang dihibahkan
barang pengganti dan dituangkan ke dalam = BMD dari 7% IMenukar dituangkan dalam
BAST (Tukar Menukar) rg Gubernur BAST
Pengelola
5 lola B y h mengajukan Setelah mekasnime ini
13 engeiola Darang M er.lgef)ulmx pengnepusan BAST Hibah 5 hari keria penghapusan kepada) berakhir, dilanjutkan
dan barang pengganti dimasukan dalam KIB Tukar Menukar 72 |Gubernur dan dengan prosedur
memasukan barang penghapusan
pengganti




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBIDANG PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

NOMOR SOP : |90/ 577500/ BPkAO- VI2021

TGL PEMBUATAN (ol AgustS  »x2t

TGL REVISI =
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DISAHKAN OLEH : e _~KEPALA BADAN PENGELOLA
?KEUANGQN DAN ASET DAERAH,
i \D MUKHLIS, S.E., M.Si.
(7 ':PEMbe;k UTAMA MUDA (IVlc)
S NIP-196406211993031004

NAMA SOP Pinjam Pakai

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Mengetahui Tugas Fungsi dan mekanisme Pinjam Pakai;

Memiliki kewenangan dalam memproses Pinjam Pakai barang milik daerah;
Memiliki kemampuan mengoperasikan computer; dan

. Memahami klasifikasi barang milik daerah.

aALN

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar

3. OPD Terkait Teknis

4. Pelaporan Barang Milik Daerah

1. Komputer, printer;
2. Alat Tulis Kantor; dan
3. Aplikasi system informasi Barang Milik Daerah (KIB).

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Pinjam Pakai barang milik daerah merupakan salah satu
proses pengelolaan barang milik daerah, Jika SOP ini tidak
dilaksanakan maka kegiatan pengelolaan barang milik
daerah tidak dapat berjalan dengan baik.

1. Laporan barang milik daerah;
2. Di simpan sebagai data elektronik dalam aplikasi Simda BMD;
3. Menjadi bagian dari arsip daerah.

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah;




SOP PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH

pakai

PELAKSANA
NO KEGIATAN Pihak Biro Kepala OPD/ Keterangan
Pengusul/ |GUBERNUR| SEKDA KABID KASUBID | Pengguna Persyaratan Waktu Output
Hukum BPKAD
OPD Barang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 |Usulan Pinjam Pakai ->| } et 5menit  |Tanda Terima
permohonan
; A4
Kepala Badan, Kepala Bidang membuat . 1os i . .
2 disposisi: Disposisi 5 menit Lembar disposisi
Kelengkapan
Kasubbid melakukan pengecekan / meneliti v Data Administrasi . dOkum.er.‘ SMDyang
3 5 30 menit akan dihibahkan.
dokumen sesuai dengan persyaratan. e | Asset - =
(buku inventaris /
KIB)
= N Jika status barang
_T/ Konfirmasi tersebut sedang tidak
OPD/Penggunaan fdimanfaatkan
Melakukan pemeriksaan / konfirmasi \ / Data Fisik Aset barang tersebut diteruskan ke
4 kepada OPD terkait (Pengguna Barang) i Y. |lengkap, 1 hatikeria apakah status BMD [Persetujuan Gubernur
terhadap barang milik daerah yang akan ' administrasi, r) tersebut masih tetapi jika masih
dipinjam pakai Surat Konfirmasi dimanfaatkan oleh Jdimanfaatkan
OPD tersebut atau  |dibalaskan durat ke
tidak Pemohon tidak dapat
pinjam pakai
Nota Dinas dari
Laporan hasil penelitian/ penyampaian hasil Berita Acara ieng‘eilolca; B;:ang
5 |penelitian dan konfirmasi status barang Penelitian 2 hari kerja pEEasy r-nur
milik daerah yang akan dipinjamvpakai. lapangan stk persetujian
| ’ BMD menjadi Objek
pinjam pakai
Nota Dinas dari
Telsah Pengelola Barang o h
Telaah Sekda Terhadap Nota Dinas Kepada S kepada Gubernur dur_aPpermIo laonan
6 |Gubernur Untuk Persetujuan BMD menjadi untuk persetujuan |1 hari kerja dj: r;nge ?ta %
Objek Pinjam Pakai BMD menjadi ha:_ ez‘;an T
Objek pinjam Lpen -




Persetujuan Gubernur tentang penetapan

Sural
permohonan dari

Surat persetujuan
kepada Gubernur
untuk menetapkan

7 |BMD menjadi objek pinjam pakai Pengeloladisertal {15 hacthenia b ovis wll dperali
Berita Acara hasi T s
il menjadi objek pinjam
Pe : pakai.
Siizat i Surat persetujuan
Pengelola Barang mengajukan permohonan e . ].ua.n s o pinjam pakai dari
8 ; &0 : le Gubernur pinjam |2 hari kerja
persetujuan pinjam pakai kepada Gubernur. IS o Pengelola Barang
P kepada Gubernur
i S Kt
9 |Keputusan Pinjam Pakai pinjam p 5 hari kerja  |Pinjam Pakai dari
Pengelola Barang Gabierii
kepada Gubernur
Surat Perjanjian dan
e
10 Pengelola membuat Perjanjian dan BAST iﬁﬁ;ﬁ:ﬁan_ 10 hari keri BAST Yang telah
Pinjam Pakai ) andan [FERanXe02 Ndikoreksi dari aspek
Gubernur S :
yuridis formil
Y Naskah Perjanjian
bzl | Surat Surat Keputusan ) pinjam Pakai di
11 | Surat Perjanjian Pinjam Pakai Perjanjia Pinjam Pakai dari |5 hari kerja ftandatangani Sekda
3 Gubernur dan Pihak Pengusul
[Pinjam Pakai
BAST Pinjam Pakai
v di tandatangani
; BASTEN Sl Pengelola
Pengelola Barang melakukan serah terima Pinjam Pakai Naskah Perjanjian sy
12 harang daerah yang dipinjampakai P Pakar (o v | Jlemng/epela
e ek ! [BPKAD dan
Pengusul pinjam
pakai
X
Barang yang menjadi objek pinjam pakai l ' BAST Pinjam Al A ;
B diserahkan kepada pengusul pinjam pakai Pakai sharikeya | JBASE Fidjan Paka




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBIDANG PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

NOMOR SOP
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DISAHKAN OLEH : KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

-
VAerHMAD MUKHLIS S.E., M.Si.
,~:_.,EM81SA UTAMA MUDA (IVlc)
NIP.196406211993031004
NAMA SOP Penyertaan Modal Barang Milik Daerah

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1. Memahami Peraturan Perundang-undangan Mengenai Penyertaan Modal Daerah
2. Mengetahui Tugas Fungsi dan mekanisme Penyertaan Modal Daerah

3. Memiliki kemampuan menelaah pemohonan Penyertaan Modal Daerah

4. Memiliki keterampilan dan ketelitian

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar

3. SOP Penilaian BMD

4. SOP Penghapusan BMD
5. OPD Terkait Teknis

1. Komputer, printer

2. ATK

3. Kendaraan Dinas

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Permohonan Penyertaan Modal akan diproses apabila
memenuhi syarat dan sesuai ketentuan

1. Data Pendukung

2. Hasil Penilaian BMD oleh DJKN

3. Aplikasi SIMDA BMD

4. dll




' +SOP PENYERTAAN MODAL ATAS BARANG MILIK DAERAH

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS BIRO PR Kepal ; Tim Keterangan
GUBERNUR DPRD Pengusul/ | SEKDA e KABID KASUBID DJKN Biro: |} penyestaani Persyaratan Waktu Output
HUKUM BPKAD Ekonomi
OPD Modal
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 JPermohonan Penyertaan Modal >|| || Surat permohonan|5 menit Tanda Terima
Kepala Badan, Kepala Bidang membuat
2 disiosisx B & I - Disposisi 5 menit Lembar disposisi
Kelengkapan
|Kasubbid melakukan pengecekan / meneliti Vv Diata Admiinistrasi dokumen BMD yang
3 : 30 menit akan dihibahkan.
dokumen sesuai dengan persyaratan. Asset : i
(buku inventaris /
KIB)
\/ﬂ Data Fisik A
4 |melakukan penilaian objek penyertaan modal I 5 atakals Bet 12 hari Hasil Penilaian DJKN
engkap
Data asministrasi,
A\ 4 i isi
Menyampaiakn hasil analisi kelayakan — hasil analisis
5 |invetasi dan tujuan penyertaan ke biro 1 I 1l<elayaniim 2 bulan Analisia Bisnis
ekonomi untuk analisis bisnis mYestam dan
tujuan penyertaan
modal
Y &3 Surat persetujuan
\T, kepada Gubernur
Kajian ke Gubernur tentang kelayakan N\ P ... fjuntuk menetapkan
. invetasi dan tujuan penyertaan modal / Lk R barang milik daerah
£ menjadi objek
LY Jpenyertaan modal.
A lﬁ i Surat Keputusan
| ) i g Gubernur mengenai
7 [Keputusan Gubernur menetapkan BMD |5 hari kerja 8
. penetapan
menjadi Objek L
Penyertaan Modal peny’
Surat persetujuan
3 Pengelola Barang mengajukan permohonan A 4 Keputusan . ﬁy;rtaax; T:dal
penyertaan modal kepada DPR. Gribsaair 3 hari kerja engelo
Barang kepada
Gubernur




Surat Permohonan persetujuan dari y Surat pf.ermohonan
9 Gubernur kepada DPRD Prov. Sumsel untuk Ej persetnan .. lsurat ke DPRD Prov.
menghapus dan memindahtangankan aset pen‘yertaan modal 4 hari kerja Sumsel
yang akan dijadikan penyertaan modal dari Gubernur ke
DPRD
Untuk objek BMD
yang sesuai
di ketentu:
Sl Surat DPRD Prov.
gostu tanah dan Sumsel tentan,
10  |Persetujuan DPRD |bangunanserta 15 harikerja | . 8
S Persetujuan
barang lainnya
g hentilay penyertaan modal
diatas 5 milyar
rupiah*)
Surat DPRD Prov.
11 |Gubernur mengeluarkan Surat Keputusan Sumsel tentang . |ppumatKepdtusan
Penyertaan Modal e Persetajudn 5 hari kerja  |Penyertaan Modal
| l‘ ;
—1 penyertaan modal dark Gubermuy
Pengelola Barang melakukan Berita Acara i Surat Keputusan
12 |serah terima barang milik daerah yang ' BAST Penyertaan Modal |5 hari kerja :&A(Sil;l Penyertaan
penyertaan modal | = dari Gubernur ¢
BAST Setelah
ditandatangani Pengsiols mekasnime ini
oleh Pengelola 2 { berakhir,
13 [Pengelola Barang mengajukan penghapusan Baraing dase piliak |5 arikera [retgojukan dilanjutkan
fietiga selaku peghtpusan kepadal )
7 & Gubernur gan
mitra penyertaan prosedur
modal penghapusan




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBIDANG PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

NOMOR SOP

:|ooolsa/sop/BPxpD-V | 202\

TGL PEMBUATAN (| O - Agoses  Zo 2t

TGL REVISI i —
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DISAHKAN OLEH KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

7
H. AKHMAD MUKHLIS, S.E., M.Si.
§ PEMBINA UTAMA MUDA (IVIc)
NIP. 196406211993031004
NAMA SOP Penjualan Peralatan dan Mesin Nilai Taksir diatas 1 Juta

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

RN B 0N ==

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Mengetahui Tugas Fungsi dan mekanisme Penjualan;

Memiliki kewenangan dalam memproses penghapusan barang milik daerah;

Memiliki kemampuan mengoperasikan computer;

Memahami klasifikasi barang milik daerah;

Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan barang milik daerah.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar

3. OPD Terkait Teknis

4. Pelaporan Barang Milik Daerah

1. Komputer, printer
2. Alat Tulis Kantor

3. Aplikasi system informasi Barang Milik Daerah (SIMDA BMD)

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

penjualan barang milik daerah merupakan salah satu proses
pengelolaan barang milik daerah, Jika SOP ini tidak
dilaksanakan maka kegiatan pengelolaan barang milik
daerah tidak dapat berjalan dengan baik.

1. Laporan barang milik daerah;
2. Di simpan sebagai data elektronik dalam aplikasi Simda BMD;
3. Menjadi bagian dari arsip daerah.




SOP PENJUALAN PERALATAN DAN MESIN NILAI TAKSIR DIATAS 1 JUTA

PELAKSANA
: Pihak @
No. AKTIVITAS Pengusul / BIRO Kepal Ti eterangan
pala im
Pengguna GUBERNUR| SEKDA HUKUM BPKAD KABID KASUBID Penjualan KPKNL Kelengkapan Waktu Output
barang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pengguna/ Kuasa Pengguna mengajkan PCj
1 permohonan Pen]uale.m Peralatan dan Mesin J Surat s seni Tanda Terima
yang telah memenuhi syarat kepada A permohonan
Gubernur melalui Pengelola (BPKAD)
, kepala bi I : S e
2 K'e P ala t?adan Kpelabiag mebia) = 5] Disposisi 5 menit Lembar disposisi
disposisi. |
Kelengkapan
Kasub}a_xd dan staf melalfukan pengecekan / v Dita Adminisirasi . dokumel.'l peralatan
3 Jmeneliti dokumen sesuai dengan — 5~ 30 menit dan mesin yang akan
: - Asset Kendaraan &
persyaratan Penjualan Peralatan dan Mesin dijual. (buku
inventaris / KIB)
Paniti Penjualan melakukan penelitian
terhadap Peralatan dan Mesin dari segi Data Fisik Aset Berita Acara
4  |administratif, keadaan fisik, efisiensi peralatan dan 1 hari kerja  [Penelitian
pengguaan, biaya operasional, nilai jual , mesin lapangan/Cek Fisik
yang dituangkan salam berita acara.
Surat dari Pengelola
: e X Berita Acara Barang kepada
Laporan hasil penelitian/ penyampaian A 4 L
5  |barita Acara hasil penelitian fisik /kondisi | Fenelitian 3 hari kerja Gubem.ur gt
Peralatan dan Mesin yang akan dijual g Cek pszestejuan
yang J Fisik Penjualan Peralatan
dan Mesin
4
Telaah Berita Acara Surat permohonan
6 Telaah Sekda permohonan persetujuan Penelitian > hari keria dari Pengelola
penjualan peralatan dan mesin lapangan/Cek 12 |disertai Berita Acara
Fisik hasil penelitian.




LT Surat disposisi Gubernur
z Persetujuan Gubernur tentang penjualan permchonan dat petuju itk
Peralitas dan Masin Pengelola disertai |15 hari kerja jmenetapkan
Berita Acara hasi keputusan Penjualan
Y penelitian. Peralatan dan Mesin
' Disposisi Surat Keputusan
Pengelola Barang mengajukan permohonan Gubernur setuju Penjualan Peralatan
8 |penetapan keput‘us.an tentang Penjualan untuk Penjualan |7 hari kerja  |dan Mesin dari
Peralatan dan Mesin kepada Gubernur. Peralatan dan Pengelola Barang
; Mesin kepada Gubernur
v disposisi
| persetujuan dan
Surat keputusan Surat Keputusan
9 Keputusan tentang Penjualan Peralatan dan |Penjualan .. . [Penjualan Peralatan
Mesin Peralatan dan ey dan Mesin dari
Mesin dari Gubernur
Pengelola Barang
kepada Gubernur
Pengelola barang mengajukan permintaan Surat Keputusan
Penjualan Peralatan dan Mesin dengan cara Penjualan Sura?t psihnag
10 |lelang yang pelaksanaan penjualannya Peralatan dan 5 hari kerja PETjuRlan; secarn
dilakukan melalui Kantor Pelayanan Mesin dari Lelaf'ng i
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gubernur i
Surat Keputusan
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Penjualan
Lelang (KPKNL) memproses permohonan Peralatan dan 5 hari kerja  [risalah lelang
lelang penjualan peralatan dan mesin Mesindari
Gubernur
Hasil Penjualan disetor ke Kas Daerah dan Bukti setor hasil
11  |dituangkan dalam BAST sebagai syarat penjualan Lelang |5 hari kerja  |BAST
penghapusan BMD dan risalah lelang




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBIDANG PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

NOMOR SOP

1| 900/60/ 300/ BPRAD - V /2021

TGL PEMBUATAN Ol RGigtus 20
TGL REVISI S
TGL EFEKTIF Ol Agustus 2 oz|

DISAHKAN OLEH

_KEPALA BADAN PENGELOLA
/- KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

> ¥

\\O LS
¢, H. AKHMAD'MUKHLIS, S.E., M.Si.
SPEMBINA'UTAMA MUDA (IV/c)
NIP.196406211993031004

NAMA SOP

Penjualan Peralatan dan Mesin Nilai Taksir Dibawah 1 Juta

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

oabwhN

Mengetahui Tugas Fungsi dan mekanisme Penjualan;

Memiliki kewenangan dalam memproses penghapusan barang milik daerah;
Memiliki kemampuan mengoperasikan computer;

Memahami klasifikasi barang milik daerah;

Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan barang milik daerah.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar

3. OPD Terkait Teknis

4. Pelaporan Barang Milik Daerah

1. Komputer, printer
2. Alat Tulis Kantor
3. Aplikasi system informasi Barang Milik Daerah (SIMDA BMD)

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

penjualan barang milik daerah merupakan salah satu proses
pengelolaan barang milik daerah, Jika SOP ini tidak
dilaksanakan maka kegiatan pengelolaan barang milik
daerah tidak dapat berjalan dengan baik.

1. Laporan barang milik daerah;
2. Di simpan sebagai data elektronik dalam aplikasi Simda BMD;
3. Menjadi bagian dari arsip daerah.




SOP PENJUALAN PERALATAN DAN MESIN NILAI TAKSIR DIBAWAH 1JUTA

PELAKSANA MUTU BAKL
N AKTIVITAS s Ket
o. : eterangan
Pengusul / BIRO Kepala Tim
aki Output
Fengriik GUBERNUR| SEKDA HUKUM BPKAD KABID KASUBID Penjualan Kelengkapan Waktu utpu
barang/ OPD
1 2 3 4 5 A 8 9 10 b 12 13 14
Pengguna/ Kuasa Pengguna mengajukan
h : 2 > l |
; [permohonan penjualan Peralatan dan mesin Gmrat 5 menit Tanda Terima
Jkepada Gubernur melalui Pengelola A permohonan
(BPKAD)
Kepala bad, i
2 . hepela bidang membunt | Disposisi 5 menit Lembar disposisi
disposisi. 21 S
Kasubbid dan staf melakukan pengecekan / ate. £ i sl Kelengkapan
I 3 \ 4 barang milik .
3 Jmeneliti dokumen sesuai dengan — 30 menit dokumen (buku
daerah yng akan ; 2
|persyaratan. = inventaris / KIB)
dijual
Melakukan pemeriksaan / survey lapangan ;i Berita Acara
4  |terhadap barang milik daerah yang akan {Datakak bR 1 hari kerja  |Penelitian
dijual N lapangan,/Cek Fisik
Surat dari Pengelola
Laporan hasil penelitian/ penyampaian Benta. i.\cara Barang kepada
: : T 5 5 | Penelitian ... |Gubernur untuk
5 |barita Acara hasil penelitian fisik /kondisi J 1 hari kerja .
ralatan dan mesin yang akan dijual L apangan/Cek pesetu
pe yang J Fisik Penjualan Peralatan

dan Mesin




\ Nota Dinas telaah
Menyampaikan Laporan hasil penelitian/ Telaah hasil penelitian
6 penyampaian barita Acara hasil penelitian Lapangan/Cek O Bl
fisik /kondisi peralatan dan mesin yang akan fisik dan Berita
dijual kepada Gubernur melalui Sekda Acara Penelitian
lapangan/Cek Fisik
T Surat disposisi Gubernur
: . ermohonan dari setuju untuk
7 [Persetujuan Gubemnur tentang penjualan / l}zengelola disertai |15 hari kerja men]etapkan
peralatan dan mesin Berita Acara hasi keputusan Penjualan
v penelitian. Peralatan dan Mesin
Disposisi Surat Keputusan
Pengelola Barang mengajukan permohonan Gubernur setuju Penjualan Peralatan
8 |penetapan keputusan tentang Penjualan untuk Penjualan |7hari kerja  Jdan Mesin dari
Peralatan dan Mesin kepada Gubernur. Peralatan dan Pengelola Barang
Mesin kepada Gubernur
Disposisi
\ 4 persetujuan
I Gubernur dan Surat Keputusan
9 Keputusan tentang Penjualan Peralatan dan i Surat Keputusan b Hairt Bk Penjualan Peralatan
Mesin Penjualan dan Mesin dari
Peralatan dan Gubernur
Mesin kepada
Gubernur
Surat Keputusan
Keputusan Penjualan Peralatan dan Mesin Penjualan i:?i;;ﬁl;’t;jgmn
10 |disampaikan Kepala BPKAD melalui bidang Peralatan dan 3 hari kerja i Mosin da
aset Mesin dari Gubernur
Gubernur




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBIDANG PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

NOMOR SOP

1| 900/6\ /800 /BRKAD -V [ 2024

TGL PEMBUATAN oL pPgusw& 2062
TGL REVISI i
TGL EFEKTIF ol fgustus 202\

DISAHKAN OLEH

~“KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

\,.
\i@;\f AKHMAD‘MUKHLIS S.E., M.Si.
NP ?K!ij\ UTAMA MUDA (IV/c)
“NIP-196406211993031004

~

NAMA SOP

BANGUN SERAH GUNA

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1. Memahami Peraturan Perundang-undangan Mengenai Bangun Guna Serah
2. Mengetahui Tugas Fungsi dan mekanisme Bangun Guna Serah

3. Memiliki kemampuan menelaah pemohonan Bangun Guna Serah

4. Memiliki keterampilan dan ketelitian

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Surat Masuk 1. Komputer, printer

2. SOP Surat Keluar 2. ATK

3. SOP Penilaian BMD

4. OPD Terkait Teknis

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Permohonan Bangun Serah Guna akan diproses apabila
memenuhi syarat dan sesuai ketentuan

1. Data Pendukung
2. Aplikasi SIMDA BMD

3. dil




SOP BANGUN SERAH GUNA (BTO)

PELAKSANA MUTL BAKU
NO KEGIATAN : . . R . Perusahaan Keterangan
Pihak 5 Biro Kepala Tim Peneliti Tim Lelang
Waktu O t
Péngusul GUBERNUR| SEKDA ek BPKAD KABID KASUBID BTO DJKN BTO Pemenang Kelengkapan utpul
Lelang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 |Usulan Bangun Serah Guna Surat permohonan|5 menit Tanda Terima
Kepala Badan, Ki i b
» [Kepala Badan, Kepala Bidang membuat Disposisi 5 menit Lembar disposisi
disposisi. |
Kelengkapan
. doku lahan
Kasubbid melakukan pengecekan / meneliti v Data Administrasi . DRLEY yeng
3 EERE R T , Eacet 30 menit akan di Bangun
ses engan persyaratan. l 1 sse ol Giria, (it
inventaris / KIB)
— Y
Tim Peneliti melakukan pemen]\sa:'u? / ild Data Fisik Aset — Barita Acafa
4  |survey lapangan terhadap lahan milik daerah - 1 hari kerja Penelifia lapatigan
yang akan Bangun Serah Guna \ L cHEAp pang
LY
Nota Dinas dari
Laptoran hasil penehuan/ pen.y.ampaian v A Pengelola Barang
5 barita Acara hasil penelitian fisik I Telaah Penelitian 5 hari keria kepada Gubernur
kelayakan/kondisi lahan milik daerah yang s J L = g untuk persetujuan
akan Bangun Serah Guna apang lahan menjadi Objek
Bangun Serah Guna
t tuj
Surat permohonan| e dpe(r;s ebe)uan
dari Pengelola wepada Cubesuy
6 Persetujuan Gubernur tentang penetapan i@ : Berit 15 hari keria untuk menetapkan
lahan menjadi objek Bangun Serah Guna Liertal Beriin 72 llahan milik daerah
Acara hasil o g
litian. menjadi objek
PEns Bangun Serah Guna
Surat persetujuan
1 bagai objek
Pengelola Barang mengajukan permohonan 4 Nota Dinas ;::n 5:5:%:1: (gl’f“a
7  |persetujuan lahan sebagai objek Bangun persetujuan 2 hari kerja ‘gu
Serah Guna kepada Gubernur. “ bernur dasi Pengelola
. U Barang kepada
Gubernur




Surat persetujuan

P Keputusan Lahan sebagai Objek Bangun lahan sebagai Surat Keputusan
Serah Guna objek BTO dari 5 hari kerja  |Lahan scbagai Objek
Pengelola Barang Bangun Serah Guna
kepada Gubernur
Surat Keputusan
9 |Penilaian Lahan oleh DJKN S Lahan sebagai > mi Laporan penilaian
O Objek Bangun MNEEY  1oleh DIKN
Serah Guna
A 4 4
Laporan penilaian
10 Lelang Bangun Serah Guna oleh Panitia DJKN; dan SK Penetapan
Lelang’ perusahaan yang |2 bulan
ARE 3 pemenang
sesuai dengan
peraturan terkait
i Pembahasan Perjanjian kerjasama Bangun SK Penetapan Perjanjian Kerjasama
Serah Guna . 2 bulan 2
L |Pemenang Bangun Serah Guna




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBIDANG PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

NOMOR SOP | 900162 /S0P / BPKRAD - v 1202]
TGL PEMBUATAN ot A 2o
TGL REVISI I
TGL EFEKTIF ot Aqostik zo!
DISAHKAN OLEH : = KEPALA BADAN PENGELOLA
//KEUANGAN DAN ASET DAERAH,
: _~ AN
> y ~
T;l\ L o .fw ?“
W\*\ AT/
¢, H. AKHMAD MUKHLIS, S.E., M.Si.
“PEMBINA'UTAMA MUDA (IV/c)
'NiP=196406211993031004
NAMA SOP - BANGUN GUNA SERAH / BOT

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1. Memahami Peraturan Perundang-undangan Mengenai Bangun Guna Serah
2. Mengetahui Tugas Fungsi dan mekanisme Bangun Guna Serah

3. Memiliki kemampuan menelaah pemohonan Bangun Guna Serah

4. Memiliki keterampilan dan ketelitian

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Surat Masuk 1. Komputer, printer
2. SOP Surat Keluar 2. ATK

3. SOP Penilaian BMD
4. OPD Terkait Teknis

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Permohonan Bangun Guna Serah akan diproses apabila
memenuhi syarat dan sesuai ketentuan

1. Data Pendukung
2. Aplikasi SIMDA BMD
3. dll




SOP BANGUN GUNA SERAH (BOT)

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN : . . st2 : Perusahaan Keterangan
Pihak Biro Kepala Tim Peneliti Tim Lelang &
B R W t
Pengsisnl GUBERNUI SEKDA Hukam BPKAD KABID KASUBID BOT DJKN BOT Pemenang Kelengkapan aktu Outpu
Lelang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 |Usulan Bangun Guna Serah (BOT) 9‘ } Surat permohonan}5 menit Tanda Terima
|Kepala Badan, Kepala Bid buat
. d'epaa' Badan, Kepala Bidang membua rl ‘i Disposisi 5 menit Lembar disposisi
isposisi.
Kelengkapan
3 Kasubbid melakukan pengecekan / meneliti 2 Data Administrasi 30 it dokumen lahan yang
dokumen sesuai dengan persyaratan. | | Asset e akan di BOT. (buku
inventaris / KIB)
Tim Peneliti melakukan riksaan i
4  |survey lapangan terhadar;ezlelan milik/daerah At s At 1 hari kerja eha Ao
: lengkap Penelitian lapangan

yang akan dibangun guna serah (BOT)

Nota Dinas dari

Laploran hasil pe.nelin'arf/. pen‘yfampaian \ Baiita Acaia Pengelola Barang
5 barita Acara hasil penelitian fisik Telaah J Penelitian b i kepada Gubernur
kelayakan/kondisi lahan milik daerah yang 1 untuk persetujuan
akan BOT. fapangart lahan menjadi Objek
FBOT
Surat permohonan Surat persetujuan
Persetujuan Gubernur tentang penetapan dfm Pe.ngel?la s kepada Soherr
g lahan menjadi objek BOT disertai Berita 15 hari kerja Juntuk menetapkan
Acara hasil lahan milik daerah
penelitian. menjadi objek BOT.
Surat persetujuan
Pengelola Barang mengajukan permohonan A 4 Nota Dinas lahan sebagai objek
7  |persetujuan lahan sebagai objek BOT kepada | persetujuan 2 hari kerja  |BOT dari Pengelola
Gubernur. 1 l gubernur Barang kepada

Gubernur




Surat persetujuan
v lahan sebagai Surat Keputusan
8 JKeputusan Lahan sebagai Objek BOT objek BOT dari 5 hari kerja  |Lahan sebagai Objek
Pengelola Barang BOT
kepada Gubernur
Peril i Surat Keputusan Eapora peatlaan
9 enilaian Lahan oleh DJKN 8 I
> L.al?an se!?agm 2 minggu oleh DJKN
Objek BOT
Laporan penilaian
DJKN, dan
10 |Lelang BOT oleh Panitia Lelang' rerusalasriyang 12 bnilas SK Penetapan
: pemenang
sesuai dengan
peraturan terkait
11 |Pembahasan Perjanjian kerjasama BOT SK Penetapan ot Perjanjian Kerjasama
Pemenang BOT




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBIDANG PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

NOMOR SOP

: | 300/6% / s00 / BRRAD - V(2021

TGL PEMBUATAN Ol Pgustus 202
TGL REVISI : Wling
TGL EFEKTIF & Agustus 2ot

DISAHKAN OLEH

_~KEPALABADAN PENGELOLA
_j'\:--v--KEUANﬂAN DAN ASET DAERAH,

\ L
W , ~ H. AKHMAD MUKHLIS, S.E., M.Si.
PtMBlNA UTAMA MUDA (IVIc)
‘NiP. 196406211993031004

NAMA SOP

KERJASAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1. Memahami Peraturan Perundang-undangan Mengenai kerjasama penyediaan infrastruktur
2. Mengetahui Tugas Fungsi dan mekanisme kerjasama penyediaan infrastruktur

3. Memiliki kemampuan menelaah pemohonan kerjasama penyediaan infrastruktur

4. Memiliki keterampilan dan ketelitian

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Penilaian BMD
4. OPD Terkait Teknis

1. Komputer, printer

2. ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Permohonan kerjasama penyediaan infrastruktur akan
diproses apabila memenuhi syarat dan sesuai ketentuan

1. Data Pendukung
2. Aplikasi SIMDA BMD

3. dil




SOP KERJASAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN Biro Kepala Perusahaan Keterangan
Pihak Pengusul |[GUBERNUR| SEKDA P KABID KASUBID | Tim Peneliti DJKN Tim Lelang | Pemenang Kelengkapan Waktu Output
Hukum BPKAD
Lelang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 |Usulan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur >| J Surat permohonan}5 menit Tanda Terima
A

Kepala Badan, Kepala Bid N

i R 1 Disposisi Smenit  |Lembar disposisi
isposisi. il
Kelengkapan
v dokumen lahan yang

Kasubbid melakukan pengecekan / meneliti Data Administrasi " akan di Kerjasama

3 . 30 menit 2

dokumen sesuai dengan persyaratan. Asset Penyediaan
Infrastruktur. (buku
inventaris / KIB)

Tim Peneliti melakukan pemeriksaan /

survey lapangan terhadap lahan milik daerah Data Fisik Aset T Berita Acara

4 ? £ 1 hari kerja o
yang akan Kerjasama Penyediaan lengkap Penelitian lapangan
Infrastruktur

Nota Dinas dari
L Pengelola Barang
Laporan hasil litian, i N kepada Gube!
pocen iasl pesclitan) penyumpaian I Berita Acara o —

5 barita Acara hasil penelitian fisik Telaah | Peneliti 5 hari keri untuk persetujuan
kelayakan/ kondisi lahan milik daerah yang 1 ; . = €12 liahan menjadi Objek
akan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur ikl Kerjasama

Penyediaan
Infrastruktur
Surat persetujuan
kepada Gubernur
Surat permohonan]
§ g untuk menetapkan
Persetujuan Gubernur tentang penetapan dari Pengelola BT
R 3 : 3 S ... |lahan milik daerah
6 |lahan menjadi objek Kerjasama Penyediaan disertai Berita 15 hari kerja menjadi objek
Infrastruktur Acara hasil J
itian, Kerjasama
Rers Penyediaan
Infrastruktur
Surat persetujuan
‘L lahan sebagai objek
Pengelola Barang mengajukan permohonan Nota Dinas Kerjasama

7  |persetujuan lahan sebagai objek Kerjasama persetujuan 2 hari kerja  |Penyediaan

Penyediaan Infrastruktur kepada Gubernur. Jgubemur Infrastruktur dari
Pengelola Barang

lkepada Gubernur




Surat persetujuan

lahan sebagai Surat Keputusan
8 |Keputusan Lahan sebagai Objek Kerjasama objek Kfal)'asama =N Lahan sebagai Objek
Penyediaan Infrastruktur Penyediaan 5 hari kerja  JKerjasama
Infrastruktur dari Penyediaan
Pengelola Barang Infrastruktur
|kepada Gubernur
Surat Keputusan
9  |Penil Lahan oleh > petan sshaga Laporan penilaian
enilaian oleh DJKN : : ;
Objek K.er]asama 2 minggu oleh DJKN
Penyediaan
Infrastruktur
Y r
Laporan penilaian
Lelang Kerjasama P i DJKN, dan
10 g Kerjasama Penyediaan Infrastruktur SK Penetapan
oleh Panitia Lelang' peeustiaan yang: 2 bulan [pemenang
sesuai dengan
peraturan terkait
Perjanjian Kerjasama
1 Pembahasan Perjanjian kerjasama Kerjasama SK Penetapan Kerjasama
Penyediaan Infrastruktur > 2 bulan i
> u C Pemenang Penyediaar
Infrastruktur




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBIDANG PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

NOMOR SOP | 000Ul s6P/ BORAD - VI202L

TGL PEMBUATAN Ol Agustus 207

TGL REVISI ; -

TGL EFEKTIF (| 0l Aqustvs 20 P

DISAHKAN OLEH : {,KEPALA‘.ﬁBADAN PENGELOLA
7 ‘KEUAN}GAN(DAN ASET DAERAH,

\ R

"2 H- AKHMAD MUKHLIS, S.E., M.Si.
“PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 196406211993031004

NAMA SOP Hibah Barang Milik Daerah Selain Tanah dan Bangunan dengan Nilai diatas 5

Miliar

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1. Memahami Peraturan Perundang-undangan Mengenai Hibah Barang Milik Daerah
2. Mengetahui Tugas Fungsi dan mekanisme Hibah

3. Memiliki kemampuan menelaah pemohonan Hibah

4. Memiliki keterampilan dan ketelitian

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Surat Masuk 1. Komputer, printer

2. SOP Surat Keluar 2. ATK

3. SOP Penghapusan BMD 3. Kendaraan Dinas

4. OPD Terkait Teknis

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Permohonan Hibah Barang Milik Daerah akan diproses
apabila memenuhi syarat dan sesuai ketentuan

1. Data Pendukung
2. Aplikasi SIMDA BMD
3. dll




SOP HIBAH BARANG MILIK DAERAH SELAIN TANAH BANGUNAN DIATAS 5 MILIAR

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Pihak Pengusul / : s Keterangan
Calon Penerima | GUBERNUR| DPRD SEKDA Kepaia kaBD | kasusm |TimFenelifil yoiengkapan Waktu Output
: BPKAD Hibah
Hibah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 |Usulan hibah et 5 menit Tanda Terima
/e |permohonan
Kepala Badan,Kepala Bid. b
2 pe s oA SpR B e mienbuaL Disposisi 5 menit Lembar disposisi
isposisi.
Kelengkapan
Kasubbid melakukan pengecekan / meneliti v Data Administrasi . dokum'e:_l BMD yang
2 dokumen sesuai dengan persyaratan. 1 Asset i I
ERR P ’ I | i (buku inventaris /
KIB)
Melakuk Tiks. T
e j survey lapngan Data Fisik Aset - Berita Acara
4 |terhadap barang milik daerah yang akan lengk 1 hari kerja Penelitian 1
dihibahkan (Tim Peniliti) engkap R
Y
Nota Dinas dari
Laporan hasil penelitian/ penyampaian v . Pengelola Barang
5 barita Acara hasil penelitian fisik 5ah gent;t?cma 5 hari keri kepada Gubernur
kelayakan/kondisi barang milik daerah i hene i A Xen? huntuk persetujuan
yang akan dihibahkan. pangan BMD menjadi Objek
Hibah
T Surat Surat persetujuan
Persetujuan Gubernur tentang penetapan V / permohonax:\ dan. s R
6 iR Pengelola disertai |15 hari kerja juntuk menetapkan
BMD menjadi objek Hibah : ; s
\ Berita Acara hasi barang milik daerah
penelitian. menjadi objek hibah.
Y
Persetujuan
Surat Pernyataan kesediaan menerima hibah (nbernus yang e Sur.:at Pemyataax.\
7 - y menetapkan BMD |2 hari kerja  |dari calon penerima
calon penerima hibah S .
menjadi Objek hibah.
Hibah




Surat Pernyataan Surat persetujuan
T engelola Barang mengajukan permohonan menerima hibah .. . [hibah dari Pengelola
: ; R 2 hari kerja .
persetujuan hibah kepada Gubernur. dari calon Barang kepada
penerima hibah Gubernur
vV Untuk tanah dan
Surat persetujuan bangunan serta
9 Surat Permohonan persetujuan hibah dari hibah dari v, Surat ke DPRD Prov. | barang lainnya
Gubernur kepada DPRD Prov. Sumsel Pengelola Barang 2 hoi kerje Sumsel yang bernilai
kepada Gubernur diatas 5 milyar
rupiah®)
Untuk objek BMD
yang sesuai
dSagan ketenfin Surat DPRD Prov.
e Sumsel tentang
10 |Persetujuan DPRD i kerj
] i::fm;’? ibthart ke Persetujuan Hibah
yang bernilai MDD
diatas 5 milyar
rupiah*)
Surat persetujuan
hibah dari Surat Keputusan
11 [Keputusan Pelaksanaan Hibah | I‘ Pengelola Barang |5 hari kerja  |pelaksanaan hibah
— kepada Gubernur dari Gubernur
Sumsel
Sus eputin s o
12 |Naskah Hibah pelaksanaan hibah{5 hari kerja st
& e Guberhir tandatangani Sekda
X dan Penerima Hibah
Naskah Perjanjian
13 Pengelola Barang melakukan serah terima 3> Hibah Daera.h & T ;
barang daerah yang dihibahkan < tandatangani 2 hari kerja  |BAST Hibah
Sekda dan
Penerima Hibah
1
BAST Hibah e
; . Pengelola mekasnime ini
ditandatangani mengajukan baraklic
14 |[Pengelola Barang mengajukan penghapusan i kerj; e i
g g mengaj penghap! \ gﬁl;:gex;ﬁola 5 hari kerja énghapusan kepada jilanjut
l I d
Penerima Hibah Gubernur dengan prosedur
penghapusan




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBIDANG PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

NOMOR SOP | 900165 /500 / OKAD - V [ 2091

TGL PEMBUATAN JOU  Agusws 2020

TGL REVISI =

TGL EFEKTIF ot Rgushs 2oz

DISAHKAN OLEH : ~KEPALA BADAN PENGELOLA

,-»ekEUA‘NGAN DAN ASET DAERAH,

H. Al(HﬁAD MUKHLIS, S.E., M.Si.
—PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
“NIP. 196406211993031004

NAMA SOP : | Hibah Barang Milik Daerah

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1. Memahami Peraturan Perundang-undangan Mengenai Hibah Barang Milik Daerah
2. Mengetahui Tugas Fungsi dan mekanisme Hibah

3. Memiliki kemampuan menelaah pemohonan Hibah

4. Memiliki keterampilan dan ketelitian

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar

3. SOP Penghapusan BMD
4. OPD Terkait Teknis

1. Komputer, printer
2. ATK
3. Kendaraan Dinas

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Permohonan Hibah Barang Milik Daerah akan diproses
apabila memenuhi syarat dan sesuai ketentuan

1. Data Pendukung
2. Aplikasi SIMDA BMD
3. dli




SOP HIBAH BARANG MILIK DAERAH

PELAKSANA MUTU BAKU
Pihak
No. AKTIVITAS Pengusul / : ; - Keterangan
. Kepala Tim Peneliti &
Cal GUB SE t
a o.n ERNUR EKDA BPKAD KABID KASUBID Hibah Kelengkapan Waktu Outpu
Penerima
Hibah
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14
. Surat 2 3 s o3
1 |Usulan hibah 5 menit Tanda Terima
permohonan
Kepala badan, kepala bidang membuat v ’ - L : 5 GG
2 di : Disposisi 5 menit Lembar disposisi
isposisi.
Kelengkapan
: < Dy
Kasubbid melakukan pengecekan / meneliti Data Administrasi ; d()l\ll.ll\»(’l"\ s
3 ) 30 menit akan dihibahkan.
dokumen sesuai dengan persyaratan. Asset s 7
’ (buku inventaris /
KIB)
Y
Melakukan pemeriksaan / survey lapangan y e :
<2 5 Data Fisik Aset o s Berita Acara
4  |terhadap barang milik daerah yang akan lenek 1 hari kerja Penelitian |
dihibahkan (Tim Peniliti) \ engkap enelitian lapangan
Y
1 Pe: P
Laporan hasil penelitian/ penyampaian v L ;‘”“t df;: il ngdola
5 barita Acara hasil penelitian fisik aah Perm; cara 5 hari keri Gar:::b epa ak
kelayakan/kondisi barang milik daerah b _— e o i
= . lapangan persetujuan BMD
yang akan dihibahkan. e ;
menjadi Objek Hibah
Surat Surat persetujuan
T o i
Persetujuan Gubernur tentang penetapan ptrmohonaf\ dan. . kepada Guberaur
6 Pengelola disertai |15 hari kerja Juntuk menetapkan

BMD menjadi objek Hibah

Berita Acara hasi
penelitian.

barang milik daerah
menjadi objek hibah.




Surat Pernyataan kesediaan menerima hibah

Persetujuan
Gubernur yang,

Surat Pernyataan

calon penerima hibah Z:z:\;;;rgabr; I:MD 2 hari kerja ﬁia;';;alon penerima
ek ’
Hibah
\y Surat Pernyataan Surat persetujuan
s Pengelola Barang mengajukan permohonan I menerima hibah > Hiari Kers hibah dari Pengelola
persetujuan hibah kepada Gubernur. | dari calon LR Barang kepada
penerima hibah Gubernur
Surat persetujuan
¢ hibah dari Surat Keputusan
9  |Keputusan Hibah hari kerj p
Pengelola Barang @ hart kega hibah dari Gubernur
kepada Gubernur
\ Naskah Perjanjian
J Surat Surat Keputusan Hibah Daerah di
10 |Naskah Hibah dan Surat Perjanjian Hibah 4 Perjanjia hibah dari 5 hari kerja  [tandatangani
n Hibah Gubernur Gubernur dan
Penerima Hibah
Naskah Perjanjian
i Pengelola Barang melakukan serah terima BAST Hibeh Daera'h " e s —_—
barang daerah yang dihibahkan hibah gngf‘a"g‘:’“‘ 2 hari kerja  |BAST Hibah
ubernur dan
rg
Penerima Hibah
Setelah
BAST Hibah mekasnime ini
o . Pengelola .
ditandatangani et berakhir,
12 |Pengelola Barang mengajukan penghapusan 4 oleh Pengelola 5 hari kerja ;:i;u sarkesaia dilanjutkan
> u G
l I Barang dan gut;gempr P dengan
Penerima Hibah " prosedur

penghapusan




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH

NOMOR SOP

1 |900/66r S60/ BPRAD-V [ 102)

TGL .

PEMBUATAN o' Roustus 201
TGL REVISI : -

TGL EFEKTIF : o\ Rqustus 201

DISAHKAN OLEH

~KEPALA BADAN PENGELOLA
\"KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

\Y

> : ,} : V=
-~ £ .f’“?' i
“"H. AKHMAD MUKHLIS,.SE,.M.Si

“=NIP-1964042119930310004

NAMA SOP SOP PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN/MUTASI
BARANG MILIK DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 1. Memiliki kemampuan Sarjana Hukum, Administrasi Negara, Akuntansi dan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Manajemen

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 2. Memahami Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2018 | 3. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Penatausahaan Barang

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Milik Daerah

Sumatera Selatan 4. Menguasai Pengoperasian Komputer.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar

1
2
3
4
)

. Komputer
. Printer

. ATK

. Alat Ukur
. Kamera

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP tidak dilaksanakan maka terhambatnya acuan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi

1

. Di simpan dalam bentuk soft copy dan hard copy.

2. DIl




SOP PENGALIHAN STATUS/MUTASI BARANG MILIK DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

NO KEGIATAN KET
GUBERNUR SEKDA ASISTEN Il BIRO HUKUM KABAN KABID KASUBBID PELAKSANA OPD Kelengkapan Waktu Output
Kepala Badan mendisposisi ke Kepala Bidang
PBMD terhadap permohonan OPD untuk alih Surat permohonan s g
4 status penggunaan / mutasi barang milik daerah oPD 1Jam Lembar Disposisi -
.
Kepala Bidang mendisposisi ke Kasubbid Surat permohonan ) -
2 | I 15 t Lembar Disposis -
Penatausahaan untuk ditindaklanjuti. OPD P dlon )
Kasubbid meneliti dan memeriksa terhadap
3 permohonan dari (.JPD dan menf.hsposm kepada Surat permohonan 15 riaRlt Leimbar Disposisi }
pelaksana untuk diproses sesuai dengan OPD
Peraturan yang berlaku.
Pelaksana berkoordinasi dengan OPD pemohon l
untu.k ‘mene.tukan.v\.laktu pelaksanaan penelitian Sirteermohcnan . Befits AGira
4 |administrasi dan fisik terhadap barang yang 3 hari § s <
i A ¢ OPD Pemeriksaan Fisik
diusulkan pengalihan status/mutasi secara
langsung di lapangan di dampingi OPD
Pelaksana membuat Nota Dinas permohonan \
persetujuan berdasarkan hasil penelitian Surat permohonan A
ta Dinas Persetujua
5 |administrasi dan fisik sebagai bahan OPD, Berita Acara 30 Menit Neta Gn::er::jre HjERE
pertimbangan Gubernur untuk persetujuan Y A Pemeriksaan Fisik
alihan status penggunaan/mutasi BMD
Kasubbid meneliti dan memeriksa Nota Dinas T
telaah untuk permohonan persetujuan Gubernur SORaLparCHDAas Nota Dinas Persetujuan
6 j : = 1 el OPD, BeritaAcara | 20 menit -
sesuai ketentuan dan di paraf koordinasi untuk 3 S8 Gubernur
; : Pemeriksaan Fisik
diteruskan ke Kabid
Kabid meneliti memeriksa Nota Dinas &
. Surat permohonan > 2
permohonan persetujuan Gubernur dan B g Nota Dinas Persetujuan
7 : NI OPD, Berita Acara 15 menit -
memberi paraf tanda telah diperiksa selanjutnya pemeriksaan Fisik Gubernur
dinaikkan ke Kaban untuk ditanda tangani
|
: S Surat permohonan , .
s Kaban menandatanngani Nota Dinas \ OPD, Berita Acara Aiars Nota Dinas Persetujuan _

permohonan persetujuan Gubernur

Pemeriksaan Fisik

Gubernur




Pelaksana memberi nomor, mencatat dan
mengarsipkan berkas serta menyampaikan Nota
Dinas permohonan persetujuan Gubernur ke
Asisten

Surat permohanan
OPD, Berita Acara
Pemeriksaan Fisik

10 menit

Nota Dinas Persetujuan
Gubernur

10

Asisten dan Sekretaris Daerah meneliti
memeriksa Nota Dinas permohonan persetujuan
Gubernur untuk selanjutnya diteruskan ke
Gubernur

Surat permohonan
OPD, Berita Acara
Pemeriksaan Fisik

1 hari

Nota Dinas Persetujuan
Gubernur

12

Gubernur meneliti memeriksa Nota Dinas
permohonan persetujuan, apabila Gubernur
menyutujui diteruskan dengan penyusunan
Naskah Keputusan Gubernur dan apabila
Gubernur tidak menyetujui akan disampaikan
surat penolakan untuk OPD (Pemohon)

Surat permohonan
OPD, Berita Acara
Pemeriksaan Fisik

2 hari

Nota Dinas Persetujuan
Gubernur

13

Pelaksana menyusun draf Naskah Keputusan
Gubernur tentang alih Status Penggunaan /
Mutasi Barang Milik Daerah sesuai disposisi
persetujuan Gubernur selanjutnya dinaikkan ke
Kasubbid untuk diparaf surat pengantar koreksi
ke Biro Hukum untuk diteliti dan dikoreksi dari
aspek yudiris formal dan legal drafting

Disposisi Gubernur,

Surat permohonan
OPD, Berita Acara

Pemeriksaan Fisik,
Surat Pengantar

30 Menit

Draf Naskah Keputusan
Gubernur dan Surat
Pengantar

14

Kasubbid meneliti dan memeriksa draf Naskah
Keputusan Gubernur sesuai ketentuan yang
berlaku dan surat pengantar koreksi Biro Hukum
di paraf koordinasi untuk diteruskan ke kabid

Disposisi Gubernur,
Surat permohonan
OPD, Berita Acara
Pemeriksaan Fisik,
Surat Pengantar

20 menit

Draf Naskah Keputusan
Gubernur dan Surat
Pengantar

15

Kabid meneliti memeriksa draf Naskah
Keputusan Gubernur dan paraf koordinasi pada
surat pengantar koreksi ke Biro Hukum tanda
telah diperiksa selanjutnya dinaikkan ke Kaban
untuk ditanda tangani

Disposisi Gubernur,

Surat permohonan
OPD, Berita Acara

Pemeriksaan Fisik,
Surat Pengantar

15 menit

Draf Naskah Keputusan
Gubernur dan Surat
Pengantar




Kaban meneliti memeriksa draf Naskah
Keputusan Gubernur dan menandatangani surat

Disposisi Gubernur,
Surat permohonan

Draf Naskah Keputusan

16 OPD, Berita Aca 1J Gube! dan Surat

pengantar untuk diteliti dan dikoreksi dari aspek 0 .en ¥ C .ra Lt iy !
o : S Pemeriksaan Fisik, Pengantar
yudiris formal dan legal drafting di Biro Hukum
Surat Pengantar
x isi Gub. .
Pelaksana memberi Nomor, mencatat dan DisposisiGuBemur
A ’ Surat permohonan Draf Naskah Keputusan
mengarsipkan berkas serta menyampaikan Draf " s
17 Z OPD, Berita Acara 10 menit Gubernur dan Surat
Naskah Keputusan Gubernur Ke Biro Hukum y % o
5 Pemeriksaan Fisik, Pengantar
untuk dikoreksi |
Surat Pengantar
Y,
) 4
Biro Hukum meneliti dan mengoreksi sesuai \ T Disposisi Gubernur,

18 aspek yudiris dan legal drafting jika telah / Surat permohonan 7 Hari Draf Naskah Keputusan
bersesuai dengan peraturan perundangan akan OPD, Berita Acara Gubernur
dikembalikan ke Kaban agar di paraf kordinasi Pemeriksaan Fisik
P )

elaksar?a memb'uat l\_lota HIFBE fabar aengan \ 4 Disposisi Gubernur, Nota Dinas Kaban ke
melampirakan Disposisi Gubernur, surat
> x Surat permohonan - Gubernur, Draf Naskah
permohonan OPD, Barita Acara Pemeriksaan g 30 menit
. OPD, Berita Acara Keputusan Gubernur yg
Fisik dan Draf Naskah Keputusan Gubernur yang A % e .
R N Pemeriksaan Fisik sudah diparaf
telah diparaf koordinasi
Kasubbid menelaah dan paraf koordinasi Nota Disposisi Gubernur, Nota Dinas Kaban ke
Dinas Kaban ke Gubernur serta memeriksa E Surat permohonan 20 raite Gubernur, Draf Naskah
kelengkapan berkas penetapan alih status OPD, Berita Acara Keputusan Gubernur yg
penggunaan Pemeriksaan Fisik sudah diparaf
Kabid meneliti dan memparaf koordinasi Nota Disposisi Gubernur, Nota Dinas Kaban ke
Dinas Kaban ke Gubernur serta memeriksa Surat permohonan e atie Gubernur, Draf Naskah
kelengkapan berkas penetapan alih status OPD, Berita Acara Keputusan Gubernur yg
penggunaan Pemeriksaan Fisik sudah diparaf
K i 2
2ban rT\enadatangganl Nata Dipas:dan ) Disposisi Gubernur, Nota Dinas Kaban ke
memeriksa kelengkapan berksa penetapan alih
Surat permohonan Gubernur, Draf Naskah
11 |status penggunaan serta meneruskan draf . 1lJam
: OPD, Berita Acara Keputusan Gubernur yg
Naskah Keputusan Gubernur ke Asisten dan ¢ i :
Pemeriksaan Fisik sudah diparaf

Sekretaris Daerah untuk diparaf koordinasi




Asisten dan Sekretaris Daerah memparaf

Disposisi Gubernur,
Surat permohonan

Nota Dinas Kaban ke
Gubernur, Draf Naskah

20 |kordinasi N t: i
ordmafl aske'!h .Kepu usan Gubernur yang OPD, Berita Acara 1 Hari Keputusan Gubesnur v
sudah dikoreksi Biro Hukum . ot X
Pemeriksaan Fisik sudah diparaf
Draf Naskah Keputusan Gubernur ditanda Disposisi Gubernur,

21 tangani oleh Gubernur selanjutnya menjadi Surat permohonan 1 Hari Naskah Keputusan
Naskah Keputusan Gubernur tentang Alih Status OPD, Berita Acara Gubernur
Penggunaan / Mutasi Barang Milik Daerah Pemeriksaan Fisik
Pelaksana melakukan alih status/mutasi barang
milik daerah yang diusulkan OPD sesuai Naskah Naskah Keputusan .

22 20 t KIB terb
Keputusan Gubernur pada aplikasi SIMDA BMD Gubernur meny sraan
OPD
OPD menerima salinan Naskah Keputusan N Salinan Naskha

23 |Gubernur tentang Alih StatusPenggunaan / Keputusan 5 Menit Tanda terima

Mutasi Barang Milik Daerah

Gubernur




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH

NOMOR SOP

;| 900/ 67 300/ BPRAD - V/ 2091

TGL g
PEMBUATAN o JIGSS e
TGL REVISI -

TGL EFEKTIF O\ Poustus 201

DISAHKAN OLEH

KEPAL'A:BADAN PENGELOLA
KEﬂANGA/N DAN ASET DAERAH,

N '\H AKHMAD MUKHLIS .SE,.M.Si

N\ “Pembina ! Utama Muda
‘NIP:-1964042119930310004

NAMA SOP SOP REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan

1. Memiliki kemampuan Sarjana Hukum, Administrasi Negara, Akuntansi dan

Manajemen

2. Memahami Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Penatausahaan Barang

Milik Daerah

4. Menguasai Pengoperasian Komputer.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar

1. Komputer
2. Printer
3. ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP tidak dilaksanakan maka terhambatnya acuan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi

1. Di simpan dalam bentuk soft copy dan hard copy.

2. Dl




SOP REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

MUTU BAKU
NO KEGIATAN KET
KABID KASUBBID PELAKSANA OPD Kelengkapan Waktu Output
Pengurus Barang OPD terlebih dahulu mengentri
Barang Milik Daerah yang bersumber dari belanja
modal dan sumber lainnya yang sah dalam Q
aplikasi SIMDA BMD secara Online paling lambat v KIB, Realisasi
tanggal 10 bulan berikutnya menyampaikan Belanja Modal
Kartu Inventaris Barang (KIB) tahun berjalan, (LRA), Dokumen ‘ y X
1 [Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dokumen Koritrak dan 10 Menit Lembar Disposisi
kontrak dan dokumen pendukung lainnya untuk Dékumen
melakukan rekonsiliasi Barang Milik Daerah pendukung lainnya
dengan Bidang Pengelolaan BMD BPKAD Prov.
Sumsel
KIB, Realisasi
. . - = 4 Belanja Modal
Kasubbid mendisposisi ke peiaksana untuk (LRA), Dokumen
2 |mengverifikasi dokumen yang disampaikan Kor;trak dan 30 Menit Lembar Disposisi -
pengurus barang OPD Pakifffir
pendukung lainnya
Pelaksana meneliti dan memverifikasi Laporan KIB. Realisasi
Realisasi Anggaran belanja modal (LRA), KIB Bela’nja Modal
Tahun btjalan yang teiahdl entsi PengUrus 7 (LRA), Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi
3 |Barang, Dokumen Kontrak dan Dokumen Kor;trak dait 3 Jam BMD -
pendukung lainnya, jika telah sesuai maka V DokiiMer
Pelaksana dan OPD menyusun Berita Acara ¥ 3
Rekonsiliasi antara BPKAD dan OPD pendukung lainnya
T 5 e
Kasubbid meneliti dan menvalidasi data di BKeIIBa’n?ae?\I/:iadsall
2pi/kas] SIMDA BN,ID dehesn dokurr.\erf Sena (LRA), Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi
4 |memverifikasi berita acara rekonsiliasi BMD dan 1Jam

memberi paraf tanda telah diperiksa selanjutnya
diteruskan ke Kabid untuk ditanda tangani

Kontrak dan
Dokumen
pendukung lainnya

BMD




Kabid menandatanngani Berita Acara Rekonsiliasi

KIB, Realisasi
Belanja Modal
(LRA), Dokumen

Berita Acara Rekonsiliasi

1Jam
Barang Milik Daerah Kontrak dan BMD
Dokumen
pendukung lainnya
oPD ; J s o e
menerima Berita Acara Rekonsiliasi Barang erita Acara 5 Menit Fanda tering

Milik Daerah

Rekonsiliasi BMD




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR SOP ;[ 900/68 [ 360/ BPRRD-V/ 2021
TGL

PEMBUATAN O Pauslus s0u

TGL REVISI A=

TGL EFEKTIF - | O Roustus 20

DISAHKAN OLEH

~~ KEPALA BADAN PENGELOLA
" "KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

¥ J L
S ¢ /“ N/,
C2°-._H. AKHMAD MUKHLIS,.SE,.M.Si

“. Pembina Utama Muda
‘NIP. 1964042119930310004

SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH NAMA SOP SOP PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 1. Memiliki kemampuan Sarjana Hukum, Administrasi Negara, Akuntansi dan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen
Pengelolaan Barang Milik Daerah. 2. Memahami Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2018 | 3. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Penatausahaan Barang
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Milik Daerah
Selatan 4. Menguasai Pengoperasian Komputer.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Surat Masuk 1. Komputer
2. SOP Surat Keluar 2. Printer

3. ATK

4. Alat Ukur

5. Kamera

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP tidak dilaksanakan maka terhambatnya acuan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi

1,
2. Dl

Di simpan dalam bentuk soft copy dan hard copy.




SOP PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN KET
GUBERNUR SEKDA ASISTEN Il BIRO HUKUM KABAN KABID KASUBBID PELAKSANA OPD Kelengkapan Waktu QOutput
Kepala Badan mendisposisi ke Kepala Bidang Surat permohonan
1 |PBMD terhadap permohonan OPD untuk usulan 1Jam Lembar Disposisi =
penghapusan barang milik daerah penghapusan
T
t h
Kepala Bdang mendisposisi ke Kasubbid SRt O -
2 S A usulan 1Jam Lembar Disposisi -
Penatausahaan untuk ditindaklanjuti.
penghapusan
Kasubbid meneliti dan memeriksa terhadap 2 i e
5 s il Surat permohonan Lembar Disposisi,
permohonan dari OPD dan mendisposisi kepada
3 . . usulan 1Jam Berkas Permohonan -
pelaksana untuk diproses sesuai dengan A EhaB SR PanshapiiEsH BMD
Peraturan yang berlaku. penghap! ghap!
Pelaksana melakukan penelitian administrasi BA Pemeriksaan
tehadap dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Naskah
Fisik, Naskah Keputusan Gubernur Keputusan
4 Penjualan/Pemusnahan, Berita Acara h 4 Gubernur S Tam Nota Dinas Persetujuan .
Penjualan/Pemusnahan, Bukti Setor (STS RKUD Penjualan/Pemusna Gubernur
Prov. Sumsel) dan membuat Nota Dinas v han, BA
permohonan persetujuan penghapusan Barang [y Penjualan/Pemusna
Milik Daerah (BMD) kepada Gubernur han dan Bukti Setor
BA Pemeriksaan
Kasubbid meneliti Nota Dinas permohonan i Fisik, SK
5 persetujuan Gubernur atas usulan penghapusan Penjualan/Pemusna 3 Nota Dinas Persetujuan .
BMD sesuai ketentuan dan di paraf untuk han, BA Gubernur
diteruskan ke Kabid Penjualan/Pemusna
han, Bukti Setor
Kabid meneliti memeriksa Nota Dinas l B P:i:?: r;l:(saan
permohonan persetujuan Gubernur atas usulan . A 2 g
. Penjualan/Pemusna Nota Dinas Persetujuan
6 |penghapusan BMD dan memberi paraf tanda 30 Menit -
fe & " han, BA Gubernur
telah diperiksa selanjutnya diteruskan ke Kaban
untuk ditanda tangani Penjualan/Pemusna
B [ han, Bukti Setor
BA Pemeriksaan
Kaban menandatanngani Nota Dinas . Fislk, SK ; y
Penjualan/Pemusna Nota Dinas Persetujuan
7 |permohonan persetujuan Gubernur atas usulan 1Jam -
han, BA Gubernur

penghapusan BMD

Penjualan/Pemusna
han, Bukti Setor




Pelaksana memberi nomor, mencatat dan

BA Pemeriksaan

E . Fisik, SK
N pkan berkes Saca menyarpatian Nota Penjualan/Pemusna 3 Nota Dinas Persetujuan
8 |Dinas permohonan persetujuan Gubernur atas 10 menit
han, BA Gubernur
usulan penghapusan berserta dokumen :
kelengkapan ke Asisten Pemjosian Femusna
grap han, Bukti Setor
Asisten meneliti memeriksa Nota Dinas oA P:l:r;:r;l:(saan
permohonan persetujuan Gubernur atas usulan 7 E -
Penjualan/Pemusna z Nota Dinas Persetujuan
9 |penghapusan BMD beserta dokumen 1 hari
< han, BA Gubernur
kelengkapan untuk selanjutnya diteruskan ke 1
Sekretaris Daerah Penjuglan/Pemusna
han, Bukti Setor
BA Pemeriksaan
Sekretaris Daerah meneliti memeriksa Nota Fisik, SK
10 Dinas permohonan persetujuan Gubernur Penjualan/Pemusna 1 hari Nota Dinas Persetujuan
beserta dokumen kelengkapan untuk han, BA Gubernur
selanjutnya diteruskan ke Gubernur Penjualan/Pemusna
han, Bukti Setor
BA Pemeriksaan
Gubernur meneliti memeriksa Nota Dinas Fisik, SK - g
5 Penjualan/Pemusna Nota Dinas Persetujuan
11 |permohonan persetujuan untuk memberikan han. BA 2 hari Siberaur
d A )
isposisi persetujuan penghapusan BMD Penjualan/Pemusna
han, Bukti Setor
Pelaksana menyusun draf Naskah Keputusan
G .
ubertu.lr Sentang penghapuiary BMD sesual Disposisi Gubernur Draf Naskah Keputusan
disposisi persetujuan Gubernur dan membuat
12 beserta 2Jam Gubernur dan Surat
surat pengantar koreksi ke Biro Hukum Setda kelerngianan PCHEALEAF
Prov. Sumsel untuk diteliti dan dikoreksi dari EEAp Y
aspek yudiris dan legal drafting
Kasubbid meneliti dan menferiksa draf Naskah Disposisl Gubernur Draf Naskah Keputusan
Keputusan Gubernur sesuai ketentuan yang
13 . beserta 1Jam Gubernur dan Surat
berlaku dan paraf koordinasi surat pengantar KalenEkanEn PaRFaRtaT
koreksi ke Biro Hukum serta diteruskan ke kabid el 8
Kabid meneliti memeriksa draf Naskah
Keputusan Gubernur dan paraf koordinasi pada Disposisi Gubernur Draf Naskah Keputusan
14 |surat pengantar koreksi ke Biro Hukum beserta 1Jam Gubernur dan Surat
selanjutnya dinaikkan ke Kaban untuk ditanda kelengkapan Pengantar

tangani




Kaban meneliti memeriksa draf Naskah
Keputusan Gubernur dan menandatangani surat

Disposisi Gubernur

Draf Naskah Keputusan

15 |pengantar koreksi ke Biro Hukum untuk diteliti beserta 2 jam Gubernur dan Surat
dan dikoreksi dari aspek yudiris dan legal kelengkapan Pengantar
drafting di Biro Hukum
::;::::;2:’;2‘:;;?::‘:ar'm";:’;‘;ar:‘:ta‘:g; Draf A 4 Persetujuan Dratieskan Keputusan

16 l__ i G t
SK Gubernur Ke Biro Hukum beserta Gubernur S0mentt Mbsc dai Siir

Pengantar
kelengkapan dokumen
Bqu Hukum meneliti dan mepgorgksn dari aspek T Draf Naskah Keputusan
yudiris formal dan legal drafting jika telah Persetujuan 7

17 7 Hari Gubernur dan Surat

bersesuai dengan peraturan perundangan akan Gubernur
. Pengantar
paraf kordinasi
Pelaksana membuat Nota Dinas Kaban dengan 5y Nota Dinas Kaban ke
- o Gubernur beserta
melampirakan Disposisi Gubernur, draf Naskah > Gubernur, Draf Naskah

18 ! kelengkapan 30 Menit
Keputusan Gubernur yang telah diparaf Biro dokiernan Keputusan Gubernur yg
H .

ukum dan kelengkapan dokumen penghapusan v Rereharusen sudah diparaf
Persetujuan
Nota Di k
Kasubbid meneliti Nota Dinas Kaban dan paraf T Gubernur beserta 2 Dinas katian ke
. - . Gubernur, Draf Naskah
19 |koordinasi Nota Dinas Kaban ke Gubernur serta kelengkapan 20 menit
i Keputusan Gubernur yg
memeriksa kelengkapan dokumen penghapusan dokuemen i
sudah diparaf
penghapusan
i Nota Dinas Kaban ke
Kabid meneliti dan memparaf koordinasi Nota Gubernur beserta
2 . : Gubernur, Draf Naskah
20 |Dinas Kaban ke Gubernur serta memeriksa kelengkapan 15 menit
kelengkapan dokumen penghapusan dokuemen Reputusan Gubstaue vy
BreR PENENapus sudah diparaf
penghapusan
Persetujuan
Nota Di ki
Kaban meneliti dan menandatanggani Nota Gubernur beserta 3 Dipeskaban ke
Gubernur, Draf Naskah
21 |Dinas ke Gubernur serta memeriksa kelengkapan kelengkapan 2 Jam
Keputusan Gubernur yg
kelengkapan dokumen penghapusan dokuemen

penghapusan

sudah diparaf




Asisten dan Sekretaris Daerah memparaf
kordinasi draf Naskah Keputusan Gubernur yang

Persetujuan

Nota Dinas Kaban ke
Gubernur, Draf Naskah

22 1 Hari .
sudah dikoreksi Biro Hukum dan diparaf Gubernur il Keputusan Gubernur yg
koordinasi sudah diparaf
Draf Naskah Keputusan Gubernur ditanda

23 tangani oleh Gubernur selanjutnya menjadi Persetujuan 2 hari Naskah Keputusan
Naskah Keputusan Gubernur tentang Gubernur Gubernur
Penghapusan Barang Milik Daerah
Pelaksana melakukan penghapusan barang milik
daerah yang diusulkan OPD sesuai Naskah Persetujuan h

24 2 it KIB Terb
Keputusan Gubernur dari daftar Kartu Inventaris Gubernur 0vient 2
Barang (KIB) pada aplikasi
OPD menerima salinan SK Gubernur tentang Salinan SK :

25 5 Menit Tanda teri
Penghapusan Barang Milik Daerah Gubernur eas 8 Hma




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
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NAMA SOP PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK

DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan

1. Memiliki kemampuan Sarjana Hukum, Administrasi Negara, Akuntansi dan
Manajemen

2. Memahami Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

3. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Penatausahaan Barang
Milik Daerah

4. Menguasai Pengoperasian Komputer.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar

1. Komputer
2. Printer

3. ATK

4. Alat Ukur
5. Kamera

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP tidak dilaksanakan maka terhambatnya acuan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi

1. Di simpan dalam bentuk soft copy dan hard copy.
2. dl




SOP PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

UTU BAKU
NO KEGIATAN EELIRSANA . KET
GUBERNUR SEKDA ASISTEN 11 BIRO HUKUM KABAN KABID KASUBBID PELAKSANA OPD Kelengkapan Waktu Qutput
Kepala Badan mendisposisi ke Kepala Bidang
PBMD terhadap Permohonan dari OPD untuk < ) Surat Masuk,
§ penetapan status penggunaan barang terhadap Berkas b oosis]
barang milik daerah yang diperoleh dari APBD Permohonan 1lam Lembar Disposls B
maupun perolehan Lainnya yang sah Penetapan Status
\
Kepala Bidang mendisposisi ke Kasubbid E . - ¥
2 J Lembar Disposis -
Penatausahaan untuk ditindaklanjuti. RCHAPSECR e LhRm PARERES
Kasubbid meneliti dan memeriksa terhadap Lembar Disposisi, . -
. S V Lembar Disposisi,
permohonan dari OPD dan mendisposisi kepada Berkas
3 " i 1Jam Berkas Permohonan -
pelaksana untuk diproses sesuai dengan Permohonan
Penetapan Status
Peraturan yang berlaku. Penetapan Status
Pelaksana berkoordinasi dengan OPD pemohon
untuk menetukan waktu pelaksanaan penelitian A Lembar Disposisi,
4 administrasi dan jika diperlukan akan dilakukan Berkas 3 hari Berita acara
penelitian fisik terhadap barang yang diusulkan Permohonan pemeriksaan fisik
penetapan status secara langsung di lapangan di Penetapan Status
dampingi OPD
Pelaksana mengkonsep surat pengantar dan
menyusunan draf naskah Keputusan Gubernur —L— ) . Nota Dinas Kabid, Surat
Nota Dinas Kabid,
5 |tentang Penetapan Status Penggunaan Barang 2 Jam Pengantar, Draf SK -
v Draf SK Gubernur
sesual dengan peraturan yang berlaku 3 Gubernur
selanjutnya dinaikkan ke Kasubbid untuk diparaf
Kasubbid meneliti, menelaah dan memeriksa v T
Drak Naskal ksputusen Gubermursesus) /\ Nota Dinas, Surat Nota Dinas Kabid, Surat
5 ketentuan yang berlaku dan memparaf surat \/ pengantar. Draf SK 1 Jam pengantar, Draf SK )
pengantar ke Biro Hukum Setda Prov. Sumsel Y A gGuber'nur gGuber’nur
untuk diteliti dari aspek yuridis formal dan legal
drafting
/\ T
Kabid meneliti memeriksa Draf Naskah Y
Keputusan Gubernur dan memberi paraf pada Nota Dinas, Surat Nota Dinas, Surat
7 |surat pengantar ke Biro Hukum tanda telah v Pengantar, Draf SK 1Jam Pengantar, Draf SK -

diperiksa selanjutnya dinaikkan ke Kaban untuk
ditanda tangani

Gubernur

Gubernur




Kaban meneliti, memeriksa dan memparaf draf

Nota Dinas, Surat

Surat Pengantar, Draf

naskah Keputusan Gubernur serta

8 i y Pengantar, Draf SK 1Jam
menandatangani surat pengantar ke Biro G Srour SK Gubernur
Hukum Setda Prov. Sumsel ’

Pelaksana memberi Nomor, mencatat dan
mengarsipk.an surat pengantar serta Nota Dinas, Surat . Surat Pengantar, Draf

9 |menyampaikan Draf Naskah Keputusan Pengantar, Draf SK 30 Menit SK Gubernur
Gubernur Ke Biro Hukum untuk diteliti dari Gubernur
asepek yuridis formal dan legal drafting

Y
A 4
Biro Hukum meneliti dan mengoreksi dari aspek \
yudiris formal dan legal drafting, jika telah

10 bersesuai akan di paraf koordinasi dan Surat Pengantar, 7 Hari Surat Pengantar, Draf
diteruskan ke Kaban untuk di paraf kordinasi Draf SK Gubernur SK Gubernur
dan apabila belum bersesuai akan dikembalikan
ke pelaksana untuk diperbaiki

Nota Dinas
Pelaksana membuat Nota Dinas Kaban dengan Gubernur, Draf
melampirakan surat permohonan OPD, Barita Naskah Keputusan )

11 0 it as Ka
Acara Pemeriksaan Fisik dan Draf Naskah Y Gubernur, Berita el N o
Keputusan Gubernur Acara dan Surat

Permohonan OPD
Nota Dinas
Kasubbid menelaah dan paraf koordinasi Nota A Gubernur, Draf

12 Dinas Kaban ke Gubernur serta memeriksa Naskah Keputu?an 20 menit Nota Disas Kaban
kelengkapan berkas penetapan status Gubernur, Berita
penggunaan Acara dan Surat

Permohonan OPD
T
Nota Dinas
Kabid meneliti dan memparaf koordinasi Nota Gubernur, Draf
13 Dinas Kaban ke Gubernur serta memeriksa Naskah Keputusan 15 menit NGt3 DiFaé Kabah

kelengkapan berkas penetapan status
penggunaan

Gubernur, Berita
Acara dan Surat
Permohonan OPD




Kaban menadatanggani Nota Dinas dan
memeriksa lengkapan berksa penetapan status

Nota Dinas
Gubernur, Draf
Naskah Keputusan

Nota Dinas Kaban ke
Gubernur, Draf Naskah

14 |penggur sert neruskan draf Nask 2
penggunaan serta menert ! n draf Naskah Gubernur, Berita L9m Keputusan Gubernur yg
Keputusan Gubernur ke Asisten dan Sekretaris A
Daerah untuk diparaf kordinasi INGre i Silkt sucahiaiparat
Permohonan OPD
Nota Dinas
Asisten dan Sekretaris Daerah memparaf Gubernur, Draf Nota Dinas Kaban ke
15 kordinasi draf naskah keputusan Gubernur yang Naskah Keputusan 1 Hari Gubernur, Draf Naskah
sudah dikoreksi Biro Hukum serta meneruskan Gubernur, Berita Keputusan Gubernur yg
Nota Dinas Kaban ke Gubernur Y Acara dan Surat sudah diparaf
Permohonan OPD
A 4
Gubernur meneliti Nota Dinas Kaban dan \ Su:;::‘ng:n;ar’ Naskah Keputusan
16 | menandatangani Draf Naskah Keputusan a3xa 2 Hari Gubernur yg sudah
Keputusan . .
Gubernur ditandatangani
Gubernur
i ki
e
>
17 g p > Keputusan 1 hari Tanda terima
Penggunaan Barang
Gubernur




